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HATA PERGANTAR

Puyi syukur kits panjatkan Eshadirat Allak SWT atas karunis dan
rahmat-Nya kita masih dibenkan kesshatan, sehinsga bisa menyvelesaikan
laporan Penvelenggsraan Forum Konsultas: Publik (FKF) imi.

Laporan im1 menggambsarksn penyslenggaraan FEP yang t=lah
dilek=analen pada Sekrefariat DFRD Ksbupaten Grobozan. Forum Konsuliasi
Publik ini mempsken hasil rapat Deéngar Pendapat Umum {Public Hearing)
merupakan kegiatan ‘dialog, diskusi, menampung aspirasi masyarakat atas
ponyusunan draft Raperda [nisiatif DPRD EKabupsten Grobogan tentang
Fasilitas: Penvelenpgarasn Pendidikan Meadrasah Diniyah. FEF vang telah
dilaksanakan olsh Sekrstanat DPFRD i periu dilskukan secara berkslanjutan
secum ha=i1l pemantausn dan evahiasi sebsags upaya pentnpkatan kualitas
Pelavanan Public.

HKepada semua pihalk vang telah membantu penysienggaraan FKP Tahun
2025 1m1 kam: sampaitksn terima kasth, semoga -heasil pelekzsanaan FKP invdapat
mernjadi masukan bag: kami dan menmgkatkan kualhitas dan muta layanan di
Sekretanat DPRD Kabupaten Grobogan mni.

Purwodadi_ 2026

SEKRETARIS DPRD
5 PATEH GROBOGAN




A. PENDAHULUAN

Sesuai Keputusan DPRED Esbupaten Grobogan Nomor 188,18/40
Tahun 2024 tentang Perzetmujuan Program Pembentulan Peraturan Dasrah
Kabupaten Grobogan Tahun 2025 ada 1 (satu] Raperda vans mempakan
usulan Badan Pembentukan Parda vang skan dijadikan Raperda Inisiasf
DFED vaire Rancangasn Peraturan Daerah Eabupatsn Grobogsn tentang
Fazilitaz: Penyelenpgparaan Pendidikan Madrasah Diniyah vang merupakan
usulan dart Badsn Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Grobogan.

Penvusunen Raperds inisigtif DPRD Ksbupaten Grobogan ini @dalah
merupakan wewenang dari 3 jtiga) Fung=i DPRD | dimansa salah zatunya
adslah pembentukan Perda. Selanjutnya berdasarkan Keputissn Badan
Musyawarsh DPRD Ksbupaten Grobogan Nomor 188.18/16 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Musyawarah DFRD Kabupaten
Grobogan Nomor 183.18/15 Tshun 2025 Rencana | Kegiatan DPRD
Kabupaten Grobeogan untulk bulan Ssptember 2025 dan surat Pimpinan
DFRD Kabupaten Grobogan Nomor : 100.3.2/386/SETWAN /2024 mnggal
12 Beprember 2025 penhal Undasngsn Pubhk Hearins Badan Pembentukan
Perda DFRD Kabupaten Grobogan pada harn Senin tanpggal 13 September
2025, Berdasarkan ketentuan diataz telsh dilakssnakan Eapat ﬂ&ﬂgﬁr
Pendapat Umum (Publik Hearing} pada hari Senin tanggal 15 September
2025,

Perlu kami sampaikan maksud dan tujuan diadakan Rapat dengar
Pendapat Umum {Publik Hearningj ini sdalah sebagai benkut :

1. Melaksanaksan amanat Peraturan perundang-undangan antara lan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentans Pemerintshan Dasrah
beserta perubshannya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentsng
Pembentukan Peraturan Perundeng-Undangan beseria perubahanyva |
Permendagri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan
Produk Hulkum Daerah beserts perubshnova dimana disebutitan bahwa
DFRD dan kepala Dasrah wajib mslakukan peayebarlussan sejak
Penvusunan Program Pembentuksn Perda, Penyusunan Rancangan
Perda. dan Pembshasan Rancanpan Perda:



2. Unmuk mendapatian msasulsn dan pendapat darn masyarakat serta
pihak-pihak terksit, dengan melbatkan pemerintah dasrah baik QPD.
Bagian Setda, Qrma=zToloh Masvarakat, Para Guru Ustad ataupun
Ustazah Pendidikan Madin, Pendidikan Algur'sn maupun Majelis Taklim
Hal ini dimaksudlan e=lain sgar Perda yang dihasilkan sesuai dengan
aspirasi =serta dapst mengakomodir kepentingan masyaraksat dan tidak
bertentengan dengan peraturan perundang-undangan, jugs sgar dalsm
pelsle=zanssn kebijakan =zfsu FPsramuran Dasrah dimsksud nsnatiaya
setelah ditstapksan menjadi Perda mendapat dukungsn penouh dari
masvaraksat ‘dan dapat mensejahierakan masyarakat Kabupaten
Grobogan.

1. LATAR BELABRANG

Eewenangan Pemeritah Daersah berdasarkan pembagian kewenangan
secara konkmen dalam sub urussn manajemen pendidilean dan sub nruzan
kurikulum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentany Pemerintshan Daersh sehasaimana teiah beberapa ksl dinbah
terakinr dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan
Ataz Peraturen Pemerintah Peagrannu Undsng-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terdiri dari Pengelolaan
Pendidilkan da=zar, pengelolaan pendidikan snak uzia dini dan pendidikan
nonformal serts muatan loks! korikulom,

Salah satu pendidikan keagamaan Islam vang berkambang i
Kabupatsn Grobogan adalah Pendidikan Madrasah Dimiveh.Sslain ita
zezua Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sizstem Pendidikan
Nas=ionsl Pasal 3 menvatakan bahwa Pendidikan nasional bertunian untalk
berlcembangnya potens: peserta didik agar menjad: manusia yang bernnman
dan bertagwsa: kepads: Tuhan Yang Mshs Hsa, berakhiak mubs sshat
berilmu, cakep, kreatnf mandin dan menjads warga negara yang demokratis
serta bertangrung jawab. Eefentusn i sstidalmya mempunyas 3 (figal
tyjuan. yvaitil pertama, untulk menjasa keutuhan dan Kemurmsan gjaran

agama, kedua dengan adanya gurni agama yang seagams dan memeniuhi



syarat kelayakan mengajar akan dapst menjaga kerukunan hidup
beragama bagi pessria didik vang berbeda spama tap belsjar pada Satuan
Pendidikan vang sama, ketiza Pendidikan sgama yang diajarkan clsh
pendidik  vang seagama  menunjukkan  profesionalitas dalam
penyelengparaan prosss pembelajaran Pendidikan agama.

Saat 11 di Kabupaten Grobogan terdapat 21200 [seribu dua ratus)
tembaga Pendidikan Madrasah Dinivah vang berizin dan atau terdsfiar vang
memerlukan perhatisn dari Pesmerintsh Dacrah Kabupaten Grobogan.
Berdasarkan keteniusan pasal 12 ayat (1] Peratoran Pemerintabh Nomor 35
Tahun 2007 tentang Pendidilcan Agams dan Pendidikan Keagamaan,
dismanstkan Pemerintah Daesrah perlii memberikan Fasilita=i Bantaan
vang berapa FPemberian bantuan sumber dava pendidikan meliput
pendidik, tenaga kependidikan, dsna, serta sarsna dan prasarana
pendidikan lainnya delam rangka Penyvelengosaraan Pendidikan keagamaan
diantaranva Penyvelenggarasn Pendidikan Madrasah Dinivah di Kabupaten
Grobogan vangs sampsal sast m belum mempunye: payung huloim ssbagas
dasar pemerintah dasrah membenkan fasilte=s bantuan kepada
Penyelengsaraan Madrassh Dhinoyeh, Berdasarkan ketentuan distas, maks
diperlukan pedoman sebagai dasar hukum dalam pelak=anaannya. Untuk
it dipandang perlu disusun dalam Peraturan Deerah tentans Fasthitas:
Bantuan Penyelengzaraan Pendidikan Madrasah Dinmyah,

2. TUJUAN DAN MANFAAT

A. Tujuan
Badan Pembentulan Perda DPFED Kabupaten Grobogan ingin
menyerap aspirasi Masvarskat dalam rangica penyusunan Faperda
Imisiatif DPRD Kabugpaten Grobogsa Raperda Tentang Fasilitasi
Bantuan Penyelenggarasn FPendidikan Madrazah Dinivah.
E. Manfaat
Maniaat dari pelakeanaan/ penyelenggaraan FKF adslsh @
1. Fuang partisipsst masyvarakatl vang dyamin halknyse oleh Undang
—undang Nomor 25 Tahun 20049 tentang Pelavanan Publik.



2. Memperolsh pengetahuan terkait berbagai kebtyjakan yans akan
atau sudah 4y tetaplan penyelenggara layanan.

J. seningkatkan peran serta masyarakat dalam penyvelsnsgaraan
felsyanan Pubhk

3. RUANG LINGKUP
Fuang Linglup dalam Penyvelenggaraan FKP ini msliputi
a. Penvusunan Kebijakan Pelavanan Pubhk
B. Penyusunsn Standart Pelavanan
. Pengawasan dan Evaluasi Penvelenggaraan Pelayanan Pubhike
d. Burveyr Kepuasan Masvarakar
e. EKebsyjahan laan terkait Pelayanan Publik

B, METODOLOGI PELAKSANAAN FEP
1. Waktu dan tempat pelaksanasn ;

a. Hari : Benin
b. Tanggsal : 15 September 2025 .
c. Tempsat : Ruang Paripurna | DPRD Kabupaten Grobogan

Z. Penyvelengparaan dan Pezerta FEP

& Legisiani yvang hadir :
H.Muesapak, SH. Ketua Bapemperda darn Fraksi FDLP
Gunawan,SH Angsota Bapemperda dan Fraksi PDLP.
H.Sukante,SH MH Angpota Bapemperda dari F.PKB.
Achmad Taupik SIP Angpgota Bapemperda dar: F, Genindra,
Beni Susanto, ST Anggota Bapemperda dar F.Gernndren.
M.Amin Roaie AG SE Anggota Bapemyperds dari F,FPF,
. Suranto, 5.Pd_M.Ps Angpota Bapemperda dari F.KEarva Nasicnal.
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b. Undanpan/pes=ria : 273 orang terdir; Pemeriniah dasrsh badke OFPD,
Bagien S=tda, Ormas, Tokoh Maszvarakat Para Guru, Ustedz ataupun
Ustazsh Pendidilian Medin, Pendidiitan Algquran meupun Majshs



¢. Tim Pelaksana Penyusunan RBaperda Inisiatif DPRD,

d. Tim Perancang dan Kemenkum Ksnwil Jawa Tengah.

e. Pemapar /| Narasumber darn Kemenkum Kanwil Jawa Tengah .
f. Pemapar /| Narasumber dari Eemenkumham Semarans.

3. Metode Pelakzanaan FEP
Forum Konsultssi Publik tentang Penyslngoeraan Eabupaten
Laysk Anak ini disslenpgerakan ogleh Sekeetscist DFRD Eabupaten
Grobogan bersams Tim Pelaksana Penyusunsan Raperds DPRD, dan Tim
Perancang dari Kemenlumham Provinsi Jawa Tengah dengan metode
tatap muks.

4. Susunan Acsra FEKP

-a: Pembukasan oleh Bapak H, Musapak, SH.

. Penyvampaian Maten darn Kementenan Agams Kabupaten Grobogan
oleh Bapalk Fahrur Rom: SAs, M.5u:

c. Penyvampaian Maten dar Kemenkum EKasnwil Provins: Jawa Tengah
oleh Urip Pamusi, SH MH.

d. Tanya Jawab.

e. Penutup

C. HASIL PELAKSANAAN FKP
Sebagaimana masuksn dan saran baik secars lisan maupun
tertulis l=wal pengisian masukan dan =arsn skan ditindskiaajuni daiam
rapat kerja Badan Pembentulksn Perda dengsn scara membshasz
sinloronisasi fharmonisssi atas hasil Publik Hearing atas Raperda Inisiatif
DFRD Kabupsten Grobogan Tentang Fasilitazi Bantusn Panvelsncsarasn
Pandidikkan Madrasah Dinivah. pada tanggal 29 Sepitember 2025

Sebagaimana Hasil Dengar Pendapat Umum (Publikk Hearing| Bapemperds
DFRD Kasbupaten Grobogan didapat data sebaga benbat ¢



1. Pengantar jalannya Rapat dengsr Pendspar Umum (Publik Hearing
olzh H. Musapak, SH Eetuas Badan Pembentukan Perds ==laku Ketua
Rapat merangkap moderator.

2, Paparan Latar Bélakang Latar Belakang Penyelensparaan Pendidikan
Madraesh Dinfyah dengan urgensi dulmingan Pemerintah Diasrsh oleh
Fahrur Ron, Sag M.51 Narasumber vang merupakan Kepals Kemenag
Kabupaten Grobogan.

3. Paparsn dan Kemenkum terksit Draf Fasilitazi Banoaan
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Dinlyah. disampaikan oleh
Narasomber : Urip Pamuj ,SH MH jabatan Perancang Persturan
Perundang-Undanpgan Ahl Madya .

4. Tanyva Jawab dan Masuksan secara langsung sebagaimana Lampiran |
Laporan i .

3. Masukan secara tertuliz sehagaimana Lampiran 1l dan laporan aoi.

A. ANALISIS

Sebagsimana masulan dan saran baik secara bsan maupun tertulis
lewat penmesian masukan dan saran alan ditindaklanjut dalam rapat kerja
Eadan Pembentulan Perda dengen scars membshas  minkronisas; [
harmonisasi atas hasil Publk Hearng atas Raperda [nissani DPFRD
Kabupaten Grobogan Tentang Fasilitasi Bantuan Penyelsnggaraan
Pendidikan Madrassh Dinyah. pada tanggal 29 September 2025.

Rapat kerja membahsas mnkronisasi /| harmomesasi ha=il Publik
Hearing atas Raperds Iniziatif DPRP Kabupsten Grobogan Tentsng
Faczilitazi Bantan Penyelengraraasn Pendidiltan Madrasash Diniyah. pada
t=nggal 29 September 2025 supdsh memasuksan zaran dan masukan
sebagaimans hssil Rapat Dengar Pendsapat Umum  (Publik Hearing)
disesusksan dengan dengan peraturan perundsang-undangan yang beriakn.

B. LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK
Pada han 1ni Senund tanggsl Hnia bBelas balan September tahun dua
ribu dua puhih lm=a telah dilakeanakan Rapat Dengar Pendapat Umum
[Publilt Hearing| Bapemperda DFRD Kabupaten Grobogan dengan acara
menampung Aspiras: Masysrakat atas Draft Raperds Ini=ssrf DFRD



Kabypatsn Grobogen tenteng Fasihitas

Berikut di Eﬁpﬂfkﬂﬂ bﬂdﬂklﬂ.ﬂgﬂiﬂlﬂs rekomendas: perhaikan yvang

telah dilakukan antars lain ¢

Bantuan Penyelenggaraan

Identifikas; salah Usulan Jangka Wakin
e Was Rekomendasi/Perhaikan Penyelesaian
1 | Menambahksn ketentusan pﬂsaj- 12 | Badan Pembentukan Perda | 11 Hari '
avat (3) hurufd definizi / penperfian | Menyetunn P-Eﬂ-EEEIbEhEm 2
“Rumah Tanfidz Quran {RTQ) hurnf | [dua] ketenman bam didalam
4 lama meniadi h £ o Draf Raperds tentans Fasihitas:
Bantuan Penyelenggarasn
Pendidikan Keagamaan FNon
Form=sl sebagaimana has:]
pembahazsn dan menverahksn
penyusunannys kepada Tim
Z | Menambahkan pasal 16 yang Bapat Badan Pembenmksn |11 Han
bertunyi sebagai berikut : Perda dapst benalan dengso
patk dan lencar.
Pa=al 18
Lulusan Medra=zah diniveh

talbmiliyab dapat dihargsl zaderajat
dengan Pendidikan formsl setslsh
halus upan vang disslengparskan
gatian Pendidikan
teraktreditam  dan ditunpak  oleh

oleh Vafig

Eesmenterian agama,

Lulns=zan hisdrasah dinryah
talemiliyalk vang memperocleh gazah
zederapat Pendidikan formal

sehagaimans dimaksud pada ayat
(1) dapat melanjutkan ke jenjang
berikurnya pada jenis Pendidikan
lasnnya.

Unmk pasal 16 lams menjadi
pazsl 17 dan zeterusnnva.




IV. PENUTUP

Demikian Hasil Pelaksanaan Dengar Pendapat Umum (Publik
Hearingi Bapemperda DPRD Habupatsn Grobogan dengan acara menysrap
Kabupsten Grobogsn tentang Fasilitasi Bantusn Penyslenggarsan
Pendidilkan Msadrazah Diniysh dissmpaiksn kepada Pimpinan DFRD
Kabupaten Grobogan ssbapgal daszar penentusn kebijakan lebih lanjut dan

Purwodadi, 2026
SEKRETARIS DPRD
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

Jalan-Bhayzngkars Nomor 3 Purwodadi, Grobagan, Jawa Tengah 58111
Tefepon (6292 421145, Faksimile (0292) 422832
Laman dprd grobogan.go.d. Pos-el dprd@grobogan go:id

LAPORAN HASIL DENGAR PENDAPAT UMLM

(FUELIK HEARING| BADAN PEMEENTUKAN PERDA DFRD KABUPATEN
GROBOGAN GUNRA MENAMPUNG ASFPIRAS] MASYARAKAT ATAS PENYUSUNAN
DRAF RAPERDA IRISIATIF DPRED KABUPATEN GROBOGAN TENTANG
FASILITAS] BANTUAN PENYELENGGARAN PENDIDIEAN MADRASAH DINIYAH

Momor = 07 /BAPEMPERDA /X 72025

Kepada Yth -
Pimpinan DPRD
Kahupaten Grobegan
dl —

Purwodadi

Sesuai Kepunisan DFRD Kabupaten Grobogan Nomor 188.18/40 Tahun

2024 tentang Persetujusn Program Pembentukan Peraturan Daergh
Kabupsten Grobogan Tahun 2023 ada 1 {satu]l Raperds yang merupakan
usulan Badan Pembentukan Perda vang akan dijadikan Raperda Inisiatif DPRD
vaitu Rancangan Peraturan Daerah Ksbupaten Grobogan tentang Fasilitasi
Penyelengsaraan Pendidikan Madraeah Thimiyah yang mempaksn uenlan dan
Badan Pembeniukan Perda GFRD Kabupaten Grobogan.
Penyuszunan Raperda imiziatd DPRD Kshupaten Grobogsn ind adaiah
merupakan wewenang dan J (Wgal Funs=m DPRD | dimans salsh ssmnya
adalah pembentukan Pzrda. Szlanjutnya  berdasarkan Hepum=an Badan
Musvawsrah DPRD Eabupaten Grobogen Nomor 188.18/16 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Musyawarah DPRE EKsbupaten
Grobopan Nomor 188.18/15 Tahun 2025 Rencana | Kegiaten DPRD
Kabupaten Grobogan untulk bulan September 2025 dan surat Pumpman
DFRD Kabupsaten Grobogan Nomior @ 100.3.2/386/SETWAN 2024 tanpgsl 12
Septemiber 2025 perihsl Undangan Poblik Hearing Badan Pembestulsn
Perda DPRD Ksabupaten Grobogan pads Har Senin tengegsl 15 September
202353, Berdasarkan kstentusn diatas tzlak: dilaksanaskan Rapsat Dengsr
Pendapat 1Jmum {Pubhk Hesrng| paga han Senin tanggal 15 September
2023 .

Perlu kami szampaikan maksud dan tujuan diadakan Rapat dengar Pendapat
Umum Publik Heaning| i adalah sebagal banlkout ;

1. Melsksanasksn samanat Peraturan perundang-undangan antars lain
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dasrah
beserta perubshannva, Undang Undang Nomer 12 Tshunm 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beszerta perubahanya
Permendagr Nomor 80 Tshun 2014 tentang Pedoman Pembentukan
Produk Hukum Dasrah beserts perubahnonva
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dimana disebutkan bahwa DPRD dan kepala Dserah wajib melakulan
penyebarius=an sejak Penvusunsn Program Pembentukan Ferds,
Penyusunsn Rancangan Perds, dan Pembahssan Rancangan Perda.

2. Untuk mendspatikan masnksn dan pendapat der masyvarakat seria pihsk-
pihak tericsit, dengan melibatkan pemerintsh dasraly beike OPD, Bagisn
Sefda, Ormas Tokoh Masyvarakat Para Gum Ustad ataupon Ustazah
Pendidikan Madin, Pendidikan Alguran maupun Majelis Taklhim ‘Hal
dimaksuidkan selsin agar Perds yvang dihasilkan sesum dengan aspiras:
serta dapat mengakomedir kepentingan masvaraksat dan  tidak
bertentengan dengan peraturan psrundang-undangan, piga egar dalam
pelaksanaan kebijakan stau Perawuran Dasrah dimaksud nantnya setslah
ditetapkan menjad: Perds mendapst dukungan penuh dan masyarakat dan
dapat mensejahterakan masvarakar Kabupaten Grobogan.

Selanjutnya guna mengetabhna latar belakang: dasar huloum serts maten-apa

zaja vang diatur dalam raperda msiani DFRD ini1, secars garns: besar dapat

kam sampailcan ssbaga berilout :

1. Latar Belakang

E=wenangan Pemerdah Daersh berdasarkan pembagian kewepanpan
secars konkruen dalam sub urasan manajemsn pgﬂdi&ikﬂ.ﬂ dan =ub unisan
kunkulum yang diatir dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentans Pemermtahan Dasrah ssbagpsimana islah beberapa kali dmbah
terakhir denzan Undang-Undans Nomor & Tahun 2023 tentans Penstapan
Ata=s Peraturan Pemernntah Pengsantt Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terdiri dann Pengelolaan
Pendidiltsn dasar. pengelolaan pendidiksn anak usia dini dan pendidikan
nonformal serta muatan loksl kunknlum Salsh sati pendidikan keagamsan
Islamm wvang berkembeng di Kabupaten Grobogan adalsh Pendidikan
Madra=ah Diniysh.Selain it sesust Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
ientang 3istem Pendiudilean Nasionsl Psssl J menyetskan bahws Pendidiikkan
nasional bermijusan untuk berkembanpnva potensi peserta didik agar menjadi
manusis yang benman dan berfagws kepada Tuban Yang Maha E=a,
berakhlak mulis. sehat, berilmu, cakap, kreatif mandin dan menjad:
wBrgaE fNegara vang demcokratis seris berisngpgung jawsab. Ketentuan i
sstidalonya mempunyad 3 (bgal mujuan, yauta periama, uniuk menjaga
keutuhan dan kemurmian ajaran agama, kedua dengan adanys guru agama
yvang seapama dan memenuhi syarat kelayvakan mengajar akan dapat
menjaps kerulunan hidup beragame bag: peserta didik vang berbeda agama
tapr belajar pada Eatuan Penduiiksan yvang sama, ketipa Pendidikan agama
vang disjarkan oleh pendidik vang sespama menunmikksn profesionalitas:
dalam penvsiencgarasn prozes pembelajaran Pendidikan agama.

Saat wur d:i Kabupatsn Grobogan terdapar 1200 (senbu dua ratusi
lembaga: Pendidikan Madsazah Dinrrah veang berizin dao atsu terdaftar vang
memeriukan perhatian dar: Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan.
Berdazarlan ketenhsan pasal 12 ayst (1] Peraturan Pemernntsh Nemer 35
Tahun 2007 tentang Pendudiksn Agsma dan Peadidikan Kesgamasn,
diamanatkan Pemerintah Daerah periu memberikan Fasilitas: Bantuan vang
berupas Pembenan bantuan sumber daya pendidilean mseliputt pendudile,
tenags kependidikan, dana, serta sarana dan prassrans pendidilean lainnya
dalam rangks Penvelengparaan Pendidikan kesgamaan diantsranya
Penyelenggaraan Pendidikan Madra=sah Dhniyvah di Kabupaten Grobogan vang
sampat sast im belum memponya payung hukum sebaga dasar pemerintah
dasrah memberikan fasilitas bantuan kepads Penvelenggarasn Madraszah
Dinivah. Berdasarkan ketentuan distas, maks diperiuksn pedoman sebags:
dazsr hukum dalsm pelaksanaannva. Untuk it dipandang perlue disusun
datiam Peraturan Dasrah tentsng Fasihss: Bantwan  Penyelengssraan
Pendidikan Madrazsh Diniveh.

It
If



2. Dasar Hukum sebagal landasan Pembentultan Perda tm1  antars lain
1.

2,

k4

b

Pazsl 18 ayat (6] Undang-Undane Dasar Negara Republik indonesia Tahun
194 5:;

Uﬂ&ﬁﬂ_.g—Uﬁdﬂﬂg Komor 13 Tahun 1950 tentang Pembentuksn Daersh-
dasrah Kabupsten Dalam Lingkungan Provinzi Jawa Tengah ;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dsersh)
sebazaimans telah bebérapa kali dinbah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tehun 2023 tentang Penstapan Atas Peraturan Psmerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Talun 2022 tentang Cipts Kerja
menjadi Undang-Undang ; '
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jaws Teapgah
Peratiiran Pemisrmtah Nemor 33 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agamia
dan Pendidikan Kesgamasn |

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pepdanaan
Pendidikan sebagsimsana telsh diubsh dengan Peraruran Pemernniah
Nomor 18 Tahun 2022 wntang Perubaban Atas Peraturan Pemermntah
Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendansan Pendidikan

3. Matenn Draf Rﬂpﬁnia, terdiri atas 8 Hab dan 23 pasal ssbagsi berilout :
a. Bab | bensi:; EKetentuan Umum.

b. Bab II bens: ; Maksud, Tujuan dan BEuang Linghup.

c. Bah III berisi : Bentuk Pandidikan Madrasah Diniyvah.

d. Bab IV bernsi: : Fasihtasi Bantusn Penyelengoaraan Pendiddean,
e. Bab V berisi : Pembiavaan.

f. Bab V]l  Terist : Parusifasi Masyarakat.

z. Bab VII ben= : Pengslolaan Pembianasn dan Pengawasan.

h.Bab VII1 berist :  Penoutup,

B. Makstd dan Tujuan

Badan Pembentulmn Perds DPED Kabupaten Grobogan ingin menverap
aspirasi Masvaralat dalam rangka penvusunan Raperda [nisiatif DPRD
Ezsbupsten Grobogan Kaperda Tentang Fazihtazi Banigan
Penyvelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniysh,

C. Wakin dan Tempat

Wakin dan tempat pelaksansan :

1. Han : Benin

2. Tanpgsl : 15 September 2025..

3. Teoipat : Ruang Panpurna ] DFED Ksbupaien Grobogan
D. Peserta

a. Legislatii yang hadir:

1. H.Musapsk, SH. Katua Bapemperda darn Fraksi PDLF
2. Gunawan SH Angpota Bapemperda dar: Fralks: FDLP.
3. H.Sukante SH MH Angoota Bapemperds dari F.PEE.

4, Achmad Taupik SIP Angoota Bapemperda dari F. Genindra,
5. Beni Susanto, 5T Angrota Bapemperda dar F.Gerindra,

&. M.Amin Rpais AG . SE Angpota Bapemperda dan F.PPP,
7. Suranto, S.Pd M.Ps. Angeota Bapemperds dan F.Karye Nazional.

i@
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Undangan /peserta . 735 orang terdiri Pemerintah dasrah baik OPD,
Eagian Sermda, Ormas Tokoh Masyaraskst Para
Guru Ustad ataupun Ustazah Fendidikan
Madin, Pendidilmn Algurian maupun Msajelis
Taklm,.

Tim Pelaksans penyusunan Raperds Imisiatif DPRD,

Tim Perancang dari Kem=nkum Kanwil Jaws Tengah.
Pemapar [ fiara sumiber dari Kemenlnm Ksawl Jawa Tengah .
Pemapsr [ narasumber dari Kemenkumham Semarang,

E. Sistimatikza Laporan

Laporan Dengar Pendapsat Umum {Publik Hearing] Badan Pembeatukan
Perda DPFRD Kabupaten Grobogan il disusun sebaga: henlkoat @

¥
1L

HI.
V.

PENDAHULUAN

MATER] DAN HASIL PEMBAHASAN
KESIMPULAN DAN SARAN
FPERUTUPE

II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN

A. Mater:i Pembaha=san

1.

2.

3.

¥,

Materi paparan dar Kapala Kementerian Agama EKabupaten Grobogan
Tema Latar Belskang Penyvelengosraan Pendidikan Madrasah Dinivah
dengan urgensi dukungan Pemerintah Dasrah, '

Materi paparsn dari Kemenkumbam terkait Draf Eaperds Tentang
Fazilita=i Bantitan Penvelenggaraan Pendidikan Madrssah Dinivah.
Drat Hepsrda tentang Fazilite=: Bantusn Penyvelenggarasn
Pendidikan Madrazah Dinivah.

Tanya Jawab pegerta Pubbic Hearing,

B. Hasil Pembahasan

Sebagaimana Hasil Dengar Pendapat Umum [Puablik ‘Hearing] Bapemperda
DFRD Eabupaten Grobogan didapat data sebagai berikat :

1.

b

Pengantar jalannyva Rapat dengsar Pendapar Umum (Publik Hearmng) olsh
H. Musspsk SH Ketua Badan Pembentuksan Perda — sslaku Kehia
Rapat merangkap moderator.

Paparan Lsatar Belaskang Later Belakang Penvelengparasn Pendidikan
hMadrasah Dinivah dengsn urgenst dulnungsn Pemerintah Dserah  oleh
Fahrur Rozi, Sag M.5: Narasumber yang merupakan Kepala Kemenag
Eabupaten Grobogan.

Paparan dan Kemenlum terkaat Drat Fasihia=: Bantusn
Penyelenpgecaraan Pendidikan Madrasah Dimiyah. disampaikan oleh
Narasumber : Unp Pamuj ,SH MH jabatan Perancang FPeraturan
Perundang-Undangan Ahh Madya .

4, Tanya Jawab dan Masukan secara langsung sebagaimana Lampiran |

Ln

Laporan ini .

. Masulkan secara tertulis sebagaimans Lampiran Il dan laporan ini.



III. KESIMPULAN DAN SARAN

A.

e e ol e it i - -l e i+ = = B = =

Kesimpulan

Sebagaimans masukan dan saran baik zecara lisan manpun tertulis lewat
penpisian masukan dan =aran aksn ditindakianut dalam mapat kerja
Badsan Pembentukan Perds dengan acars membahas
sinkronizasi /harmonizazi stas hasil Publik Hearing at5=  Raperds Inisistf
DFRD Ksbupaten Grobogan Tentang Fasilitazi Bantusn
Penvelenggaraan Pendidikan Madrasah Dinivah. pada tanggal 29
September 2023

Sazan

Agar jalannya Rapat kerja membahas sinkronisasi [ harmonisasi hasil
Pubhk Heanng aias Raperda Inrszabf DFRD Ksbupaten Grobogan Tentang
Famhtasi Bantuan ‘Peayelengparaan Peadidilkan Madrasah Dinivah.
pada tanggal 28 September 2023 sudah memasukan saran dan masukan
sebagammana hsasi! Rapatr Dengsr Pendapar Umum [Pablik Hearng)
dizesusikan dengan dengan peraturan penundang-undangan vang berlaku.

IV. FENUTUCP

Demukian Haszil Pelskszanasn Dengar Pendapat Umum {Publik Hearing)

Balegda DFRED Eebupaten Grobogan dengan acsra menyerap aspiras)
masvarakat dalam rangka penyusunan Raperda Inisianf DPRED Kabupaten
Grobogan  tentang Fasitizasi Bantuan Pegoyvelenpgaraan Pendidikan
Madrasah Diniyah disampaikan kepada Pimpinan DPRD RKabupaten
Grobopan sebazal dasar penentuan kebijakan lebih lanjut, dan terima kasih.

EADAN PEMBENTUKAN PERDA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

KETUA.

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth. :

1. Semus Anggots Badan Pembentulian Perds DPRD Ksbupatsn Grobogan;
2. Tim Penyusun Raperds lnisiatif DPRED,

Z Tim E=emenlum Kanwil Prowns: Jfawa Tﬁﬂg&h.

4 Arsip.



Lamipiran | : Savan dan Masukan secara langsung.
SESI : : Saran dan Masukan.

1 AMINAH (PERWAKILAN MAJLIS TAQLIM KEMENAG KAB. GROBOGAN)
Perkenalkan sava Agunah perwalalan dan Majlis Taqhm Kemensg Eabupaten
Grobopgan. Saya dism mngin menyampaikan bahws antuk Majlis Taglim di
Kabupaten Grebogan im jumlahnova nbuan mungion =Sama fjuga dengan
Madrasah Dinwwvyah dan untulk peserta juga ada Pendidikan Al-qur’an vang ada
d: Kabupaten Grobogan. Yang kami inginkan Mslis Taglm wyang ada di
Kabupaten Grobopan yang banyvak dan disimi juga prakteknva belajar-belsjar
ilmu agamsa yang untuk mencerdaskan anak bangza yang khusuenya d:
Habupaten Grobogan, mereka juga sudah berbentuk operasionsl ksrena anpgota
Majliz Taglim in1 adsalah para Bapak dan [bu yanzy mempunysil tasgocungjawab
vang besar untuk membiayel anpk-anak sekolah. Yang kami harapkan dan
Majli= Taglim vang ada di Kabupaten Grobogan tm Jupa punya hak yang sama
bailc untuk bantusn gperasional maupun yang law. Pade sasat i banyak Majlie
Taglim yang belim mempunysi izin maupun Surst Keterangan terdafiar Majlie
Taglim dari Kementrian Agama. Yans ksmi haraplkan nanti ads bantuan dari
Pemerintah [laerah untuk membantu stau mensubeids kegistan  belsjar
mengajar dan Majlis Taghm yvang sudah pengsjusn Surat Ketsrangan terdaftar,
kEarsns vang sudah tertubis dan sudah mempunyva: Surat Keterangan terdaftar di
Majli= Tsghmm mskas Majlis Taglhm itu sudah dilindungs oleh Kementrian
Agama dan fidak menentang Pancasilas karena sudah melahs ssleksi dan
Kemeotrian Apsmsa. Cukwip tu vang dapat kami usulkan semopa e bisa
memberikan pencerahian di masa yang aksan dstang dslam kessmpatan vang
sEmA. Ter:.m&kwmh, wassalamuo’alailtum wr. wh.

2. Tanpa Nama
A=zsslsmualsikum wr. whb. Untuk menindakianjuti dard usulen yang pertama
bahwa adanya Perds Madin ini memang ditunggu-tungsu clsh semua kalangan
khususnys Majlis-majlis Madrasah Madin, ssdangksn TPQ dan yang lainmva
biasanya inl kelsu sda betitnan berseme-sama usul ootuk mengajuksn izn,
rafa-rats sepertt tu. Yang =ayva tanyvakan, pendatssnnya itu bagaimana 7
Jangan sampa: seperts yang dahuhis bahwa Pezantren yvang tidak ada santrinva
juga terdats dan mendspat bantuan. [t sebensrnya tdak masuk -akal
Madrasah juga same yang tidak skitf jupa mendapst bantian itu sebensrriva
tdak bailk, Makanva sava tanyaksn mustshigova itu kepads gurunva stsun
kepada lembaganye bantuannya itu 7 Kemudian untuk kegiatan-kegiatan vang
ada it alttanya masuk Madin arau Majliz Taghm yanpg ada it yang selnra bara
atau yang sudah berslan minimal 1 Tahun atau yang bagsimana P mohon
dielaskan itu, semogs nanti tidak ada kesenjanpan somal atau tumpeng tindih
atau tdsk berkesdilan dan tdalk tepat pads =sasarsn. Sslian dam =ays,
wassslamu alailtom wr, wh.

3. Tanpa Nama dari Tanggungharjo
Assalamu’alasikum wr, wb, Pimpinan yvang sayva hormats. perkenalkan kami darn
Forum Komumksasi Dionivah Taghmivah (FEDT] EKabupaten Grobegan.
Langsung saja terkait dengan Perda Faszilitas Madrasah Lhnagyyah yvang memang
benar-benar kita tunggu khususnva bag warga Diniyah yang ada di Kabupaten
Grobogan. Darn awal sampai akiar cetelah kami baca disini hanve membshas
seputar bantuan dan hibah untuk Madrasah Diniyvah padahsl kami thh.ﬂ.mp
seirah babws Perds 1ini tidak menterkaithan dengan bantuan vang skasn diterima
oleh Madrassh Diniyyah. mamun Perda ini bisa mengskns ekaistensa dan
Madrassh Dm:ﬂ'ah it =endin. Biantarsnys yans ksmi h.amp]-’;_-ﬂ.n dari Perda
Dhnivvaeh ini sdatah pengekuan poin Ijaza]:l_. Bahwsa poin [jarah dae Madrazah
Dintvyeh dimana nanti ljazeh Dinivyah ita untuk mendaftarkan ke pendidikan
formal bailk MTs msupun SMF adzs poin tambahsn untuk PPDE, itu pertama
vang menjadi harapsan kami,

==



Yang kedua, polemmlk yany ada di Madrassh Dimiypah dan TPD dimeansa
mayoritas TPQ ketilea lulus tu tidak ada rentan waktu stau usia. Schinges anal
vang scharusnys masih bersekolah Dindyyah terbentur dengan pendidikan
formal istilabnvyas sehingga dia dianggap tndak lulus dari Madrasah Diavyah.
Sebagal contohnyva =i A sudsh usia kelas 6 SD tapi masih di TPQ, harapan ksmd
siwa lulusan 3D jugsa lulus Madrasah Dintrrah, sehingga ketiks masuk ke SMP
anak terzsbut sudah tidak lags ada kattannya dengan Madrassh Dintyyah ulang.
Jadi vangada 1 lapangan sigwa tistan kelas 4 kelas 5, dan kelss 6 1ta adda vang
berada di TPQ. Mohon nant bimbingan dar Pimpinan semusanya vanpg ada disini
biza dikategonkan agar anak-ansdk vang sskolah di Madrassh Dingvyah bisa
sampat lulns, karens vang ada hanva kelas 1 dan kelas 2 yang pada atthiroya
bdak lanjut sskolsh kersna terbentur dengan ekstrakulikuler yang ada dt
sekolah formal. Andaikan anslk S0 luhas 5D juga lulus Madrasah Dintyyah past
Madrasah Dhmyysh jugas semalon mapn dan baik schingsa siswanys juga
zemalin utuh. Munglin 1ty yang bisa kemn  sampatksn,  tenmalasih,
Was=zslemu slaikum wr. wh.

DARILII (PONFES AL - MAUSUL DAN MAJLIS TAQLIM KEDUNGJATI)
Assalamui’almiloam wr. wh. Saya Darup dass Pondok Peszantren Al-Mausul dan
Majhi= Taghm Eedungiati. Dan pertama tad: sampa: 1ni semuanye tergadi, saat
tal terjadi kemerosotan moral dan generper muda semusanya sepakst unmb
mengatskan hal terssbut. Tetapt di dalam pelakzsnaanya baik pendidikan
formal vang melslui SD maupun sampai dengan SMA dan Perguruan Tingsi
bahwa pendidikan agama atau pendidikan akhlak tu minim sekal. Di bahwan
naungan Kementenan Agama yaitu Pondok Pesantren, Madin, Mustho, maupun
Uls it berusaha untuk mendidik mental dan keagamaan zecara bagus t=tapi
manusia vang sat ito tidak terksit dan keduanva lembaga tersebut vaneg
seolah-olah tidak nvamhung antara pendidikan vang umum dengan pendidikan
sgama vang ads di Pondok Pezantren, Medin, Mustho, mesupun Uls, Sehingsa
menurut ksm perlu langksh penvambungan secara langsung Kegiatan tersebut.
Salah =stu comtoh : misalnva anak veng masuk SD veng beragams islem itm
berarti wajib masulk dalam Madrasah Diniyvah missinva terdaftar meskigun
tempatnya berbeda, “sehinpgga pendidiksn karakfer ita sudsh disiapkan sejak
dini, semildan juga dengan ansk-ansk SMP, SMA mupon SMK sehingea data
tersebut nvambung. Karalkter anak vang didukung dan diadakan Kementesian
Apgama ssdangkan untuk pendidikan yvang umum disdakan oleh Pendidikan
Formsal tersebut. Dari hal tersebuit nanth msyaallah ksrakter anak =sudah
terpantau sampai kedepan, karena kalau anak-ansk sudah sekolah sampa: SNF
maupun SMA tetapi anak tersebut tidek mengenal sams sekah tentang karakter
anak maupun pondok pesantrsn maupun mengap pun bdak mengerts maka
mengakibatkan mentel anak akan rusal seperfi vang sudah tenjads. Jad: in
perlu penvamaan vis: dan perlu penyatuan data terksit antara di kedusa lembaga
tersebut. Kemudian nann untuk pelaksanaan hal ifersebut mulas: dan
Pemerintah Daersh tentu misalnya kalau anak-anak yanz dari SD maupun SMA
formal itu antara Madin dengen sskolsh formsl i bisa nyambung, bahlan
kalay perlu nilas dan sekolsh dasar maupun peadidikan formal tu mnta dan
pendidikban pon formal =eperti Madin dan =ebapamnya. Tenmalkasih,
wassslamu alsilonm wr, wh.

YASIN (MUI)

Terimakasih, =ava Yasin dan MUL Says ingin menvampaikan tetapt sava tdal
mengetshin apakah 1 masuksn atau pertanyaan  tetap: vang jelas dibawsh hsl
ini sering menjad: persoalan. Yang pertama, kalan berbicara tentang pesantren



kemudian ‘ada Ula maupun Mustho maunpun Ulys kalsu arshnys ingin
membeniuk karakter 1f0 menurui =aya disamping ada kesmmambungan i juga
hal-hsl yang bherhubungan dengan itm juga ham= diperhatikan. Bapak-Bapak
vang ada di DPRY) saya ra=a tshu bahwa anggaran Eementrian Agama im keal,
sehnges mengadt persoalan dibawsh rtu bahwa ansk Yang dar 5D mendapat PIP
itu masuk di MPLS mu ssmpat tertunda, sehingss menjadiksn mesalah di
bawah 1. Mezkpun pads sastnva nanii juga akan menenma tetapl karena
terkendais mereka sudah kelusr dari MTs i, dan snak vaneg sudah diluar tadi
Justru: mereka mensrima. Persoalan yang muncil adalah kemunpgkinan snak-
anzak vang darn SD ita cleh orang toanya tidsk dileirym ke sekolah-sekolah vang
berbas:z egama itu. Kalau it dissbabkan olsh persodlan anpgaran it tidak
mudah. Mentn Agama menvatakan “Tolenglah kita jangan membuat pembedaan
i Kita semuanya adalah anak bangsa yang besok kedepannya ckan memimpin
negara i, jadi hdak perin sepert mu. Selanjuinya langsung masuk ke
penjslasan di balamsn 1 yasta Pasal 17 avar [1) 1tu sudah rertubiz culoap jelas,
tetap: bagl saya itu bslam jelas. Artinya Pemernintah i akan memberikan
bantuan pendidik 1t pendidik vang mempunyai kompetens: apa ? Apsksh
kompetensi dinfyyvan itu dibutuhlcsn oleh MTs misalnya, itu secara cepat bisa
diber: atau ‘-barus menunsgu PPPR atsu ASN vang akan datang ? Hal yang
sepertt tha menurut zaya belum jelas. Dan satu hal lag yang juge perlu
diperhatikan, karens dizimi pdak ada kejelasen hanva pendidik atau tenaga
kependidikan, Setelah masuk ke MT=s maupun Ml itu pembinaanays kemans 7
Ketika kehadiran pendidik 1tu apakah juga sekalicus dizertalmn jupa laborat
vang dibutublkan MTs, Kemudian yang sangat dibutubksan menurut saya kalan
di zekolah-sekolah SL} maupun SMP, saat sekarang 1ty yang dibutuhkan adalah
Gurn BE. Ditempat =ays vang muridnya ads 6§00 =ekian itu Guru BE hanya 2,
dan athamdulillah mendspatkan bantuan dar Kemenas, imlah yans =ebensrnya
membentuk adalah Gura BXK i, dan Guru BE ity mempunya karakter vang
tidak boleh membocorksn rahasis dari anak didik dimsna ita sudah menjadi
aturan menjadi Gur: BK. Kalau it ditangam oleh guro-pura yang tidak
kompeten ihe altan menjad: msssish, Terakhir, saya usul di Pesantren it tidak
pernah ads penyuluhan tenteng begmimens mEﬂr.tﬂmp-m.gt teman yvang saknt.
Jady mizslnya sda snak =alht panss dan dibaws ke Puskesmas maupun Klimlk
hanya bisa sampai disiiu dan tidek ditentuksn juss =akit apa ksrena belum cek
lab. Pada kenvatmannve mendamping teman yang sedang sakit itu belum
ssperti vang kits harspkan. Dalam hsl ini Pemsrintah perlu memberikan
penpertis® atay sosialissei. Termasuok insentf ftu kemarin sudah berjalan
sspertinya fetapt munglkin karsna anggarannyva tidak culkop atan jumish
purunya vang terlalu banvak, kalau saya melihatnya untuk mseatif o dihibung
per gurin tefepr pada prakteknyva anggaran sshesar Rp 2.000.000- =5/d Ep
3.000:000.- di beg untuk banvak guri. Terus terang =ava cemburu karens di
Provinsi keadaannya =angat berbeda, kalau disana Ep 100.000.- per bulan.
Hanya 1tu yang biza sava sampmikan, kalsu memang skan df usunlksan ke
Eemenap silahkan supaya Kemenag tidal seperti kelas 2 's1au bahkan bizs lebin
lag. Mohon maaf jika ada yang tdak berkensan, wassslamu'zslatkum wr. wh.

JAWABAN H. FAHRUR ROZI, S.Ag.. M.Si (KEPALA EANTOR KEMENTERIAN
AGAMA GROBOGAN)

Terimakasith, Mohon ijin Eetus ingin membenkan beberapa jawaban ang
berkaitan dengan Bu Aminsh teniang Majlis Taglim tadi sudsh disampaikan
bahwa itu merupakan sebush saren akan tetapl nomenklatur sntars Maglis




Taghm, TPQ, Madrasah Dinpyvah 1fn berbeda. 1tu sshurohnyva dibawah
Kementerian Agams bahksn sampai harn in: tadi sava berkelskar dengan Fak
Kas: sava balhhwa Majlis Taghm itu pelaksanssnnva ada di Bimas Isilam melals
penvuluh ggema izlam, akan t=tApl kalsu di pendidiksn non formal it di
pendidikan sdse. Jadi Majlis Taqlim itu di Undans-Undang ada 2, schingga
karsns kalsu Majliz Taglim =zeperti it Tapi kalau Madin itu memilils struktur
kurilulum tentu berbeda dengan Majli= Taqlim. Kalsu Msjlis Taglim biza
dileatakan kesspuhsn ‘=eperti Majlis Taghm Yasinan, Rebonan dan lain
sshagainva tenta 10t ada persoalan kurikolum, maka ijin operasionalnyva di
Kementerian Agama juga dibedsksn antara Majlis Taglim, Madrassh Dhnivyah,
dan TPQ. Jadi kalau kemudian dibatasi di Raperds ini adalah tentang Madia
berarti sstuan pendidikan non formal dibawah Kementerian Agama dalam artian
pembinaanava stu yginava Msdin berart persyarstannva juga Madin karena 1
ad= persyaratan formal vang harus dilengkam. Misdlkan majels tsklim terus
kemudian kunimlumaya apa. 1t kan nant subt, Dan Madin ini jupgs masuk di
E-MIS. Ada sizswanya sada mata pelagaranaya, ada e-misaya. fApa aamsanva: Pak
Kast nama:E-misnys ? Pootren ya, ada e-misnya. Kalau Majh= Taghm kana tdak
ada e-misnva atan dats s-mis dats database-nya itu ada. Jad: memang itz Bu
Myal jady kalsu seal hak tentu 1tu diperlulcan, Hanyva saja saya mendefimisikan
berbeda definis: antaras Majebs Takhm, va kalau msalkan dikabulkans tenta my
sesuatu yarg luar biaza karena Majelis Takbm teruz kemudian Madin.
Kemudian saya sampaikan juga kepada Wan Fadil, i mungkin pengalaman
vang dizampailkan behsu mungkin pengalaman wektu COVID itu banyalk
Pondok Pesantren yang mendapat tapl secara Gba-tiba, Sayva jawab tegas, i
SE-nya dari Jakarta dan kams tidak mengusulken., Sesungpuhnys kalay ingin
pasti, data di pesantren ada, di aplikssi pesantren ads dats. Dan i
Alhamdnlilah =ayas bisa membersama: para Kiai. Mohon i1 para pihak-pihak
zemua Schibul Ma'had, tolong e-mis pondok pezantren diisi schingea kalau ada
bantusn pondok pesantren kemudian diverihkas: tidak arda datanya,. maka
zehiesar apapun =Zeberapa jumiah besarpun santrr pasti tidak akan pernah
dapat. Oleh karena ita di Kemenaterisn Agama mohon maaf says ingin
menyampaikcan bahwa di Kementernan Agsama i terbaiss kemann dan
sckarang ‘sudah ada PPPK. slhamdubligh. Kami stu mengambil bonorer, sava
ingin data madin dan dets pesantren 1w semus ferisl, Sempa-sampsai mobon
maaf sava ini ber ijthad usng zakat sava ambil untuk transport supaya mengist
sntara FEDF dengan BMI untuk data. Ingin ber ijtthad vang bagaimana kalau
anggaranava kurang, akhirnya dengan dats, Tapi dengan data ulsh vang bisa
dizunakan untuk mendapatikan bantuan, Ini Wan Fadil mohon Palk Fadil juga
untuk Pondok Pesantrennva dilsi E-misnya, sekaligus juga ini ontuk para Eiai
mohon untul dnst ﬂ.ﬁ.‘tﬂﬂ}"& Kemudiss dari FKDT, Pak Ketus FKDT kebetulan
tentang pengakuan yszah. Jadi yvang diskmt gazah b adalsh peadidikan vang
formpl. Karenms yang dibicarskan i vang non formal. Yeng formal kslan
misalkan pondok pesantren itu harus Madin, Ula, Wustoh. Ullya. Ada strukiur
kunkolumnayva, ada skreditasi juga dan ada me'had Al i Grobogan -ada
perguruan onggt Pondok pesantren yang ada di Bandungsan im formal
Muadsiah. Jadi Ula, Madin Ula. Madin Wusto, Madmn Ulya; dan Mahad Al 1
dialkun fjazahnve setara, istlshnvae sstaras di Undanpg-Undang. Ksaslau Ula 1t
berartt SD/MI, Wusto berarti Tsanawiah/MTs/SMP, Ullya itu sama dengan
SME/SMA/MA, Ma'had Al sama dengan kuhsh i 1ATN, UIN, UNES: ltu kalau
mau di Bandungsan ada Ma'had Al Jadi itu terbatas Madin yang formal. Jad:
kalau yang non formal tenta sudah ada wadahnya, kalsu mmeslkan ingin Ula



vang formal va silshkan, tentu yazshnva nanti kalan misalkan ada pencalonan
d: DPRD musalkan ijjezahnys harus Allivah punya Madin Ulra Tentu kami akan
mengataksn it sederajat. Biasanys kan kalsu kam: i divndsns uniole
menyataksn =edergsjat awau tdal pasy ksmi kswsksn sedermjar, Neh im
bissanva begitu, ini uniuk FKDT, Jadi itu kemudian Pak Svehid va silahksn Palk
Svahid in1 kan sifatnva membenksn ssran ya tenteng perunve gendidiksn
sgema bagi saman pendidiksn di s=koiah. Esmudian Pak Yasin jadi sudah
disampaikan Pak Kiai Yasin, jadi hari ini athemdulillsh sudah bersilaturabimi
para anggota Dewan vang terhormat, Jadi di Madrasah ita kslsu d4i Madrazah
tidiak seluruohnyva mendapatksn PIP, sshingga kslau masuk MTs to juga tidaele
dapat. Kalau di Kementerian Agames Syvaratnya haros memihila lcarin KTF ataua
kartna Indonesia Pintar atau apapun vang semacam ftaiah kemudian di-upload
vang jadi perscalan di Kemeritenian Agamas 1tu di Jakarta ada kuota Bapak dan
Ibu. Ini yvang menjadikan persoslan mizalkan Jawa Teagah kuotsnva tidsaik
seluruh pesgerta didik baru yang ada di E-mis 1tu mendapatkan tidak dikuota
pertamg. Putamakan merskas yvang punya kartu Indonesia Pintar: {KIP).
ksmudian Karma Ksluarga Sejahters stau PKH. Eemudian di-upload. Jadi hanya
itu memang tidak seluruhnys. Katanya dr satusan pendidikan lain ito hampr
zemus dapat. Sehingpa ada gate antara madrasah ssbagay satuan pendidikan
dengan sekolzh. ltu yang saya =zenng dengar keluhan-keluhan tta. Saya jusa
sudah ketika raker masionsl Juga sudab kami zampaikan. Tapt kalau di
Kementenian dibenkan kuoias dan ternyats jatah itu sedilat, sehinggs ketks
keturun juga szedilet yang mendapatkan tidale seluruhnys mendapat. Mungkin
i Pale Kiai Yasin, mungkin kaslau PEMDA dalam hal in: bisa memiasilitas: juga,
artinya bizse mendapatican saya kira supaya tidak adsa dislersmmnasi, Munglin
hsl-hsl yvang sudah kam: sampaikan. Tenma kasih, waszalamu'alaikum wr. wh.
JAWAEAN : SUKANTO.SH,MH ANGGOTA BAPEMPERDA.

Maohon: maaf pak, sebelum session kedua pak sava dulu. Coba peserta public
hearing =ada hE‘h_._t'ﬂ.piﬁ esran, ada bebérapas sarsn dan masukan unmbk
memasukksn draft ini menjad: sempurna coba =zaya giring =&ja. Saya giring s&ja
supava nanti kena semua. Perda ini Diniyah Taqlimivah, ini coba lama bicara
kepada : Periems, Kemeotenan Agama pasi itu pengelolsannya. Kemudian,
gpakah Dhass Pendidilcan 11 terlibat ? Karsna ini ads bicara formsal, non-formal,
informal. Apakah lketsrlibatan Dinss Pendidiksn dsiam hal pendataan stau
dalsm hsl apa 7 Sementara yang beralan saudara sskahsn yang berjslan =aat
i, barangkali menerima hibah 1t ken lewatnva Dhinas Pendidikan, Sehingga
kalall sudah bicara mi lembaganya vaitu lembaga formal non formal, informal.
Kita baru menuju kepads siswa. Bagaimana yang mengsnasi siswa untuk bisa
masnlk atau pezerts siswa ini masul di Dinivah Tadglimivah. Bedalan formal,
non formal mformal dan d1 dalsem draff 11 sudah ada. Sempurnskah mi ?
Saudsra yang memben masuksn, kemudian sstslah’ i bicara peadidik atan
kependidikannya. Bagasimana peadidik dan kspendidikannva, sempurnakah
draft iy ? Sava mints masukan. Sewslah 1tu perlu ads zin operazional baik
formal, non formel, Informel seperti paparan dan kemeanang. Supaya lota
mengerucut, kalsu paparan kemenang yang sepert i dak aka nada gungnya
nanti, Padahsl tmyjuan save menginimiasi dart Perda ms supavs gurg o
mendapatkan honor bulkan potong rovong. Maksanvas ada Perda imt dan
dimasukkanlsh Eaperds Imsitatif...ciiimiisminnsiiinensisissiisisssssaass

SESI 2 : MASUKAN DAN SARAN
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1 MISBAKHUL MURNIR (MDT BASMALAH)

Perkepalkan zave Misbakhul Munir dan MDT Basmalah., Ada beberapa safan
dan masukan. Yeang periams tadi sava membacs di Bab Ketentusn Umum,
dizgng belum gds izulsh PEBM. PEEM adalsh Pusat EKegiatan Belsjsr
Masyardkat yang ada di Grobogan yang menvelenggarakan Paket A, Psket B,
Paket C dan 1 diskol di SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2008, yang pertama ioa.
Kemudian yang kedua adalah disana berbunyi kisusul TK dan FAUD. Nanun
musnpkin ‘darn Dinas Pendidiksn bisa menjelaskan bahwassnaya TK itu ada
didalam PAUD. Jadi kalau FAUD menvelenggerakan usia dari isghir sampai 6
tahhun, TK ttu 4 sampail 6. Mungkin nanti dan Dinas Pendidikan bisa lebih
menjelaskan . Kemudian pads: Eab 3 Pasal 7 bahwa jenjang pendidikan
dinsyyah  kia bhart di Juknis: Pedoman Penyslengparaan MDT tahun 2023,
dizana ada dua layanan yvaimu layanan 4 tahun dar 6 tahun mungion bisa
dikkorsim. Kemudian adalah tad: ada usulan beberaps hal yvang pertama adalah
mohon masukkan Jjuga dant Dinas Pendudhikan. kalau nanty ttu gazah dae: MDT
ity menjadi tambaban poin, menjadi tambsaban pomn di ketika merelca mendaftar
dt sekolak negen karena ads yang namenva jalur prestast dan diantars =3lah
satunva sdalah mungkin gazah darn Madrasah Dhinmvyah tu bisa menjadikan
salah satu poin, baik 1tu poinnys 3 atau 3 bahkan mungkin 10 poin. Kemudian
tadi memang betul munghkin kedepannya Kementerian Agama, kalau akreditasi
siklusnyva terlalu tinggl, mungkin pemilaian linerje untuk lsvanan MDT di
Kabupaten Grobogan. ta beberaps hel saran dan maszukan tdak bertanys tapt
masukan dan saran saja. Terima kasih saya akhinn, Wassalamuslsikum wr. wh.

2 AGUNG GUMILANG (GURU MADRASAH WILAYAH TAWANGHARJO)

Assslsmualsikuam wr., wb. Mohon izin, Pak Ketus. Saya Azung Gumilsng dari
Gura Madrasah Wilayah Tawangharjo, Sava sudah membaca draft-draft Perda
ini, tapi mungkin usulan zava kepsda Biro hukum bshwa karens kami vang
dapur dizim tidak hanya guril Madrasah' sronyva yang dan Palk Fshrur tadi
mengatakan yang ber e-mis, tap: ads vang tad: usulan dsrs tbu adalah tedtang
Majlis: Taglim. Maks apakah judul. karena ini sava pahami dalam raperda i
adalab foknenva: pada tentuan. Maka kalsu saya pribad:, sava tedak mewakils
reman-teman ksrens mungkin agak beda: Judulnys ima dipann bukan fasilitas:
banrmuan penyelenggara pendidikan Madrasah Diniyah, tapi mungkin iebih baik
lebih umum. Artinyas ginl Raperds tentang fasilitas: bantuas penyelenceara
pendidikan non formal dan anformal sehingga Majelis Talkthm nantt bisa ter-
backup &1 s:ta gyt loh. Ibasaa, tenima kasih, Wassalamu alamlum wr. wh.

3 AHMAD MUNTAZAM (KLAMBT)

Azzalamualsikum wr. wb, Sava Ahmad Muntazsm dar Klsmbu Pak, Meshhat
dari judul fancangan yang dibahas psda pspgt hari ini yaitu Bantuan
Penvelenggaraan FPendidikan Madrasah Dinivah, Tetspi meslihat dan sz=;
keseluruhan rancangannya itu kurang mendalami Pak. Kalau ldita melihat dari
Undang-Undang Dasar 1945 it jelas pada Pa=sl 31 ayat 5 itd diyeslasksan bahwa
20% APBN untuk psndidikan. Sedangksn di sini kita mau membsrikan untulk
Madressh Diniyah tu mau diksasih bef&pﬂ. persen tidak ada, kurang spesifilinva
di situ. Terus vang bab 4 pasal 17 avat 1 Pemerintsh [DFaerah dapat memberikan
fasilitas bantuan, bshass “dapat” i seoldh-olah diberikan beleh tap: kalau
tidak dibenkan juga bolsh. Seharusnya pemermish daerah wapbh membernkan
itu kan lebih jelas Pak. Maksudnva seperti mu, itu vang kedua Pak. Kemudisn
vang ketiga tentang penyelenggarase dissm tentunya tentang pendidiltan non
formal azan madrasah drvah pada Ehususnyve tap dis:qtu dicetuskan tertulis




mula: passl 13 avat 2 maupun avat 4 itu terieras s=olsh-olah madin atau
madrasah dunia itn mau dimasukioan ke eksirs kunikuler, im vang menjadikan
Eurang mengens. Padshal pendidikan formal itm sendin. non fermal 1ta sendiri,
Tapi kalsu ini msu dimasulkan ke ekstrakunkuler nantl multimafeirmys karena
di =zskolsh papi sudah dibenkan pendidiktssn agsms berartn tidak perlu lagi
sekolah sors. S=olsh-olsh zeperti im lho Pak. multitafsirnys seperts 1tu. Mohon
nanti vang khususnys yvang ayat 4 itu kerjasamanya Dinas Pendidikan dengan
Esmentsrian Agama dalam memmusun pendidikan diniyah non formsl ini herus
lebilh terinci lapi. Mizalnya sekolah formsl masuk jam 7 szumipal jam 1 berarti
setelah 1 pendidhkan non formal jam sekisn sampsl jam sekian, maksudnoya
sspertl itu. Agar tidak ada campur antara formal dan non formsl dyadikan sata,
nanti ksalau ftu dyjadikan satu maks peadidilcan non formalinva yvang kslah pak,
kareria pash yang mempentngkannyva peadidiksn formalayva. Kemudian yang
keempat pada Bab 7 tentang pengelolsasn, pembinsan, ‘dan pengawassn,
terdapat pada Pasal 20 Pak tentang pembinsan fasilitacs bantuan penyelengogsra
pendidiican  diakeanakan oleh Dinas Pendidikan. Padahal Eita mu yang
mengeluarkan win operasional 1ty Eementenan Agama  tapr ketika dapat
bantzan ity seolah-olah vang mengatur harus lewsr Dinas Peadidikan. Berarn
ini yang selama ini-kita non formal yang dikalshkan gitu loh. Berarts selama s
yvang diutamakan ity yvang formal-formal, karena selama i melahn Dmnas
Pendidikan. Jad: yang dilihat adalah sarana di SD 1 rusak, SMP i rassle,
sedancgkan Madrassh Dinivsh vang rusale, tidak pernah dilihat. Yang 1o harus
dilaksanakan oleh Dinas Pendidilkan, Ity empat poin tambahan dan koreles darn
kami. Mohon maaf, kuraog lebthnve seperts the, wassalaonmialatdknm wr. wb.

4 PERWAKILAN LFQ

Aszszalamualsikum wr, wh. Satu lsgy Pak. says. Terime kasih, yang terhormat
Bapak Dewan dan Bapsk Kepala E.Emeuﬁ.g Sebagm masukap di sim di bagian
kedua dicantumksan bahws pendidiksn Madrassh Dimivah non-formsl, karena
vang dibahas disind dibawahnya juga ada pendidilkan Al-Quran, kebetulan sava
mewalili ‘dari LPQ atao pendidikcsn AF-Quran, MNohon ind juga lkalau bisa
ditambahlkan dan pendidikan Al-Quran - atau LPD di1 Bab i Psk. Dan klsusul-
kawsul stanl butir-buntrnya tu kslau usulsn dan =ays it ditambah juga
menyatulian pendidikan Al-Churan karens kewapban antars LPQ dan Madra=zah
Eanivah i1 sama bailt segi pengajarannya meupun pengisian S-MISOya Juga
sams dan diuntut sama di Kementerian Agamsa itu. Maka sevogyanve stsn
sebatknyva ta diben atau diruang yang sama di Perda inn Apﬂ_u&g;. di LP(} stu-sda
pendidikan formal yang namanyva PAUDKU. Ini sampa: sSckarang masih
terkatung-katung, ada bantuan darn Kesrs stu mau dimasukkan ke PAUDKU 1
dar: pihak Kesra stau pibak hibah itu katenvs pon-formal padabal e formal.
Mohon ada kebiyjakan den penyvusun yang biza dimasulkksn kata-kata lembaga
pendidiltan Al-Quran seperti itu. Yans selanjutnys di Pasal 7 itu kan ada
pendidikban madrasah setingkat Madragsah Dingah 6 kelas atsu katakanlah &
tahun, [k lapangan itu Kementeian Agama qugs tahu bahwa di lapangan ita
Madrasash Dinivah yang jenjansnva 4 tabmin atau 4 kelas itu juga banyak Pak.
Maohon nantt apabils ada masalsh artinya bantuan dari pemenntah daerah yans
dikhususkan untuk pendidikan-pendidikan im, dan ternyata dr situ hanya 4
tahun. Nant: saya khawatir di kemudian hari vang 4 tahun in tidak termasuk.
fn1 mohon diberi masukan pada draft ini agar bisa lengkap. Terima kasih, ita
dan sava. Sekisn, wassalamu'alatkum wr. w.




S ARIEF SETIANTO {GURU TPQ AL MUTAKIRIN / KETUA IPAGI KABUPATEN
GROEBOGAN)
Sayva Pak melanjutkan kebetulan terkast dengan PAUD Al-Ouran. Terima kasth
aiay wekiunyva, nams savs Arel Sefianto dan Guro TPQ Al-Muialorn dan
kebetulan kami juga Ketua IPAGI Kabupaten Grobogan. Jadi tadi memang betul
apa yang dizampaikan oleh Bapak Yanto mi baliwa dalam kepengurusan dan
regulsst terkait PAUD Al-Quran ini kami dalam Eeputusan Dirjec Nomor 91
Tahun 2020 bBahwa PAUD Al-Qursn ni berada di1 Kementsrian Agsoia dan
kebetulan di bidang Pondok Pesantren, Akan tetspr sampa: hann
Albamdulllah menurat amanah  Undang-Undang juga bahwa kam
penyelengpara- pendidikan i juga mencerdaskan kelwdupan bangsa melaha:
program-program yang tslah kami jalankan mmls tehun 2020, Dan kebenalan
Earena i stfatnya bahwa peadidiksn anak usis dint Al-Quran mi formsal. -Alksn
cetam ksformalan i kami puga mendapaikan secara- regulas: dalam regulas:
tentanyg kurtkulum dalam Keputusasn Dhrjen Nomor 6191 tahus 2020, Unitul 1tu
karens masih berada di walayah lembags pendidikan Al-Quran dan PAUD Al-
Dursn = glhamdulillah muls: ehun 2820 belum tersentub terksir bantien-
bantusn apapun. Jadi kami menyelengparaksn albhamduhbllish dalam se-
kabupaten ini ada 68 PAUD Al-Quran yvang gurunya juga ada 7286 dan siswa
kami atan santri kami adae 1762, Dan 101 selama mulai tahun 2020 sampa: 2025
int kami berusaha ingin atan dalam kelembasaan yang dalam rancangan Perda
untuk tahun i yang kita baha= bersama i untuk memasukkan nama PAUD
Al-Quran dalam Pasal 12 ayat 3. Sslanjutnya terkait bagaimana 15 dan follow
up terkait mi kami mohon bahwa akan menempslkan atau menjadilcan FAUD
Al-Churan ini jugs diakmi di Ksbopaten. Itn saja dan Kam:, Semoga teman-teman
d: PAUD Al-Quran, mohon doamva jugas bisa berkindmat dalsm perdidikan
kEhusnenya Al-Ouran. Sekisn dari kami, waszsalamualsiknm wr, wh.

JAWABAN MA AMIN ROIS ABDUL GHONI, S.E.ANGGOTA BEAFEMPERDA

Saya punpmran, usul pimpinan.) Assalamualaskum wr. wb. sstelah =aya hkat
dan para Ustadz, para Kwm dasn pars Bu Nyat vaopg hadir disint memang ada
sedikit kesalah pshamsan. Jad: semsangat kami bahwa Psarda tmisiapf e
disemangst untuk memberikan perhansn kepada ssluruh kepsatan keagamasn.
Jad: khususaya di pendidikan keagamaan batk yang formal non-formal dan
informsl. Dan sampm penyampaian vang terakhir vang zaya pahami masih ads
beberapa penvampaisn bahwe seolgh-olah Majelis Taklim tidalk masuk disin,
padahal ma=uk di sini. Jad: vang disampaiksn oleh Bapak Kemenang tadi yaitu
Pak Fahrur Romi terkait Madrasah Dinoah formal yang disampaikan ada
jenang-jenjang pendudikan dasar, menengah, dan tingsl 1 yans disampaikan
oleh beliau. Tetapi yang dizampaikan oleh Bu Aminah tadi di awal memang
tidak masuk di pendidikan dintvah formal, tetspi masuk di Pazal 10 avat le
Majehs Taglim. Jadi yang kita perhatuksan dar teman-teman di Dewan ini yang
formal, mon formal maupun informal teralomodir ‘disini. Kenspa tadi sda
pertanyaan juga kenapa ini dimasukkan di slkstra tadi. Kalsu vans keberulan
ridai ads di pendidilan forms! maupun non formal jadi di informal biza
dimszukkan. i tujusnnya aps ? Unmk mengakomodir semua vang ada &t
masyarskat terlest dengan  pendidikan kﬁagam.ﬂ.ﬂ.ﬂ walaupun pendidikan
keagamsasn ita tidak harus yang ada jenjang-jenjang pendidiksn. Jadi Majelis
Takhm juga biza ikut, PAUD juga ikut, jadi kita memiasilitasi i,
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Kemudian vang kedua =zebensrnva semua lembags vansz kita hadirkan dizim
memang buksen kewensngannys Pemda makanys kita benkan judul Fasiitas:
Bantusn Penyelenggarsan Pendidilean Madrasah Dingvah vang ads di Kemenag
vang balum tercover denpan hsrapan kita dan Pemda bisa tloat mengoover, Jads
inavasilsh semua yang dizampailan 1ty berusshe untuk diskomodir cleh lgea
vang ads di sm, 1 mungkin catatan dan kami. Jadi untule Majshs Takhm
jangan tekut Bu Aminsh, tadi juga sudah kita cover di Pasal 10 ayat 1C.
Silahlan sava serahlan kembsli ke narasumber.

JAWABAN PURWADI S.Th.I.MH [KEASI PONPES KEMENAG KAEBUFPATEN
GROBOGAN)

Tenma kasih welkmunya, i pumpinsn untuk mesyampailan sorakior
kelembagaan di lingkungan Pendidikan Diniyah. Jadi, sebagaimana yang
disampaikan Pak Amin Hoi= tadi bahwa kita haras paham dula bahwa
Pendidiltan Dhaomvah itu dibagl memgadis 3, yamtu | formal anon-formal dan
mformal. Formal 1tu sudah diwadahi dan u fockusnya berada di bawah
pezantren, Sedangkan vang non formsl 1tu vang susah seperty yang disampatkan
oleh Gus Anef tadi hahwa diniyah non formal itn dibam menjadi seperti vang
tertiths di Pasal 10 karena ini juga mengikut dan aturan diatasaya. Bahwa
dintyah non formal ita ads MOT (Madra=sh Danayah Tﬂ.lr:mﬂmh_ Pendidikan Al-
Craran, Majehs Takbm atau pendidikan kessamssn Islam lsinova. Yang sulit
adstah esperti yang namanva PAUDQu itu strukturmyva adslah struktue formal,
tetapi formalnya zendiri s belum =clesai, mohon maaf kita sendiri secara
internal belum seizeas. Jadi alsu dimasukisn di non formal, di dalsm
pendidiltan Al-Quran jugs tidak sesuai atau tdak peds tempatnya. Ssdanglan
harusave untuk PAUDOu itu masuk pads pendidiksn dinivah formal dibawah
FOF (Pendidikan Diniveh Formal] yeng ada di mntemsl Ints di Kemenag. Jad:
untuk PAUDOQuU memang ini masih menjadi PR dulu, ksrena ini secara regulast
juga belum kuat Ksputusan vang paling tinggl adalsh Kspuotusan Diren bslum
ada Keputuszan Menteri, Jadi massith sds PR yang ada link &atau ada
ksterputusan regulasi entars pauatan regulasi yang it belum biza masulk
tentang itu. Dan tentang PEBM dan ssbagsinya. mohon ini dipahami bahwa
kebuitithan pendidikan diniyabl it atau Perda 1 untuk memfasilitas:
penyvelengparaan pendidikan dinrvah yanpg dibag menjad: formal, noa formal,
dan informal. Jad: tdak meluas ke PKEM dan pendidikan non formal yang
lainnya. Jad: mohon Kite cermati, yang: peating menurut sayva: disini yvang periu
dicermat adalsh bagaimana penysisnggarasnnya tsrikait hemenag dengan
Diknas. Terkait dengan bagsimana pembagian wakiunya? Rarena sslama my
bersingoungan di masyarakat 1tu pembagsan wakti antars pendidikean formsl di
SD maupun M] dan juga di Madin karens SD/M] 1tu kalau pendidikanava
zelesal lebih darn jam 2 beraru otomsans Madin akan mat. Bepitu jugs dengan
5D atau Ml dan SLTP atau MTs yvang mengadalan ekstra yang berlebih,
melebihi jamnys itu juge akan mematikan pendidikan non-formal, baik LPQ
maupun Madin, 1tu yvang menjad: masalsh. Yang masalah benkutnys adalah
masalah penvelenggarasonya. bagaimana antars Kementerian Agama dan
Diknas ity bisa sinerg1 ? Dalam arti beberapa vang tadi dinsulkan oleh teman-
teman FRDT terkait bagaimana [jazah Madin menjadi poin tambahan ? Ita
usulah tap: bagaimana pengelolaan antara Diknacs dan Hemenag i ditingkst
bawah lkarena kita u =ecara Hementerian juga MP‘LL‘II‘?B:I. wilayah
kewenangan yvang berbada-beda. Bsgaimans di tingksat bawsah int pimpinan ? B
tingicat kita di Kabupatan Gorobogan ini dalam pelakesnaanays di linglungan
masyvarakat it bigs saling menpizi dan tidak sabing mengegangra. Yany selama
ini terjadi penvelsnposraan itu adalsh terkadsne ada semacam entah 1m
kesenpgajsan atan tidsk segkan-skan mematikan pendidikan diniyah.
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Mizalnya ansk-snak kelaz 5 stau kelas 6 5D itu ads skstra-ckstra seperts ada
pramuka dan s=bagsinya yang itu melebihi jam pembelajaran di madin vang
seharusnva pukul 13.30 maupun 14.00 WIB i1tu sudah ma<ul tap: karena siswa
di SD m1=u SLTP 1tu mazih pembelsiaran di formal mals tidak bisa masuk dan
sithirnva zedikit demi sedikit =aatrinvs itu di tingkst kelas 3 atau kelaz § i
menurus atau habis atau hilang karens di formalnyva itu berbenturan dengan
non formal. Begitu jugs denpan santrinya termssulk juga tadi masslah
pengelolaan umur/usia jadi antara di LPQ dan Binivah itu quga kslau biss Perda
Juga masuk ke sito keréens selama it benturan di masvaralkat ftu, bagaimana
pendidikcan 1t Bisa berjalan dengan bak itu apabila psngatiran wosianva
dizepalati oleh semua pthak.: Tetapt vang terjadi itu memang selams inl ada
beberapa LPD wvang #tu karena kategormnya juga di TPQ ada TQA yang im
usisnya jugs bisa lebibh dan 12 tahun dan i secara regulas: di Kementenan
Agama vang memungiinkan bahwa santei it untulk berlama-lama barada di
jenjang LPD), untuk =ekolah di LPQ, di TPQ tu sampel usia yvang melebihi dan
bongkat madin. Jadi mohon beberapa hal yvang meniadt permasslahan selams int
dan stu kelurangan o Ksmentersan Agamae: dalam bal pengaturan regulasinya
biza dicukup atau bisa ditata dt Haperda im. Munghn 1o tentang over lapmng
yang lain zeperti -hak akreditaz dan =sbagainya itu adalah =da wilayah
WeWEnAang mamnE-masmng dan itu ada di Kemepag dan di-Remenisrian Apama.
Ternnma kasih.

JAWABAN H. SUKANTO, S.H.,, M.H.ANGGOTA BAPEMPERDA

Sava Pak, vsng terpenting perlu dikerabin berzams bshwa Publik Hearine int
nanti bisa menghasillan tambahan draft vans mendekati sempurna. Beberapa
usulan-usulan vang ads tadi, sava titip pads Kemensg dan Kemenkum HAM
yvang terpeoting adalsh ksrena sive membanpgun Raperda im sdalah rumah
sehinggs semusanya terlindung:. Formsal sudsh bergalan, non jormalnya supaya
harus bergalan dean mformelnya supaya heivs berjalan karens wid kams buatkan
wadah, Msskipun tdsk sempurns paling tdak mendekabh sempornsa semus
tercaltup, kalauw harns semus puas itu ddsk bisa, yang penting verifikas;.
Lembaga it haras diverthkssi dan harus divalidam, Sstelah diverihkasi ‘dan
divalidast barulsh nmbul kon=elmiens: Pemermtah Daerah, munglon sda‘dana
sumilasi dan lamn sebagamiva. Terakhir ada veans namanya oumerik, seielah
dibenkan nomor 1u SDanit Semuanya  terksna imbasnva, Yang  perla
dipertanvakan adalah kats wapb dan dapar i Ralau wapb tta berarnz
Pemermtah Dasrah ita wapb hukumaya, tstam kalan dapst :ta bisa dapsat bisa
saja tuiak. Hal sepern 1mi yang lebih tepat adslsh dapat. Kenapa ? Konfisuras;
dar: bentuk keunangan daerah itu sesust kemampuan daerah, kelau keusngan
dasgrabk bailk-bailk =ap, insyveslleh semuanya kens, Mengenst  teknus
pembelajaran, =saya minta karens |lta membust rmumah jadi telkenilk
pembelsjarannya harus mak=imal baik non formal formal, dan informalaya.
[tulsh gra-kira, masultannya bagus nanti  sudsh ditanglsp oleh
Hemenkumhbam, kemudian Pak Kepala Kementerian Agama Ksbupaten
Grobogan nanti dibenahi. Yang terpenung =ava i1 bermaksud semuanya
tyjuannya sudah jelas baik formal non formal. informal itu adalah sudah
tertuliz disini tujnannya tidak kami ulang lag. itu Pak Kasi, lara-kira yaog
harus divalidas: 1ty sangat penting verthkas: lembags 1tm. Barulsh kam
mm&ng}cﬂp apa vang harue diperhatlkan. Jadi aps vang menjadi banpunan
Perda im ‘akan membersamsksn antars formal di Disdik dan formal
Kementerian Agams: Mengena: snpparan 20 psr=en. sara angmarksn di Badan
Angsaran, karena di Kabupsaten gerobolan ini lebih dad 30% bahkan hampir
30% hanva saja tidak merata. Kira-kira kan sepert {tu pertanyaannve, anggaran
pendidikan tidalt pernah kurang dari 20% sesuai dengan amanst Undang-
Undang.




Mungkin ite supaya nant bica dilengleam yang lain. Terakhir saya minta nanti

dar Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah untuk memberi statement bisa
menjamin dari para Publk Hearing. Im: pemuks-pemuks semua Pak, kalan
tdak sama nann =aye vang diprotes, Nanu ke depan supava Rap&-rda ini sava
mints .dﬂﬁﬂ}'ﬂ berzama biza disetujui dijadikan Perda untuk kita jslanksn
bersama. Terimakasih, wassalamu'slaikum wr. wh,

JAWABAN URIPFP PAMUJI SH.MH NARASTUMBER EEMENEKUM KANWIL
PROVINSI JAWA TENGAH

Terma kasih pampinan, sedilor sava menambehiksn pant sebehum saya berilkan
ringkasan matert. Munglin tadi sempat ada yang bertanya. untuk judulnya
sudah dyelaskan dan sudah zangat jelas sekah kemudisn prasa wapb dan
dapat tad: juga sudah sangat jelss sekabh. Mungkin sedilit yang saya jelaskan
mengensl PKBM, kenaps tudalk dimasukan di Passl 1 ? Karena di dalam Pasal 1
kalayy berdasarkan sistematiba penulizan Peraturan Perundang-Undangan
dalam hal i Peratiran Dasrah i yang tercantum hanyalah defmimi atan
Batasan pengertian vang muncul di batang tubuh atauy maten-maten yang akan
diatur didalam Pa=zal-passl benkutnva, karenas PREM tidak ada maka tidalk
diatur dalam ketsnmuan uwmum. Terkait penjelasan tadi barangkali ada yang
dizampaikan kurang jelas nmant bisa ditambahksn apsbila perln dimasukan
penjelssan di paszal demi pasal nanti kita biss disesusikan. Terakhir terkait
denpan tahapan penyusunan raperds ini setelah draft Raperda ing nann kami
jaga ada pembahasan lagi Bapak/lou Angeota Dewan mungkin barsgksah ada
mazulsan atsu zubsran=i yeng periu diperbailt untuk menvempurnakan dreafe
vang kita bshas pada pagi sampar siang han im. Kemudian setslah tahapan 1o
juga masih ads fazilitasi nanti itn radah kami untlk memfasilitasi Raperds int
mungiin iadi seperti semangst Bapalk Pimginan vang mans Raperda ing zemisal
mungiin tehun 2025 untuk dapat ditetaplan. Teriait materi muatan seperin
tad:r terkant pengawassn dan mebbstkesn semua Dinoss Pendidiltan den
ssbagainya, karena rtu kembali lagl ke kewenangan dasrah Bapak Ibua. Kar=na
kalan Kementerian Agama sudah ranahnya pusat, jadi dasersh tidak bisa
mengatur untuk Kementerian Agama jadi disini untuk pengawssan ssgala
macam ada di terkait peranghast daerah yvang ads ‘di Kabupaten Grobogan.
Tenimia kasik Eapak Pimpman terkast pembahasan Pubhk Hearing pada har .
Ban kami juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Ibu dan Meaedrzsahn
Enmiyvah dan Bapak Tou Kis selurmahbh Kabupaten Grobogan stas masuksnnyva
untuk menvempurpnakan draft Raperda Fasilitasi penyeienggarasn bantuan
pendidikcan madrasah diniyah 1m. Tenimakasth wassalamu'alathum wr. wh.

Lampiran II :
SARAN DAN MASUKAN SECARA TERTULIS .
1. Muhammad Saeful Amri (KEetua BEMI PCNU Grobganj
- Insentif BOS dari 6 M ditambsh menjadi 12 M dimana bisa masuk ke
rekeming Individn gurs masing-masing

2. Sahid D : Guro Madin

- Pihak Penyelzngzgara (Pondok Pesantren| mengadakan MOU dengan
Pendidikan Formsl {SD SMP, SMA, SMEK] vang izinya Pendidikan Ksrakter
dan Apama ditangani olsh Pondok Pezantren. Bos diberikan apahbils
mencantumicsn MO,

3. Slamet Gurao Madin Paud Alguran

- PAUD TPQ harus di perhatikan bentuan BOS harus ﬂi‘liﬂgi[&fhlﬂil dan
ditambahi semoga sukses.

=l&=



10.

i1,

13.

Damiri, 5,Pd.! (Guru MDT Fadlulloh|
Yang terpenting Fasilitas bantuan ini menpgacy pads Pendidikan Non Formal
vang ada di Pemda Grobogan / wilayah Kasbupaten Grobogan. Semogs bisa

Sihobul Mililah (Guru Madrazah Dinivah)

Judul Eaperda periudi revisi, lebih baik diganti dengan “Fazilitasi Bantuan
Penyelengparaan Pendidilean Non Formal dan Informsl” dikarenakan
Lembaga Formal sudsh Full Bantuan

Amin [FEDT Grobogan)
Nilai Poin Ijazah Madin di jalur ma=ulk Pendidiksan Formal

Mashun Guru Madin

Bantuan Secars merata ndak henya vang dekat dengan DPRD =saja sepern
VEfE sElama i teryadi

Bantuan berbasis aphkasi karens masih banyak bantuan ke lembaga vang
Fikeaf

Pengalman hazah Madin untuk Sskolah SMP/MTS

Arief Setivanto, 8,P4.0, M, Pd (Ketua DPC IPFAQI Kab. Grobogan|

Bahwa PAUDQU [Pendidiksn Anak Usia Dini Alqur'an) ditambzahkan dalam
pasal pendidikan formal Madrazah Talkemilivah.

Dalem passal 10 (perlu mencantumkan PAUDQU]

. Tenpa Nama

Perds diharapkan segerg ditindak lanmti Perbub jik= sudah di sgh kan
Ada kolaboras: dengan lembaga Formal umum seperti hybnd. Jadi-ada Pomn
Plhie bag: si=wa Madin

Ahmad Jamil (Majhs Takhm)
Unmk Pengembangan Majhe Taklim di wilsyah desa Cinglvong

Harint (Muslimar NU Kab. Grobogan)
Draf Raperda tentang Fasilitasi Bantusn Penyelenggaraan Pendidikan
Madrasah Diniyvah =udah bagus. Ada beberaps tambahan ysng telsh
dizampsilan oleh pars hadirin bisa dimasukan dalam Perda.
Setelah Draf ditetaplsn mohon untuk dizsosializamiksn
Terims- kasih semopa Perde teniang Fasilitazt Madin membaws bsaroliah
untuk masvarakst Kab, Grebogan .

M. Dimvan (Kepala Madin)

Madrassh Dirlivah diben ruang dan walctu di luar di peadidikan Formal
Fendidikan Formal mohoti dibatasi jam belsajarniva, jangan ada yang ssmpat
jam 13.00 WIS

Mohon dari Pemda menpgadaltan pendataan detail pendidiktan keagamasn
Non Formal di Kabupaten Grobogan

Mohon difasil:tasi kami Pengslola Madin dan TPQ sebagaimarna Kabupaten
Tetangesa per Ustads mendspat Insennf

Suirimo {Kerua Badko Kes. Klambu dan Sekjen DEC IPPAQI Grobogan)
Mohon para Bapak dan ibu vang terhormat untuk bisa memasukan PAUD
ALQURAN / PAUDQU dalam pasal —pasal vang dibahas sebhagat lembaga
Formal setingkat Ansk Us:a Dini Alqurian yang sudah memalily nomor
statiztile dan juga Nomer NPSHN.

il
e
4

i
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16.

5 R

18,

20.

21,

M. Syaifudin (BADKO LPQ
Pads BAB IV Fasilitas Bantuan Penvelenggaraan Pendidikan Sumber Daya
Pendidikan : '

‘a. Siswa - ads psnambshan pendidile

b. Pendidii,

Suvoto [Kepsls TPQ|

Mohon Ustuk Insentif Bisa ditambah nominalnve setingsi tidak ada
kesenjangan padahsal vang biss untul belajsr Alquran adalsh di TPQ |
Madin / Poopes

Mohon untok yab bagl TPQ Madin Ponpes ind bukan 3 tahun tapt sslamenya

Sn Mahmudah (PDA Eab. Grobogan)|

Seszudah rancanpan Peraturan Dasrah Kabupaten Grobogan mi disahkan
menjadi perataran daerah mohon untul disosializasikan agar masyverakat
semua tahu dan memsaham

Harun (PC GF Ansor Grobogan)

Pazal 20 di BAB VIl avat (4] ssharusnya kantor kementerian sgama
dimasukan dalam ayat [2) karenba d: ayat (4 mengsunalen kate “dapat”
gehingea 1 menjads rancu

EBab VIl ketentuan penutup-menpusullcan agar ada revisi tentang
peavusunan Perbup ditetapkan paling lama 6 bulan sejak Perda
dimandanglan.

Siswantn (Gurn MDT)

Pengalkuan jazah MDT oleh Pemernintah Kabupaten Grobogan, mengacu
pada Pasal {IlI} bahwa “MDT bertujuan untuk melengkap: PAL di zekolah
umum” sshingga yazah TPQ/MDT bisa dyadikan syarat pendaftaran di SMP,
SMA dan sejemisnya

Mohon untuk di revisi pada pasal 15 bahwa pendidilan Madin untuk bisa
berdiri sendiri bukan hanya Ekstrakulikuler, agar eksistens; Madin tetap
berada ditengah masyarskst

FEDT Kab. Grobogan

Memasukan kedalam Perds untulk memasukan pengakuan poin ijazah
Madrassh Diniysh .

Ada batasan usia sizwa TPQO unmk bigs melsnmtksn ke Madrassh Dingysh
Bentuan m=zenti dan hibah yang praliieknya biza meraia

Muhammad Khabib S.Pd.l , SH [Pembina Majlis talchm]

Faszal 17 mohon kata “dapat” dapat digant dengan kata “Wajib™ sehingza hal
tersebut mengandung keseriusan pemerinntah notuk membania
penvalenzparasn pendidilkan Madrasah Dinivah,

Kosr Hamid [Muhammadivah Grobogan |

Agar ada bantuan untuk Madin [informal] keagamasn (Dinvah) pada
sekolah umum atau ekstra keagaman untuk sarsns dan prasarana guru-dan
santn

Agar adsa bantusn fizik dan gurm bagy Dingrah Formal dan siswa atau santn
Azar sda bantuan maijls aklim yang sangat membanm pendidikan mental
dan pepambahan pengstahuan keagamasna bagt masyaraliat

==



23.

24,

20,

Abdul Azie Guru Mﬂmﬂ

Peraturan Dagerah.... | Penggantian Judul Perda) * Faeilitaci Bantuan
Penvelenggaraan Pendidikan Dimivah Nonformal dan Informal =

Bisr terfolmie Perstiran Daerah Dinivah tersebut sehingzs mencakup semua
Hilangkan kara = Madrasah =

Alasannva = karena Pendidilkan Dinivah Formal ( PDF, Dinivah Musdalah,
MaTils Al

Sudah mendapat porsi Bantuan dari Kemenag

Kumaidi Guru Madin

Mohon untuk Reperda int tidak hanya fasilitas) berupa bantuan keuangan
=afa, biza di tambahlcan pasal yang mengatir tentang sinergilas antara
Pendidikan formal non formal dan informal sehinges udak saling tumpang
tndih kepentingan.

Bantulk Fasilitasi berups penpgstkusn yazah Pendidikan non formal
keagemasn biss menjadikan pomnt tambahan untuk melanjutkss ke jenmns
formsl sehingsa ada pengakuan tentang adanya Pendidikan dinwysh.

Ahmad Multaram | Gurna Miftabhual Huds |

Harus dipernelas berapa perzen dan APFBD

Bab IV pasal 17 ayat 1 Pemda dapat diganty Pemda wanb

Madin jangan dimasukkan dalam shkstrakurikulsr retapt dipisah dan diben
ruans waktu antara formal dan nenformal | Pasal 15 ayat 2 |

Bab VII Pasal 20 ayat 2 panduan dart

Ahmad multaren Gum Madis

Haruis diperjelas berapa persen (%) dan apbd

Bab IV pasal 17 Ayat 1

Perda dapat diganti perda wajib

Madin jangan dimasukan dalam ekestralulikuler tetapi dipisah non =ub
ruang wakin antara formal dan non formsl | Pasal 15 avat 2

Bab VI

Pazal 20 ayat 2 pembinaan dari kemenag bukan dari dinas Pendidikan.

Munshar DPAC FRDT

Mohon nntuk tim penyusun raperds madin agar dalam perds nanti agar ada
pembataten terkait usia madin dan TPQ supaya tidak terjadi ketingalan
penvelengoaran antars TPQ dan Madin.

Badhul Munir MPd MDT Basmsls GUBUG

Ada Pendidiksn non formal FEBN vo penvelenpgarsan paket AB dan C |
Sizdikoa=i Nomor 20 Tabun 2009) behum ads di Bab 1 : ketentuan Ummam
TK termasul PAUD jerijang Paud terdiri dari :

1. Formal TK

2. Noa Farmial [ RE, TPA ‘5P5 | Psud Alguran DLL

Esb Il pasal 7 tentang Pendidikan Dinrvsh kalau ada 4 dan 6 tahun
Teknis pedoman penyelengsaraan MDT tahun 2023 Kel BAE III'HD-4
Bab TII Hal 4

lasah Madin dapat pomnt miasuk jenjang sekolah formal.

Penilian kmnera.



Dr. Yasin M.As

Pazal 17 Avat 3

Pemerintah dasrah wajib memberikan intensif kepada pendidik ssbagm
dimakeud pada ayat (2} Huruf a

MI yg hsru helsjarnya § hari dan jam belajarnys sampai dengan sore
Eianggap kurang pas bagi siswa yg belajar di Ml sampai Sore | Kalo perin
masuk Dinivah |

Ansk-anak SD diwagjibkan masuk Dinivah | Banyak yg tak sadar masuk
Eainivah |

==



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROEOGAN

Jatan-Bhayvangkara Namor S_Fumpdadl, Srobogan Jawa Tengah SETI
Telepon (0292) 427145, Faksmie (0292) 422032
Lsman dprl grobogan oo id Pos-el dprdgrebogan go i

BERITA ACAEA

NOMOR: 400.14.1,4/0688 /SETWAN /20325
TENTANG

RAFAT DENGAR PENDAPAT UMUM (PUELIE HEARING) DPRE KEAEUPATEN
GROBOGAN DENGAN ACARA MENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT ATAS DEAF
RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN GROBOGAN TENTANG FASILITASI
FENYELENGGARAAN FENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH

Pada hart int Semn tanggsl 'ma belas bulan september  tshun dua nbu dus
puluh lma_ telah dilaksansksn Rapar Dengar Pendapat Umum [Publik Hearing
Bapsmperda BPRD Kabupsatsn Grobogan dengan acars menyerap ASpirasi
Masyaralcat atas Draf Raperda Imimiatd DPRED EKabupaten Grobogan Tentang
Fasilitas: Penvelenggarasa Pendidikan Madrasah Dinsvah

A. Pokok Pembicarasn;

1] Rapsat Dengar Pendspat Umum i Pimpin olsh  Ketus Bapemperda DPFRD
Kabupaten Grobogan :H.Musapsk SH.

Z] Menyerap Aspira=i Masyarakat atas Draf Raperda lnisiatif DFRD Kabupaten
Grobogan Tentang Fasilitasi Penyelengparaan Pendidikan Madrasah Dinivah.

3] Pemaparan oleh Narasumber dan Kementerian Agama Eabupaten Grobogan
dengan paparan @ latar belakang Keburuhan Penyusunan Perda dan kondis:
Pendidikan Madrasah Diniyah di KEsbupaten Grobogan.

4| Pemaparan oleh Narasumber dar Kemenkum Kanwil Provins: Jawa Tengah
dengan Paparan : standar Operasional Penvusunan Naskah Akademik.

3] Menjawab den menangssp perianyasan peseris Rapat Rapat Dengar Pendapat
Umim {Publile Hearingp).

&) Penotupsn .

B. Eesimpulan :

1. Rapat Deagar Pendapat Umum telah ‘di Pilmpin clsh Hetuas Bapemperdsa
DFRD Kabupaten Grobogan (H.Mu=apak SH; MM sebagai moderator.

2. Menverap Aspirasi Masyarakast ates Draf Raperds Inisiabf DPFRD Ksbupsaien
Grobogan Tentang Famihitssi Penvelenpggarasn Pendidikan Madrasabh Dimaysh
dihadir sebanvalr 75 pezerta.

3. Pemiaparan Nerasumber dan Kementerian Agsma Kabupsten Grobogan
dengan paparan ! latar belskang Ksbutubhan Penvusunan Perds dan Jeondis:
Pendidibean Madrazah Dinsyah di Kabupaten Grobogan olsh Nama:Fahimar
Rozi, SAg. M.S: Jabatan : Kepalas Rementsrian Agams Eabupaten
Grobogarn.

4. Pemaparan Narasumber dari Kemenkum Kanwil Provins: Jawa Tengah
denigan Paparan @ standar Operasional Penyusunan Naskeh Alademile pleh
Nama: Urnp Pamup SH MH, Jabstan : Perancang Perundang-Undangan
Ahli Madva Kementerian Hukum Kantor Wilayah Jaws Tengah.

3) Tanva Jawab peserta peserta Rapat Dengar Pendapat Umum (Publik Hearing]
dengan narasumber sebagaimans laporan.



6] Rapst Dengar Pendapat Umum [Publik Hearing) Bapemperda dapat berjalan
dengan lancar-dan tertb.

Demilian Berits Acara Dengar Peadapat Umum (Publik Hearnnog EBapemperda
DPFRD Kabupaten Grobogan untulk dapat dipsrgunakan sebagsimsans mestinya.

BADAN FEMBENTUERAN FERDA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

KETUA, I

e — 5
H. MUSAPAK. SH.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

S Pald lowes Mg Ifmmnlq;l:h‘-l:l:lr?'-:l ROEET Tuerpo (226 V0 T8 (38 sanun)
Fosteeiit I S5 1 3RE Loriiiant B - i.u.i.l!iq;mg.u.ht
Blisl Eaplbeet=s sl iSlerngae gobil

Surmtang. 48 Fobiuarl 2056
MNéme =T [ BB SRy T
“Sifat Sooarm
Lamgian - -
Hal . Pambsaittian Nomar Bilstar Rancanaan
Peraiuran Dearatl Kabupaten Grobogan

¥ih, Bupah Grotogsn
u.p Sokrpfars Taorah
i

Monunjuk swrat -Saudars Nomor BO1003215200% tangoal 31 Jenuad 2026 ponhal
Parmehanan Nomor Regigter, borssma |l disampalan bahwa bordatarman vorifiies: Rancongan
Paraturzn Bamah Kabupaien Grobogan tlah sesuai dongan hasil Fasiifes: -sobagamana
terfiang dalam Sural Guboriuer Jawa Torngah Nomoe  BO0D V132026 tanpgal 12 Dosambai
2025 | sehubungan hal torsebut dalsm mngkn. mamanuhi kotontuar Pasal |04 ayal (2) Paratiran
Maontar Dalimy Neged Momas 120 Tahun 2018 tartang Porubalmn Ats Pormluran Montos] Dalim
Nagorl Momor 80 Tahun 2015 lnisng Pombeniukan Prdduk Hibum Daesrah, Rancanpan
Paraluran Daerah Kabupaten Grobogan tontang Fesilitazi Bantuan Pepyslonggarsan Ponddiiisn
Riniyah Nonlorms, dberkan Namor Ragitor

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, PROVINSI JAWA TENGAH: (1-
11/2028)

Momor  Rogistor  soeeshul - egar dicachuiikan  pads hafaman  fpreknic  Bagian
tawah  Rapcangan  Poratursn Cadrab dimahsud  sehiml,  kolonlusy  paedturan
pamhchﬂguﬂdmmaﬁ Rancangan Pomlurafl Daearah yang lalah mmu:lapnlh&n Mamar | Ragigtor

dpzﬂ;nn kapads Gubamur paling lambal T (tujun) had koria sejak dititaokian, Demiklan
.J.ﬂiuk difir

Kapala Biro Hukum SETDA Provins Jawa
Tongsh

L T TP T T
P bt AL

Haamdn, 5H, MH
Fslmhi.na Utama Muda
NIP 18700728 1996031001

TEMBLISAN:

1. Mentar Dadam Negor ©g. Ditjen O,

2 Gobemur Jawa T::ngah Imh&gal taparan)

3 Waldi Gabamur Jawa Tangah, {sobhagail Laparan)

4. Sekrotaris Dacrah Piovinst Jawa Tengah.

5 Mgisten Pemorintatsn dan Kesoahteraan Rakyat SEKDA Provinst Jawa Tongah.
8 Haola OPAD Kabupaloh Grabogan

BV Desalimah inl dilandoangan sdars Sesdrnilh deviar umpominan Saiknt Bk yan dietiii o
oElE Has Heser Sef||lbms Slaloron|l | 2222 BE5N




KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr. Ciplo No. 64 Samarang 50126-Jawa Tengan
Telepon: 0B13-2T55-5442
Laman: www jateng kemenkum.go.id. Surel kanwil-jatengi@iemenkum.go.id

Nomor W.13-5P.04 02- 811 28 Oktober 2025
Sifat Sangal Segera

Lampiran -

Hal Undangan Rapat Pengharmonisasian,

Pembulatan, dan Pamantapan Konsepsi
Rancangan Peraturan Daarah Grobogan

Yth Sekretaris Dewan Kabupaien Grobogan
di tempat

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor Bi100 3.2/102/2025 tanggal 15 September
2025 perinal Fermchonan Harmonisasi tentang Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan
Fendidikan Madrasah Diniyah, bersama ini kami mengundang Saudara dan Ferangkat
Oaerah terkait untuk hadir daltam Kapat Peagharmonisasian. Pembulatan, dan Pemantapan
“onsepsi Hancangan Peraturan Daerah Grobogan secara virtualldanng pada:
HariTanogal ~ Rabu, 29 Oktober 2025

Pukul 1400 WiB s d selesal
Sarana Virtual Zoom Meeting (Link Zoom Mesaling akan dilnformasikan lebih lanjut)
fAcara Rapal Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi

Hancangan Peraturan Daerah lentang Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan
Fendidikan Madrasah Dinrah.

Diemikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

HE;!‘! jE_l.iﬁila Wardoyo

Tembusan Vi
1 Mentesn Hukum Republik Indonssia;
2 Sekrelans Jenderal Kementerian Hukum Republik Indanesia,
3 Inspekiur Jendersl Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4 Direktur Jendaradl Peraturan Perundang-undangan.



‘,’fj DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- KABUPATEN GROBOGAN
- | Jalan Bhavanokara Momaor 3, Purwodadi, Srobogan Javwea Tengah 58111
w Telspon - (02592) 321145, Faksimile ! {0292) 422832,

Laman - hitps:fidprd.grobogan oo id.

Grobogan. 2 Okiober 2025

Memor B/100 3 2/521/SETWANR025

Sifat - Bigsa
Lampiran -
Hal - Permohonan Penghamionisasian,

Pembulatan dan Pemantapan konsep
Hancangan Peraturan Daerah

Yth Kepala Kantor Wilayah Kementarian
Hukum Jawa Tengah

di
SEMARANG

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
MNemor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bersama
ini kami mohonkan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsep rancangan
Peraturan Daetah Inisiatif DPRD Kabupaten Grobogan lentang Fasilitasi Bantuan
Penyelengoaraan Pendidikan Madrasah Diniyah disertai dengan Maskah Akademik
sebagaimana terlampir.

Sshubungan dengan hal tersebut kami mohon perkenannya agar hasil
pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsep rancangan peraturan daerah
dimaksud dapat diterima dalam jangka wakilu yang tidak terlalu lama sebagai bahan
penyelasaian raperda dimaksud.

Ketua DPRD Kabupaten Grobogan,

Hi. LUSIA INDAH ARTANI, SE.. MM.

Tembusan

1 Kelua Bapsmperda DPRD Kabupaten Grobogan:
2 Sekretaris DPRD Kabupaien Grobogan

3 Arsip

‘Dokemen oy i2lE0 dEandeEnp=n sece= ecXtrinl MenpgemEaEn S2met sleizronic
yang dietbiiast oieh Balal Besar BastifEasl Elewtronill (85:E1 Sadzn SEer dan Sand] Megars (BEEN]



=== DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
@F KABUPATEN GROBOGAN

Jalan Bhayangkara Nomer 3 Purwodadi, Grobogan, Jaws Tengah 58111
Telepon | (0282) 421 145; Faksimile : (0252 472932
o Laman . hllos Maned grobogsn.goid, Pos-2] -« dordiSachoaan an ki

Grobogan, 2 September 2825

Nemor 1003 2/365/SETWAN/2025

Sifat Bigsa

Lampiran 1 lembar

Hal . Undangan Rapat Dengar Pendapat Umum

Badan Pembentukan Perda DPRD
Kabupaiten Grobogan

Yth. Terdampir
di
Tempat

Mengharap dengan hormat atas kehadiran saudara dalam Rapat Dengar
Pendapat Umum (Publik Hearing) Badan Pembentukan Perda Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan yang akan diselenggarakan pada

Hati . SENIN

Tanggal 15 September 2025

Pukul 1000 WIB

Tempal Ruang Paripurna | DPRD Kabupaten Grobogan

Acara Menyerap Aspirasi Masyarakat dalam rangka penyusunan RHaperda

Inigiatii DPRD Kabupaten Grobogan tentang Fasilitasl Bantuan
Penyelengoaraan Pendidikan Madrasah Diniyah

Pakaian Yang dikenakan pada harl itu/ bebas dan rapl

Catatan : Untuk undangan Nomor 3, 4 dan 5 menugaskan 1 (satu) orang
pejabat atau staf atau karyawannya.

Demikian atas perhatian dan kehadiran saudara, disampaikan terima kasih

Ketua DPRD Kabupaten Grobogan,

H| LUSIA INDAH ARTANI, SE., MM.

‘Dokemen oy i2lE0 dEandeEnp=n sece= ecXtrinl MenpgemEaEn S2met sleizronic
yang dietbiiast oieh Balal Besar BastifEasl Elewtronill (85:E1 Sadzn SEer dan Sand] Megars (BEEN]



NO

LAMPIRAN
Undangan Rapal Dengar Pendapal Umum
Badan Pembentukan Parda DPRD

Kabupaten Grobogan
Nomor = 100 3 2/365/SETWAN2025

Tanggal - 2 Seplember 2025

DAFTAR UNDANGAN
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (PUBLIK HEARING)
BADAN PEMBENTUKAN PERDA DPRD KABUPATEN GROBOGAN

UNDANGAN

PIMPINAN DPRD KABUPATEN GROBOGAN

PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERDA DPRD

2 | KABUPATEN GROBOGAN

3 | KEPALA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN (TERKAIT)

, | KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
TERKAIT)

5 | KETUA ORMAS | TOKOH MASYARAKAT KABUPATEN GROBOGAN

5 | GURU MADRASAH DINIVAH TAKLIMIYAH ULA DAN WUSTHA KABUPATEN
GROBOGAN (TERKAIT)

~ | GURU / USTAZD | USTAZAH PENDIDIKAN AL-QURAN KABUPATEN
GROBOGAN (TERKAIT)

g | GURU [ USTAZD | USTAZAH MAJELIS TAKLIM KABUPATEN GROBOGAN
[TERKAIT)

g | TIM KEMENTERIAN HUKUM KANTOR WILAYAH PROVINS! JAWA TENGAH

10

TIM PELAKSANA PEMBAHASAN RAPERDA KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MADRASAH
DINIYAH

11

il pap—

NARASUMBER DARI KANTOR KEMENAG KABUPATEN GROBOGAN

12

NARASUMBER DARI KEMENKUM KANWIL PROVINSI JAWA TENGAH

‘Dokumen m telan dienfeEnEsm Sece= esitrins meEngunsaan Sermat alsiaronic
yang disfhiias ich Bakal Besar BeiifScasl Bleitromill (85:E1 Sadan Siber dan Sandi Negaiz (BESN]




Gangr-

Hari

DAFTAR HADIR

LEGISLATIF

AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
BADAN PEMBENTUKAN PERDA

Tanggal

Pukul

TS IMS
Acara

NAMA JABATAN TANDA TANGAN
]
1 [H LUSIA INDAH ARTANI, SE MM KETUA 1.
2 [ir H MUKHLISIN, MM _ M Ei WAKIL KETUA 2
3 ISUPARDI, S M WAKIL KETUA
4 [SETIAWAN DJOKO P. S H WAKIL KETUA F
3 S [MUSAPAK SH Katua / Anggota _@
5 |[SUMARLL S E | Wik Ketua / Anggota z
T, [GUNAWAN f Anggota %)
B [TONNY HIDAYANTO Anggota
8.|SU3ANDRIYO Arggota
10|r SUKANTO, SH MH Anggota r
11 |SUPROUD Anggo'a
12 |JACHMAD TAUFIK. S0P Anggota 2%5
13 [BENI SUSANTO, S T Angacls ——1T_. B /
14 |MA AMIN ROIS ABDUL GHONIL 5 8 Angpots “'H!' i 1&ﬂ
115 [dm WAHONO ENCRO P Angpots 15 . N
1€ [SURANTO. & Pd, M Psi Ariggota 18
8 17 |SEKRETARIS DFRD Sakretans bukan Anggota)1?
|
Purwocadi, 2025

BAPEMPERDA DPRD KAB GROBOGAN
Kelua Rapat.
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MERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
-'lﬂ" SEKHETARMT DPRD KABUPATEN GROBOGAN

) Ji, Bhavangkarz No, 3 Purwodadi - Grobogan
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DAFTAR HADIR
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Harl

DAFTAR HADIR

ERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

EKRETARIAT DPRD KABUPATEN GROBOGAN
Ji. Bhayangkars No. 3 Purwodadi - Grobogan

Tanggal
Pukul
Acara
NGO NAMA JABATAN | TANDA TANGAN
3 4
- - 2 +——
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PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GROBOGAN
Ji. Bhayangkara No. 3 Purwodadi - Grobogan

DAFTAR HADIR
Har Cenin
Tanggal 15 Sephuwakel Lols
Pukul 1o 00 WA
Acars mﬁmp_géa_a :Eh_*mf_rﬂm Dalgwr Moysgka ptoyuyindr Loperda
Inisiaiig LD Fop Trobogy.
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1
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2
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4
5
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PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GROBOGAN
JL Bhayangkara No. 3 Purwodadi - Grobogan

DAFTAR HADIR
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DOKLEAENTAS
RAPAT DENGAN PENDAPAT UMUM (PUBLIK HEARING) BADAN FEMBENTURAN PERDA UPRD
KABRUPATEN GROS0GAN DENGAN ACARS MENYERAF ASPIRAS] MASYARAKAT ATAS DRSF HAFERDA
INISLATIF DERD KABUFATEN GROBOGAN TANTANG FASILITASI BANTUAN FENYELENGGEARAAN
PEMDIDINAN MADRASAH DINIVEYH
15 SEFTEMBER HEZS







BUPATI GROBOGAN
FROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI GROBOCGAN
NOMOR : 180.18 / &£01 / 2025

TENTANG

PEMBENTURAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYLISUNAN
RANCANGAN FERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang :© a. babwa untuk hkelancaran pelaltsansan RKegintan Penyusunan

Menetapkan :
HKESATIL)

Rancangun Peraturan Daerah tentang Fasilitasj
Penyelenggaraan  Pendidikan  Madrasah Diniyah, sebagai
imislatll Dewan Perwaklilan HRakyat Daermh  Kabupaten
Grobogan dl Sekretarlat Dewan Perwakllsn Rakyat Daerah
Kabupaten Grobogan, perlu dibentuk Tim Pelaksana;

bahwa berdasarkan pertimbangan sehagaimana dimaksud
dalam huruf a di atas, perlu menctapkan Kepulusan Bupatd
tentang Pembentukan Tim  Pelaksana  Keglatan Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi
Penyelengparaan Pendidikan Madrasah Dinlyah;

. Undang-Undang Nomoer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Linglungan Propinsl Jawa

Undang-Undang Nomaor 23 Tahun 2014 tentang Pemeriniahan
Dacrah scbagaimana telzsh beberapa kali diubah terakhir
dengan  Upndang-Undang Nomoer 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantt Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerda menjadi Undang-
Unidans; _

Pernturan Presbden Nomor 833 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Reglonal;

. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2024

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanjs Daerah Anggaran
2025,

Peraturan Bupatl Grobogan Namor 42 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah Tahun
Angparan 2025;

MEMUTUSEAN:

: Pembentukan Tim Pelaksana Keglatan Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan




HEDLA

RETIGA

RKEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Madrasah Diniyah, dengan susunan keanggotaan sebagaimona

tercantum dalam Lampiran Keputlusan ini,

Tim Pelaksann Keglotan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU bertugas:

4. merencanakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Fasilites] Peoyvelenggrann  Pendidikan  Madrasah
Diniyzh;

h. menghimpun dan mengolah data untuk  pervosunan
Rancangan  Perdturan  Daerah  tentang  Fasilitasl
Penyelenggraan Pendidikan Madrasab Dinlyah:

¢. mengikuti pembahasan dan  penyvempumaan Rancangan
Peraturan Daerah temtang Fasllitasl Penyelenggraan
Penctidikan Madrusah Diniyah sampail dengan ditetapkanmva
menjadi Peraturan Daerah;

d. melakukan revist Rancangan Peraturan Deersh tentang
Fasilitasl Penyclengsaman Pendidikan Madrasabh  Dindyah
sesugl dengan hasil pembahasan; dan

. melaporkan hast] oelaksansan ugasnyas Kepada Bupatd
Grobogan,

Dalam melaksanakan tugusnya, Tim Pelaksana  Keglatan

. sehagilfiana dimaksud dalam Diktum RESATU dibantu oleh

Sekretariat Tim vang susunan keanggolaannya ditetapkan dengan
Keputusan Sekrelaris Dassah,

: Blay2 vang timbul sebagal akibat ditetapkannva Kepurusan ind

dibebankan padn Anggaran Pepndapatan dan Belanjd Daerah
Kebupaten Grobogan Tohun Anggaran 2025 pada Keglaton
Pembentukan Peraturan Dasmah dan Pematuran Dewan Perwalkilan
Rakyat Daerah Sub RKeglatan Pembahasan Rencangan Peraturan
Daerah dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daergh.

: Pengelolaan dan  penalaugsahiaan atas  pengpunaan blava

sebagabmana dimaksud dalan Diktum EEEMPAT dilaksanakan
sesual dengan ketentusn peraturan perundang-undangan.,
Keputusan ini mulai bertalku pada tangeal ditetaplkan.

Ditetapkan di Purwodndi
pada tanggal 7 Mare: 2030




LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR
TANGGAL

180.18 7 201/ 2025
7 Marel 20285

 SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITAS! PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH

. . KEDUDUKAN
NG, NAMA, NIP JABATAN DALAM TIM
1. | ANANG ARMUINANTO, S.Sos., | Sekretaris Daerah| Pengarah
M.SH. Kabupaten Grobogan
NIP. 18730122 198302 1 001
2. | Drs, DARL WISAKTI, M.St Seliretaris Dewan | Penanggung
NIP. 19690511 199001 | 001 | Perwakilan Rakyat| jawab
Daerah Habupaten
. Grobogan
3. | AGOES PRASETYO AP, SH. | Kepala Bagtan | Ketua
NIP. 18710805 199003 1 002 | Persidangan dan
Perundang-undangan
Sekretariat Diewan
Perwakllan Rakyat
Daerah Kabupaten
Cirobogan
4. | SUPRIYADI SH. Perancang  Perundang-| Wakdl Ketua
NIP. 19720407 199503 1 002 | Undangan AWl Muda
pada Sekretarial Dewan
Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten
CGrobogin B
5. | AlJ ANWAR, S.Sos.. MM. Analls  Kebijakan Ahl| Sekretaris
NIP. 19750218 200701 1 008 |Mudis  pada  Baglan
Kesejnhteraan Rakvat
Sekretariat Daerah
o Kabupaten Grobogan
6. | NURBANI, S.50s., MA. Perencana  Ahll Muda| Anggota
NIP19721121 199211 2 001 piada Hadan
Perencanann
Pembangunan Daerah
7. | SUTOMO, S.Pd.. M.Pd. Kepaln Bidang| Anggota
NIP, 19680518 199412 | 003 | Pembinaan PAUD dan
Pendidikan Non Formal
pada Dinas Pendidikan |
o Kabupaten Grobogan
8. | RIADQA PRIAMBODO, SH,  |Kepala Bagian Hukum| Anggota
NIP. 18520929 20050) 1 006 | pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Grobogan
% | PURWADI, S.Th.l.. MH. | Kepala  Seksi  Pondok| Anggota
NIP. 189790406 200501 1 006 | Pesantren Kantor
Kementerian Agama
Kabupaten Grobogan




NO.

NAMA, NIP

o

= — |
SRISETIYATMI EROWATT, ' Analis Keuangan Pusat

| | |dan Daerah Ahll Muda
NIP. 19790403 200501 2 007 | pada Badan Pendapatan,

 Pengelolaan  Keuangan
| dun Aset Darrah

JABATAN

EEDUDTUKAN
DALAM TIM

| Kabupaten Grobogan

Anggola




BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 180,18 /90%/ 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR: 180.18/201/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAIL
TENTANG FASILITAS!I PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
MADRASAH DINIYAH

BLPATI GROBOGAN,

Menimbang © a. bahwa sehubungan dengan dilantiknyn Saudars All Anwar,
SS50s, MM, schagal Kepala Bagian FKescmhbternan
Sckretarint  Dagrah  Kabupaten Grobogan sebapaimun
tertuang  dalam  Keputusan Bupatl Grobogan  Nomaor:
800.1,8.3/849/2025 tentamg  Pengangkntan Dan/Ato
Pemindahan  Pegawal Negert  Sipll Dalun  Jabatan
Administrator  Dan/Atau Pengawas DI Lingkungan
Pemerimtadh Kabupaten Groboghan, miaka Keputtisan Bupat)
Grobogun  Nomor: 180018 ¢/ 201 / 2025 tentang
Pembentukan  Tim  Pelaksana  Keglatan  Penyusunan
Rancangan  Peraturan  Daerah fentang  Fasilitas|
Penyelenggarann  Pepdidllen  Madrasah  Dinlydh  perlu
‘disesumikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagatmana dimaksud
dalam hurul a8 dl atns, perlu menetupkan Keputusan
Bupati  fentang Perubahan  Atas  Keputusari  Bupitl
Grobogan Nomor: 180.18/201 /2025 tentang Pembentukan
Tim Pelnksana Kegiatan Penvusunan Rancangan Peraturan
Dneral  tentang  Fasilitast  Penyelenggaraan  Pendidilean
Madrasah Diniyah;

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1850 tentang
Pembentukan Daerab-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsl Jaws Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan  Daeraly sebagaimana telah beborapa kall
diubah ternkhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2023 tentang Penelapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Lidang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
merijaddl Undang-Undang

3. Peruturan Pemerivitah Nomor 12 Tahun 2019 temtang
Pengelolaan Keuangan Dacrah ;




MnntL::pkmtt
KESATU

KEDLA

KETIGA

4, Peraturan Preslden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Slandar
Harga Satuan Regiotial;

5. Peraluran Daerah Kabupalen Grobogan Normor 4 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daeral:

&. Peraluran Dacrah EKabupaten Grobogan Nomor B Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025

7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nobior 6 Tahun
2025 tentang Pérubahan Anggaran Pendapalan dan Belanja
Dakrih Kabupaten Grobogan Talun Anggaran 2025;

8. Peraluran Bupatl Grobogan Nomor 42 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 sebagiimiana telah diuball dengan
Peraluran Bupat Grobogan Nemar 8 Talun 2025 tentang
Penibithan Kedua atas Peraturan Bupall Nomor 42 Tahun
2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Helanja Daerah Tahun Anpgaran 2025,

MEMUTUSEAN :

Perubahan Atas HKepulusan Bupal Grobogan Nomaor:
180, 18/201 /2025 (eptang Pembentukan  Tin  Peliksana
Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah lenlang
Fasililasi Penvelenggaraan Pendldikan Madrasali Dintvah.
Perubihdn schagalmana dimaksud dadlam Diktund KESATU
adalah mengubah Lampiran | Keputusan Keputusan Bupatl
Grobuogan Nomor: 180.18/201 /2025 tentang Pembentukan Tim
Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rancangan Peratuman Daerah
lentang  Fasilitasl  Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
Dinivah sehingga berbunyl sebagaimana (lercantum  dalam
Lampiran Kepuiusan (.

Keputusan inl mulal berlaku pada langgal ditetapkan,

Ditetapkan di Purwodad!
pada tanggal 30 OWbotee 2085
BLPATI GROBOGAN,

SETYO HADI




LAMFIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR
2025
TANGGAL

180.18 / Qof /
20 OHnber =020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG FASITITAS!
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH

KEDUDUEAN
NO, NAMA, NIP JABATAN DALAM TIM
L. | ANANG ARMUNANTU, S.50s.. M.5l. | Seloetans Duerah| Pengarah |
NIP. 12730122 199302 | 001 Kabupaten Grobogan,
2. | Drs. DARU WISAKTI, M.SI, Sekretaris Dewan| Penangsung
NIP, 19690611 198001 1001 Perwakilan Rakyat Jawab
Dacrah Kabuwpalen
Grabogan.
3. | AGOES PRASETYO AP, SH. Kepala Baglan Retua
NIF. 19710805 199003 | 002 Persidangan dan
! Perundang-undangan
Sekretarial Devwan
Perwakilan Rakyar
Daerah Kabupalen
Grobigan. .
4. | SUPRIYADIL, SH., Perancang Perundang-| Wakil Ketua
NIF. 19720407 199503 1 002 Undangan  Ahll Muda
pada Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupnten
| Grobogan- B
5. | RUKMINLJANTI, SE. Penelaah ‘Tekis| Sckretaris
NIP. 19741220 200801 2 007 Kebijakan pada Bagian
Kesejahterann  Rakynt
Selretariat Daeruh
_ Kabupaten Grobogan. |
6. | NURBANI, S.50s.. MA, Perencana  Ahli Muda Anggoia
NIP, 19721121 199211 2 001 purla Badan
Pembangunan  Daerah
_ Kabupgaten Grobogan.
7. | SUTOMD, 5.Pd.. M.Pd, Kepala Bidang Anggota
NIP. 19680518 199412 | 003 Pembinnan Paud  dan
Pendidikan . Non Formal
padn  Dinas Pendidikan
Kabupaten  HKabupaten
o N Grobuogan.
8. | RIADQA PRIAMBODO, SH. Kepnla Bagian Hukum| Anggota
NIF. 19820929 200501 1 006 pada Sekretariat Daerahi
Kabupaten Grobogan.
8. | PURWADI, S.Th.l., MH. Kepala Seksl  Pondok| Angdota
NTP. 19780406 200501 1 006 Pesantren -

HKantor




KEDUDUKAN |

NO, | NAMA, NIP JABATAN DALAM TIM

Rementerian Agama
Kabupaten Grobogan

10. | SRI SETIYATM! EKOWATI, SE., MM. | Analls Keuangan Pusat| Angguta
NIP. 19790403 200501 2 007 dan Daerah Ahll Muda
para Badan
Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan  dan  Asel
Daemh Kahupaten
Grobogan,

BUPATI GROBEO




Mamor

Sitat

4

PROVINSI JAWA TENGAH

Somargag, 12 tangarn 2026
B ML AN 2026

- Seqom

Lamgiran .

‘Hal

| Hasll Fadfite«l Hancangan Pomatlran Dankah

rargaien Embogsn

Yth. Bupal Grobogan
di
PURWODADI

Menunjuk sural Ssadars Nomor 100.3.2/149°2025 fanpma | 77 Desombey 2035 Hal

Pormuhonan Fesilits, borsams il dasmpsian bel FaslilasiRancangan  Poratran Dagrah
Kahupatan Grobogan tentang Faslitisi Banhan Panyslenggamman Pendidikan Dinlyah, ssbagal
barikut;

o

Judul Rancangan Perituran Dearah agar disempurnabkan manjadi

“FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINPYAH NONFORMAL"
selanjlinya pada konsiderzn ‘Menimbang”, batsng tubdh dan Dikium “Maneiaghkan” agar’
marnyossikan

Paoal 1 angha 13, anpha 14, angha 15, angkes 10, anoka 17, angha 20, angka 21, angha 22,
angka 21, angka 24 angha 25 dan angka 26 agar dikapes

Patal 5 agar dihapus
Patal & ayal () agar disemputriskan rnnnj:dl_
(1) Pandidinan Dinlvan Noalamsal nhsuhmggmakan dalzm beniuk.
a  Panddihan Dinkab Takmillyah,
b Ponddian ANOu'an;
e Maledls Taflim; dan
d. Pundedian Dinlyah Nonformal lainnya sseual kelontuan paraturan perundang
undarigar.
Paual 7
2 ayat (). zyal (2) dan ayat (3) apar dhapues

b ayal (4) anar dipindahkan ke dalyn BAR FASILITAS! PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DINIYAH NONFORMAL® sabagal salah’ sati muaian benmuk Fasilitasi

Panyolanggaraan Pandidikan Dimyah Nonfoimal,

Pasal 11 30ai dihaplis.

Pasal 12

@ afgar lahih dijabaran bestuk bentuk Fasillasi Penolonogarman Pondidian Dinkyah
Nonforma! yang akan dibsnkan oloh Pemenntah Dearah

b : ayat (7) agar disempumeakan manjao:

(7) Kolonuan labih langd mongonasi Bt cars pomborian Fasiltas:  Ponyolonggarsan
Punddkan Dingyah Nordormal ssbatalmana dimaksud pads ayal |- jdi2iur dalam
Poretiran Bt

Patal {3 agar dhaps
Patal 14, Pasal {5 dan Pasal 17 agar disampunaian menjadl:
Pagal 14
(1) Bupall malokeanakan  pombinean  dan porgawassn  larhadan Fasllites)

Panyolengoaraas Pondidikan Dinlyah Monfofmal di Dastali. '

(2)  Pombinaan sebdgeimans diahend pasda gyatl (1) diaksanakian oloh Dinges Pandidian
dan parangkal deoran yano menyolonggarakan unusan pomeriniaian di bidang .. dan
dapal mangikiisanakan Kanor Kemantarian Agama.

(3) Penga asan sebagaimana dimaksud pads ays! ) dizksanakan oloh porangkatl
dacrah yang menyalengoarakan urusan p-:rnnrllmahﬂn di biefana . .

(+) Katontuan kebif lanjul manganal pambinasn dan pengawatan sobagalmans dimakeud
pada ayat (1) digtur datam Peratdran Bupl



{28

Pasal 15
(1) Masyarakal dapal borparksipasl dalam pelshcansan Fasiitas: Penyolenggarsan
Pandidinan Dinlyah Nonfomsal di Dasrah
(2)  Fasiitas Penynlonpoarsan sahagaimara dimarsud pada ayat (1) diaksanakan sosun
dEndan koleniuan paiaturah peruntdaboundatgan:
Pagal 17
Peratran polaksana darl Poraluran Bagrah inl distapkan paling lama 8 (anam) bulan
tarhifung sajak Peraturan Baorah mi diundapgkan.
Aancangan Parataan Dasmh inf agar dapsr diparimbangkan kombal ferkal pongstursn
muatan mator sotam luas dan Kongrehensd sorts mesmporhatikan asac pembentubkan
peraiiiran pehintangundangan yang balk =2sas kapasiian  hulwm,  Keadilan  dan
komanfastan agar produk fukum dapat boralan ofekdil adil dan bormanfaal bagl
masyarakal

Schubunfian dengan adanya porbalkan bobérapa kiteitsan, mzka tata naskah dan

wrutan kotantuan dalam Rancangan Pomiuran Daemah dimaksud agar dilakukan panyempumaan
Ut dapat zegers dilasplan manjadl Peraliran Dameh Damikian disampalkan ik
ditindaklanjut.

TEMBUSAM:

an. Guhemar Jawa Tengah
Sakrotans Baosmah

M sdu sl ===

| mak

Sumama. 5E. MM

Pombinz Litama Madys
MIP 1970051 4188202 1 001

1. Menwri Daam Negon Repablil Indonesia.

2 Gubornur Jawa Tongah,

3. Wakill Guboermur Jaws Tongah

4. Dieoktur Produk Hulum Basrah Oitjen Ctongms Bagrah Pade Komontaran Dalom Nogart,
5. Askston Pomarintahan Dan Kesejahterann Fakyat SEKDA Proiinel Jawa Tengah,

& Kepals Biro Hulkum SETDA Provinsi Jawa Tepgab; dan

7. Kala GPAD Kabupalnen Grabogan

| Oesalimahs inl tilamdmangsn s Siesdrdrilk deagan nmogmanan Sailikot Esaronk yang diesbiiind oE

: {"a B Beaw Sevi iz Elgieron|i |25} EEDN




Mentmbang

Mengingat

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATUEAN DAERAH KABRUPATEN GROBOGAN

NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

FASILITAS! BARTUAN PENYELENGGARAAN
FENDIDIEAN MADRASAH DINIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANC MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

bahwa Penvelengoaraan Pendidikan Madrasah Dinpvah vang
dikelola mssyaraksat merupaksn salah satm wadsh unink
membina generast pensrus bangzs bersgams islam dalsm
rangka mewuidbsn sumber dava manusia vang berimsn dan
berizltwa =zarts berakhizk muliz =ssuai dengen kstentuan
Undang-Tindang Dasar Nzgars Republik Indonssis Tahun
1945;

bahwa untuk menciptakan Pendidikan berksrakier vang
menggali milsi-mlal keagamaan dan moral islami sebagai
pelengksp pendidikan agama bagi siswa taman kansk-kanalk
sekolah dasar dan mensngah perfu asdanva wuajad noyata
penyeienggaraan Pend:diksn Madrasah Dmiyvah;

bahwas untuk membenkan arsh, landasan dan kepastan
bukum dalem memberikan dulnongan Fasilitas: Bantuan
Penyelenggaraan Pendidikcan Madrassh Dingvah diperiukan
Peranaren Diaerah:

kahwa berdasarkan pertumbanpgan sebagammana dumaksud
dalam buruf a, burmf b, dan huruf o perflu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Fasilitas: Bantuan Penyelensgaraan
Pendidikan Madrassh Dhniyah;

Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara Republil
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undans Nomer 13 Tahun 1930 tentans Pembentukan
Dasrah-dasrah Kabupaten dalam Lingkungan Provins: Djawa
Tengah ({Lembaran Negara Republhk [ndonssia Tahun 1950
Nomor 42};



3.

Undang-Undans Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan
BPaerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambshan Lembaran Negars Republik Indonesia
Nomor 5587 sebagsimans telah beberapa kali dinbah mrakhir
dengan Undang-Undsng Nomor 6 Tahun 2033 tentang
Penetapan Atss Peraturan Pemerintah PEﬂgg_Eﬂtt Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipts Kerja menjadi
Undang-UIndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesis Nomor 68546):

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonezia Tahon 2023
Nomor 58, Tembahan Lembaran Negara Repubhlk Indonssia
Nomor 6B&T):

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahua 2007 tentang
Pendidikan Agams dan Peodidikan Keagamsse [(lemberan
Negara Espublik Indonssiz Tahun 2007 Nomor 124
Tambahsa Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4769);

Peraturan Pemerintah Romor 48 Tabun 2008 tentang
Pendanasn Pendidiksn [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tembahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4364 sebagamimana telah dimibah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Persturan Pemerintah Nomer 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Peodidikan (Lembaran KNegara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tamhshan Lembaran
Negara Republik Indonssia Nomor 4864):

Dengan Peresmijuan Bersama

DEWAYN PFERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

Menetapkan :

gan
BUPATI GROEBOGAN

MEMUTUSEAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG  FASILITASI BANTUAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MADIRASAH DINTYAH

EAH 1
KETENTUAN UMUM

Pa=al 1

Dalam peraturan dasrah i yvang dimaksnd dengan :

3
2.

=
=
+

2.

Plasrah adalah Kabupsten Grobogan.

Pemerntah Daerab sdalsh Bupath daa Perangkst Daerah
sebapa unsur penyelenpggara Pemenntahan Diaerah.

Bupsati adalah Bupat Grobogan.

Kantor EKementerian Agsamsa adalah Esnior Esmenterian
Agama Kabupaten Grobogan.

Einas Pendidikan Kabupaten Grobogan wvang selanpitnya
disebut Dinas Pendidiltan adslah Perangkat Daerah vang
melsksanskan urusan pemerintabhan di hidang Pendidilean,



=]
-

10.

11.

13.

14

15.

16,

Pendidikan adalabh wusaha sadar dan terencana untuk
ﬂIEWﬂ_T‘LIdkHﬂ sussana bElﬂJEf dan prosss pembelajaran agar
peseria dadike SECAra aknf menpembangkan
potensidirinya untuk memiliki kekuatan spiritual kﬁﬁgﬂ.m.ﬁ.a:n__
pengandalian dirl, kepribadian  kecerdasan akhlsk mulis
serta keterampilan, vang diperiukan dirinva, masvarakar,
bangss_ dsn n=gars.

Penvelengearaasn Pendidikan =adslah kegiatan pelaksanasn
sistemn Pendidikan pads satusn atsu program Pendidikan
pada jalur, jenjang. dan jenis Peodidikas agsr proses
Pendidikan dapat berlangsong sesua  dengan tujusan
Pendidikan nasional.

Fasilitssi Bantuan Penvslefipparaan Pendidikan Madrasah
Dmuvah vang selanjutnva disingkat Fasilitasi Bantuan
Penvelenggaraan Pendidikan sdalsh pesmberian fasilitaz dari
Pemernmntah Dserah untuk melancarkan pelakssnasn ungs:
dalam penvelenggaraan Pendidiken kesgamasn Madrassh
Diniyah sesuai kemampusn keusngas Dasrah  dsno
kswenangan Dasrah.

Satuan Pendiudikan adalak kelompok layanan Pendidikan yang
menvelengparaktan Pendidikban pada jalur formal noaformal
dan micrmal pada setiap jenjang dan jem= Penduhikan.
Jenjang pendidilan  sdalah  tshapan pendadikan  yang
ditetapltan berdasarkan tinglkat perkembangan peserta didilke
tuyuan vang akan dicapai dan kemampuan yang
dikembangkan.

Pendidikan Madrasah Diniyah adalsh Pendidikan Ksagamaan
Islam yang dicelengparalan pada semus jalur dan Jenjang
Pendidikan.

3, Pendidikan Madraesh Dinivah Fermsl adalsh Ilembaga

pendidikan keagamaan Islam yang disslenggaraksn oleh dan
berada di dalam peszaniren zecsra terstrukinr dan berenjane
pada jelur pendidikan formsl. -
Pendidikan Madressh Dimvah nordformal adslsh pendidikan
kesgamaan Islam vang disclenggarakan dalam beatuk
Madra=ah Dinivah Talmilivah, Pendidikan Al-Qur'an Magelic
Taklim, atau bentuk lain yang ssjenis baik di dalam maupun
di luar pesaactren pada jalor pendidikan nonformsl.

. Pendidiltsn Madrazabh Diniyah Informal adalah pendidilcan

keagamaan Isiam dalam bentuk program Vang
disslengpgarakan di bngkungan keluargs pada jalur pendidikkan
informal.

Dmirvah Takouliveh yang selanuthya dissbut Madrasah
Dimiyah Talmilivah adslah lembags pendidikan ksagamasn
Isiam pada jahir pendidikan nonformal vang dizelenggarakan
sscara terstruktur dan  beremang sebaga:  pelengiksp
pelaksanaan pendidikan agama Islam padajenjans pendidikan
dasar, menengah dan tingp.

Madrasah Dimiyah Talmilivah Ula adalabh satuan Pendidikan
keagamaan Islam nonformal vang menyelenggaralkan
pendidikan agama Islam =sebaga: pelengkap bag: peserta didik
Sckolah Dasar atau bentuk lawn yeang sederajat.

.Madrasah Diniyah Takmiloah Wustha adalah satuan

pandidikan keagamasan Islam nonformal FaAng
manyvelengparakan pendidikan agama Islam sebaga: pelenskap
basi peserta didik Sekolah Mensngah Pertama atau bentuk
lain yang s=derajat.



18, Msdra=sah Diniyah Telkmilivah Ulva adslsh saman Pendidilcsn
keggamasn Islam nonformal vang —menveleripgaralktan
pendidikan-agama Isiam sebagai pelengkap bagi pezerts didik
Sekolsh Menengah Atas atau bentuk lain vang sederajat.

19. Pendidikan A-Chuiran adalah lembaga pendidikan ksagamsasan
Isiam vang bertujuan untuk membenkan pengaiaran bacaan.
tulizan_ hafalan. dan pemahaman Al-Quran,

20. Majehs Taklm adalsh lembaga atau kelompok masyarskat
yang menyvelenggarakan pendidikan keapamaan Islam yang
bertujuan untulk meningkatkan pemshaman dso pengamalan
ajaran agama Islam di kalangan masyarakat dalam kehidupan
sehan-bar

21, Pendidikan Ansk Usia Dini vang selanjuinve disingkar PATUD
adalah suatu upaye pembinsan yvang ditwjukan kepads snalc
zgjalt lahir sampai dengan usia enam tabun yvang dilalmban
melshis pembenan rangsangan pendidikan untuk membanty
pertumbuhan dan perkembangan jasmant dan roham agar
anak memilikh kesiapsn dalam memasuki pendidikan lebih
lapyur, _

22. Taman Kanak-kanak yang seilanjutnya disingkat TK. adalah
salah satu bentuk Sstuan Pendidikan snsk usia dim pada
jalur pendidiksn formal vang menyvelensparakan program
pendidikan bagi ansk beruria 4 (empat| tahun sampar dengan
6 (enam)| tshun.

23, Sekolah Da=zar yvang selanjutnya disingicat SD. adalah =alsh
satn bentulk ‘Satusn Pendidilzan formal FANE
menvelengparskan pendidilean  wmum  pada  jenjang
pendidikan dazar,

24, Sekolah Menengah Pertama, vang sslanjutnyva disingkat SMFP,
adslsh =alsh =sstit bentuk 3atian Pendidikan formal vang
menyelenipparakan pendidikan . umum pada  jergjang
pendidikan dasar ssbagai lanjuten dan SD, Madrazah
Totidaiyah. stau bentuk lam vang sedersjat atau lanjutan ‘dan
ha=l belajar vang dialan sama atau setara SE atan Madsasah
Inudamah.

25. Taman Kanalk-Kanal Al-Quran wvang kemudian disebut
dengan TEQ adalsh jemane pendidikan sebelum pendidikan
dasar vang bertaijuan untuk membsntu pertumbuban dan
perkembangan jasmani rocham agar memlila kesiapan dalam
memasuli pendidikan Al-Qur'an lebih lant.

26, Kokunkuler adalah kegiatan pembelajaran diluar
pembelajaran intrakunlmler  yang dirancang  untilk
memperlouat, memperdalam dan memperkaye maten

27, Elstraluribmler adalah upaya pemantapan dan pengayaan
nilai- nilai dan norme =erta pengembanzan kepribadian, bakst
dan minat peserta didik pendidilean apgams vang dilaksanaksn
di hiar jam intrakurikuler dalam benmik tatap muka stau non
tatsp mulka.

28. In==ntii =sdslah penphargasn dalasm bentuk uang dan/ataun
pelatihan yang diberikan kepads pendidik ssbagal bentulk
pembiniaan. .

29, Masvarskst adalsh Kelompok Warga Negars Indonesia
notipemerintah yang mempunyal perhatian dan peranan
dalam bidang Pendidilesn.



3. Peraturan Daerah adslah peraturan perundang-undangan
vang dibsntuk oleh Dewan Perwsalkilan Rakyst Daersh denpan
persetijuan bersama Bupat,

BABII
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGEUP

Passal 2
Makepd dibentnknya Peraturan Dasrah i unmi:
Menguatken peran Pemenntsh Daerabh dalam membenkan
fasilitasi banmian sumber dave Pendidilean kepada Penvelengpara
Pendidiktan Madrassh Diniyah.

Pasal 3

Peraturan Daerah iru dibentul dengan tajuan agar ¢

8. Pemermntah Daerah mempunyas landasas hukum dalam
membenksn Fasihtas: sumber daya Peodidiksn kepada
penyelenggara Pendidikan Madrasah Diniyah;

b. Pedvelengparaan Pendidikan Madrasah Dmiyvah untuk
membentul Peserta [hdik yang memaham dan mengamsalitan
miles-rilas gjaran agamanva danj/atau menjad: abhh dmu
agzma islam vang berwawasan luas, krnps, kresof inovauf,
dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
vang benmen, bertalowa, dan berakhlsk mulia dapat
terselengoars secara optimasl;

£. menmpkatkan profesionahitas dan akuntabibtas pengelola
program dan/atsu Satuan Pendidikan Madrasah ':}:mll.ah da
Daerah; dan

d. memberdayakan semua komponen maszyaraleat untul
berpartisipasi  dalam pengelolasn dan Penyelenpgarasn
Peadidikan Madrasah Dhinsvah dit Dasrah,

Pasal 4
Ruang Lingkup Peraturan Daerah mehputs:
8. bentuk Pendidikan Madrassh Diniyvah;
b. fa=ilitast Bantusn Penvelenggaraan Pendudikan:
c. Pembiayasn:
d. partigsipssi Masyarskat;
. pencgelolean pembinasan dan pengawasan; dan
1. ketentuan Penutup.

BAE I
BENTUK FENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH

Faszal 3
Pendidikan Madrasah Diniyah maliputi
a. Pendidikan Madrasah Dingah Formal:
c. Pendidikan Madrssah Dinyah Informal,

Bagian Kezatu
PENDIDIEAN MADRASAH DINIYAH FORMAL

1]



Pazal 6

(1] Satuan Pendidiltan Madrazah Dingrah Formsl
menyvelenpparakan Pendidikan llmu-ilmu vang bersumber darn
ajaran acgama [slam meliput :

&, jemjang Pendidikan dasar
b. _féﬂjang FPendidikan menengah; dan
c. jemjang Pendidikan tinggi.

(2] Pendidikan Madrasah Diniyah Formsal jenjang pendidikan
dasar sebagaitmana dimaksud pada svat (1) buraf a terdin
atas psﬂtii-riikﬂﬂ dintyah formsl uls dan Pendidiksn Dhiodvah
Formal wuztha.

(3| Pendidikan Madrazah Dinivah Formal jenjang peocdidikan
mensngah ssbagaimapa dimsksud pada avat (1) huraf b
berbentuk Pendidikan dintvah Formal ulya.

(4] Pendidikan Madrassh Diniyah Formal jenjang pendidikan
bnge: schagammana dimaksud pada ayat (1) buruf o berbentuk
Pendidikan dintrah Formal mahad Aly.

Pasal 7

f1] Satuasn FPendidhkas  Madrasah Dhinivsh  Formal uls
cehasmimana dimaksud dalam Passl 6 avat (2! merupakan
Pendidikan yang sederajat dan memihila kewenangan yang
sama dengan Madrasah Ibtideiyah /S0 yang terdin atas
[enam) tingkat,

(2] Satnan Pendidikan Madrasah Diniyah Formsl wustha
sshasaimana dimaksud dslam Passl & ayat (2] merupakan
Pendidikan vang sedersjat dan memilild kewsnangan vang
sama denpan Madrazssh Tzanawivah /[SMP yang terdir; swas 3
ftiga) tingleat,

i3] Satuan Pendidikan Madrassh Dinivah Formal Ul
sehasaimana dimsksud dalam Psssl & avat (3] merupsakan
Pendidiktan wang sederajat dan memiliki kewenangan vang
samsa dengan madrazah ghivah /zeknlah m&n.engah
atas/sekolah menengah ksjurusn yang terdini atas 3 (tigal
tingkst.

Fa=sl &

Penamasn =Satuan Pendidilean Diniyvah Formal ditetapkan oleh
Penvelenggara satuan Pendidikan vang berZanphutan dan wajb
mendapat persetujuan Kantor Kementerian Agama,

Pza=al
Pengelolaan dan Penyslsnggaraan Peaodudikan Keagamasan
Madrazah Piniyah Formal merupakan kewenangan Kantor
Kementenan Agams.

. Bagian Kedua _
FERDIDIKAN MADRASAH DINIYAH NORFORMAL

Pasal 10
(1) Pendidikan Madrasah Dinivah Nonformal dizelensgaraban
dalam bentik:
a, madrazah dinivah takmilivah:
b. pendidikan Al-Guran:
i m&_’g&ﬁé Taklim: atau
d. pendidikan Keagamssn [slam lainnya.

&
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Pandudikan Madrasah Dimiyah Nonformal sebasaimans
dimalksud pada ayat (1] dapat diselenggarakan dalam bentuk
Satuan Pendidikan atau program.

Pendidiltan Madrasah Diniyah Nonformal vang
disslengparsian dalsm beatule  =atusn pendidikan
sebagaimana dimalksud pads ayat (2] wajib mendspstian izin
dari Kentor Kementerian Agains.

Pendidiltan Madrazah Thnivah Nonformal FAng
disslenggaraitan dalam bentuk program  sebagaimana
dimaksud pada avat (2| dan memiliki psserta didik paling
sechlct 15 (ima belss| orang harus mendaftarksn ke Kantor
Eemsntenan Agesma.

Pendidikan Madrazssh Dmnivah Nonformal vang telsh terdafter
sebagaimana dimaksud pada =avat |3] dan avat [4) dibenkan
tanda daftar oleh Kantor Kementersan Asama.

Pendidikan Madrasah Dhnivah Nonformal vang telgh rerdafear
sebagaimana  dimaltsud pada: ayat (J) berhak mendapeathan
pembinasn darn EKantor Kementerian Apama dan Pemenntah
Daersh.

Paragraf 1
Umum

Fa=al 11

Pendidikan Madrazah D‘i.ﬂj}'ﬂ:h Takmiliyah bertuman untul
me!aﬂﬂkﬂp‘{ n-=_ﬂd_1_d_1.krﬁﬂ agama Islam vang dipsroleh da
SD/Madrazah  Ibtidaivah, SMP/Madrasah Tsanawivah.
Sekolah  Menengaah  Atas/Madrassh Alivah,  Sckoiah
Mensngah Kejuruan/ M‘Elﬂf-ﬂs:‘:'ih Alivah Kejuruan atan di
pendidikan tinggi dalam rangka peningikatan keimanan dan
ketalowann peserta didik kepada Allah SWT.

Penvelengearaan dinipsh  takmiliyvah dapat dilaksanaksn
secara berjeniang.

Pasal 12
FPendidikan Al-Qur'an bertujusn meningkatksn kemampusan
peserta didik membsca, menulis, memsahami dan
mengamsikan kandungan Al Curan.
Pendidikan Algur'an ssbagsimana dimsksud Paszal 10 avat [1]
bunif b disslengegaraskan oleh Masyarakat.
Pendidikan Al-Charan terdurn dar :
s THOQ:
b. taman pendidilean Al-Onuras [TPQ);
. taTlmmul Qur'an Wl sulad [TQA);

d. rumah tanfidz guran (RTQ)

e. bentuk Iain yasnig sejenis;dan
Pendidikan Al-Quran dapat dilsksanakan sscara begenjang
dan tidak berenjang.

Pasal 13
Majeli= taklim atsu nams lain yvang ssjenis bertujuan unmlk
mﬂm.ngkﬁ.t_hﬂﬂ keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT
dan skhlak mulia peserta didik serts mawujudksn rahmat
bag slam semesta.

=]



(2) Majeli= Taklim =ebagsimana dimalksud daslam Pa=all0 ayat (1)
huruf cdapat disslenpggarakan oleh masyarakat.

Paragraf 2

Perizinan

Pazal 14

(1] Untuk menvelenggarakan pendidikan Madrasah Dinivah
Nonformal sebagaiman dimeksud ayat (1) Pasal 10 waib
memihloe win operasional.

(2] lzin sebasaimana dimaksud pads ayat (1] dikelusrkan oleh
Kepala Kantor Kementenan Agama.

(3] Persyaratan untulk mendapathkan ifin operasional mengacy
kepada pedoman penyelengsaraan Madrasah Dinivah
Neoformsl yang dikeluarkan oleh Kantor Kementenan Asama.

Paragraf 3
Penyelenggaraan

Pazal 13

(1) Pendidikan Madrasah Dinivah Nonformal sebssaimana
dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dapat dikembangkan secara
terpadu padds:

a: PAUD;
b. TH:

£, SH:dan
d. SMP.

(2} Pendidikan Madrassh Dinirah sebagaimans dimaksud pada
arat (1) s=cbagai musatan kompetens: kokurikuler stan
ekstrakunimler.

(3) Penyslenggarsan pendadilan Madrasah Dinivah ssbagaimasna
dimaksud dalam Paszl 10 dipusstkan d.t:l"ﬂﬂ.ﬂg ksiae, masjd
mushalla_ satsu ditempat lain vang memenuhi svarat,

(4) Dinaz Pendidiltsn bekerjazsms dengan Kantor Kementerisn
Agama menyusun Program pendidikan Madrasah Diniyah
nonformai di selolah sebagaimana dimaksud pada avar (1).

Fasal 18

(1) Lulusan Madrassh dimyah takmilivah dapat dihargai
sederajat dengan Pendidikan formsl setelsh lalus ujisn vang
dizselengparsksn oleh =zatunan Pendidilcan vang teraloreditasi
dan ditanmuk oleh Kementerian apama.

(2) Lulugan Madrasah dmiyah takmilivah yang mempercieh
yjazaly =ssderajat Pendidikan formel ssbapaimana ‘dimsaksud
pada ayat (1) dapat melanjutican ke jenjang benkutnys pada
jems Pendidikan lainnya.

Bagian Ketiga
PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH INFORMAL

Pa=zal 17

{1} Pendidikan ﬂl.'.l'lt}'ﬂh Informal sebapaimans dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1] huruf d diselenggaralan oleh masyvarakat
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i2]

dalam rangks meningkatkan pemahamsn dan pengamslan
ajaran sgama lslam.

Pendidikan Dinmvah Informal =ebagaimsns dimaksud pada
ayat (1] diselenggarakan dalsm benmk kegistan Fendidikan
Keagamssn [=lam di lingkungan kehuaega,

EAEB IV
FASILITASI BANTUAN PENYELENGGARAAN FENDIDIKAN

Pasal 18

Pemsrintalt Daerah dapat membsrikan Fasilitas Bantusn
Penyelengparaan Pendidikan kepada Madrasah Dindvah
ben=n dan terdaftar.
Fas:litas: Bantuan Penyelenggarasn Pendidikan sebagamimana
dimaksud pada‘ ayat (1] berups bantuan sumber dawa
pendidikan mehpuh :
5. pendidsls;
b. tenaga kependidikan:
C. dana
d. sarana dan prasarans pendidikan: dan
8. bantian fasihitasy leinnya sesual dengan ketentusn

peraturen perundang-undangan.
Pemerintah daersh dapat memberkan dnsentif kepadsa
pendidile sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf &,
Pemberian insentf sebagaimana dimakend pada ayat (3]
dilsksanaskan dalam bentok :
a., bantunan kesejahteraan pendidik: dan atau
b, pengembangan keahlian pendidik.
Pemberian Fasilitasi Bantuan Penyvelengparaan Pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayst (1) berupa bantuan hibah
stau bantuan sosisi.
Pemberian Fasilitasi Bantuan Penyeslenggaraan Fendidikan
sebacaimana dimsksud pada avat (1) sesusi kewsnanpgan
Pemerintah Daerah dan sssus  dengan kemampusn
ksuangsn Paerah.
Keientuan lebih lanjut mengens: pemberian Fasiliias:
Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan Pemenintsh Dasrah diatur dengan Peraturan
Bupsat.

BABV
PEMBIAYAAN

Pazal 19
Pemibisyasn Fasilitssi BEantiian Peoyelenggarasn Pendidikan
bersumber darn :
5. Anggsran Pendapaten dan Belanja Dasrah; dan
k. sumbser lain yvang =ah sesus: dengan ketentusn peratirsn

perundang-undangsan.

Pembiayasn Fambitas Bantuan Penyslengesrasn Pendidikan
sehapaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secars efelctif,
afisien, transparan dan akuntabel.



BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Faszal 20
Mazyarskst dapat membenksn Eantusn Penyvelengosraan
Pendidikan Madrasah Dinivah

BAB VI
PENGELOLAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pazal 21

(1] Pengzilolaan Penyvelenggaraan Pendidikan Madrassh Dinsvah

_ menjadi tangsungawab penyvelenggars.

(2] Pembinaan Fasilitas: Bantuan Peayelensgaraan Pendidikan
dilake=snskan oieh Thoas Pendidiksn, Badan Pendapsatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Dasrah serta Bagiso
Kesejahteraan Rakyat

(3| Pengawasan Fasilitas: Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan
menijadi tangrungiawab Inspektorat Daersh.

(4| Dalam pembinasn sebagaimana dimaksud pada ayat {2} dapat
mengilnit sertakan Kantor Kementenan Agama.

(3] Pembinaan dan pPENERWaSsan Fasihitasi Bantuan
Penvelenggaraan Pendidikan sebagasimana dimsksud pada
ayat (2),[3jdan (4] dilaksansakan berdasarkan kewsnangan
secus dengan ketentusn peraturan perundang-undangan.

(6] Ketentuan ssbagaimana dimaksud pada svat (3] diamur dengan
peraturan Bupati.

BAE VHI
KETENTUAN PENUTUP

Pazal 22
Peraturan Bupsti sebagal persiuran pelakssaneen dari Peraturan
Daersh 'm hsros dJlE.&pk&n paling lams 1 (zatu) tshun terhimng
sgjak Peraturan Dasrah imi diondangkan.

Pas=al 23
Peraturan Daerah ot mulsi berlaku pada tangpal diundangkan,

Agar sebap orang dapat mengstahumya, memenmtahkan
penpundangan Peraturan Daerah i dengan penempatannyva
dalam Eembaran Daerah Kabupaten Grobogan

atetapkan di Purwodads

BUPATI GROBOGAN,

SETYO HADI]
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Diundangkan di Purwodad:
pada tEanggal ..o,
SEXRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN,

ANANG ARMUNANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN... NOMOR-...
NOMOR REGISTER FERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI

JAWA TENGAH |...[...)
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUFPATEN GROEBOGAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

FASILITASI BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIEAN
MADRASAH DINIYAH

OMUM

Kewensngsn Pemeritah Dasrah berdassrksn pembagian kewenangan
stcara konkruen dalam sub urusan manajismen pendidikan dan sub wrasan
bunkyihom  vang diamnr dalam Undeng-Undang Nomor 23 Tahun 2013
tentang Pemerintahan Dasrsh sebagaimana telah beberaps kali diubsh
terakhir denpan Undang-Undang Nemor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Atas Peraturan Pemernrnital Penpgant Undang-Tindang Nomer 2 Tahun 2022
tenitang Cipta Kerja menjadi Undsag-Undang terdiri dari Pengziolaan
Pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan snak usia din dan pendidikan
nonformal ssris muatan lokal kunkuham. Salah sam pendidikan ksagamasn
Islam vang berkembaneg di Kabupaten Grobogan adalah Pendidikan Madrasah
Daniyah.Selain itu sssuar  Undang-Undang Neomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nastongl Passl 3 menyataksn bahwa Pendidiksn nasional
bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia
yang beriman dan bhertagws kepada Tuhan Yang Maha E=a; beralkhlal mulia,
echat. berilmu, calap, kreatd, meandin dan menpads warga negara vang
demckratis seria bertanpgrung jawab. Retentusn saﬁciahrg'a mempunyai. 3
(tega) tyjuan, yaity pertama, untule menjage keutuhan dan kemurnian ajaran
apamsa_kedus dengan adanya purls agama yeng seagama den memenuhi
gvarat kslavalksn mensajar akan dapat menjaga kerukinan hidupg beragama
bapi peserta didik vang berbeds sgama tapt belsjar pada Satuan Pendidikan
vang sama. ketiga Pendidikan sgams yang digjarkan cleh pendidik gang
seagama menunjukimn profesionslitas ‘dalsm penyeleniggarsan  proses
pembelajarsn Pendidiltsn agama:

Sast ini &i Kabupaten Grobogan terdapat 1200 (s=nbu dua ratus|
lembass Pendidikan Madrazah Diniyah vanp berizin dan atau terdaftar vang
memerlukan perhatian dari Pemerintah Dasrah Kabupaisn G:nhnga.n,'
Berdasarkan ketentuan pssal 12 avat (1) Peraturan Pemerinteh Nomor 35
Taton 2007 teatang Pendidiksn Agama dan Pendidikan Keagamasn
diamanaticsn Pemerintsh Daerah perlu memberikan Fasilitssi Bantusn vang
berups Pesmberian bantuan zumber daya pendidilkan msliputi pendidile
tenaga kspendidikan, dana, serig sarana den prasarans pendidikan lainnoya
dalam rangka Penyslengoaraan Pendidikss keagamssn diantaranya
Penyelengsaraan Pendidikan Madrasah Dingyah di Ksbupsaten Grobogan yang
sampal saat ini belum mempuriva: pasung hukum ssbhagai dasar pemernntah
dasrah membenkan fasihitas bantuan kepada Penyelenggacrasn Medrasah
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[Hnivah. Berdasarkan ketentuan diatas, maks diperlukan pedoman sebazsi
dasar hukum dalsm pelaksanaannya. Untuk 1tu dipandans perlu disusun
dalam Peraturan Daseah tentang Fasilitas: Bantwan Penvelenggaraan
Pendidikan Madrassh Diniysh.

EASAL DEMI PASAL

Pazal 1
Culoap jelas.
Pasal 2
Culup jelas:
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukuyp jslas.
Paszal 5
Cukugp jelas.
Pasal &
Ayat (1]
Culoup jelas:
Avat (2]
Culrup jelas:
Avat (3]
Culkup jelas,
Ayat (4]
Yang dimak=ud Madrasah Dinigah Ma'had Aly adalah Pendidikan
Pesantren jenjang pendidikan tinggs vang diselenggaralan oeh
Pegsantren dan TDberadas ‘dihngkungan Pesantren dengan
penyelenggarsan kajian keislaman sesusi dengan kekhssan
Pezantren yang berdasar Kitab Euning s=cara berjenjang dan
berstruktur.
Pazsl 7
Avat (1)
Madrazsh Ibtidaiveh adalah =alsh satu bentuk zatuan pendidikan
formal vang menyelenggarskan pendidikan umum ‘déngan
kelchasen agsms Islamn pada j=ojang pendidilesn dasar, di dalam
pembinaan Menteri Agama.
Avat {2)
Madrssash T=anawiyah adslatt salah’' sam benmik safuan
pendidikan formal yvang menvelenggarakan pendidikan umum
dengan kekhasan sgama Islam’ pada jenjang pendidikcan dasar
sebagas lanjutan ‘dari 5D, Madrasah Ibtidaivah, atau beatuk lain
yvanpg sederajat, di dalam pembmmaan Menten Agama.
Avat (3]
Sekolah Menengah Aras sdslah =slgh zatma bentuk saman
pendidikan formal vang menyeienggarakan pendwdikan umuam
pada jemjang pendudiken menengah sebagai lemjutan dam SMP,
Madrazah Tsanawiyah, stsu bentulk lam yangs sederamt stau
lanjutan dars hasil belagar vang digloat sama fsetara SMP stau
Madrasah Tsanawivah,
Madrasah Alivah adalah szelah sam bentuk satuan pendidikan
formal dalam binaan Menten Agama yang menyelsnggaraltan
pendidikan umum dengan kekhasan apama Islam pads jenjang
pendidikan mensnpgah =ebagai lanjutan darn SMP. Madrasah
Taanawiyah , atan bentok lsin vanp sedergjat ateu lanjutan dan
hasil belsjar yang diakm sama atau sstara SMP atau Madrasah
Tranawiyvah.

13



Pasal &

Sekolah Menengah Kejuruan adalah =alah =atu bentuk saman
pen.d:.d_r_kﬁ:u. formal vang menvelengsaraksn pendidikan kepuruan
pada jenjang pendidikan menengsh sebagar lanjutan dan
SMP Madrasah Tsanswiyah stan bentuk lsin yang sederajst stan
tanjuian dari hasil belajar vane diskui samas atau setara SMFP atau
Madrazah Tzanawivah.

Culoap jelas.

Passl 9

Culcup jslas:

Pass!l 10

Cukuyp jelas.

Passl 11

Avat {1}

Madrazah Ibudamvah adalah salah sami benmk satusn pendidiksan
formal yang menyelsnggarakan pendidiban umum dengao
kekhasan sgama Islam pada jengang pendidikan dasar, di:dalam
pembinaan Mentert Agama.

Madra=ah Tsanawirsh adalah sslah satu bentuk sstusn
pendidikan formal vens menyelenggaralean pendidiksn umum
dengan kekhassn agama islam pada jenjane pendidiksn dasar
sehaga: lanutan dar SD, Madrasah [hudaiyah, atau bentuk lain
yeng cederajat, di dalam pembimaan Menten Agama.

Sekolsh Menengah Ata=z adalah =alah satu bentuk saman
PE:L‘I.I:I:Ld.‘I.l{E.ﬂ formal yang menyslenggarakan pendidikan nmum
pads jenjeng pendidilsn mensngah sebagai lanfutan dan SMP,
Madra=ah Tsanawiyah, atau bentulk lan yang sederajat atan
lanjutan d=ari hasil belajar vang diskui sams/szstars SMP stau
Madrazsh Tsasawivah.

Madrazsh Aliysh adalsh salsh =am bentmk satuan pendidiksn
formal dalam binasn Menteri Agems vang menyvelengparakan
pendidiksn umum dengan kskhazan asgama Islam pads j=njanz
pendidikan meénengah sebasgal lanjutan dari SMF. Madrazah
Taanawivah_ Aiau beotuk Isin vanpg sedersjat atau lanjutan dan
bias=il belajar yang diakyl sams atau setara SMP atau Madra=ah
Teanawivah.

Sskolsh Menengsh Kejuruan adalsh =slab =zam benmlk satman
pendidikan formal yvang menvelenggarakan pendidikan kejuruan
pada jemyang peadidiksan menengsh =ebapga: lanjutan ‘dari
SMP Madrasah Teanawsyah, atau bBentuk lam vang sederamf stau
lanjutan dari hasil belajar vang disltih sama atau setara SMP atau
Madrazah Tsanawmah.

Madrazah Alyah Kepjuruan adalah salsh sstn bentuk saman
pendidikan formsal dalam bimsan  Mentern  Agama VAnE
menyelengrarakan pendidikan kejuruan dengen kekhssan agama
lzlam pada jepjang pendidikan menenpab sebaga:: lanjutan dan
SMP, Madrmaszssh Tsanawiyah, atau beatuk lain yang sederaiat atay
lanputan dar hasil belajar vang dislon sama atay setara SMP atay
Madrasah Tsanawivah,

Madrasah Aliyah adalsh sslah sami bentuk satuan pendidikan
formal dalam binaan Menten Agame yang menyelensgaraltan
FE‘.I'.‘I.EI:LIi‘LlIE.ﬂ umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang
pendidikan menengah =ebagai lanjutan dan SMF. Madrasah
Teanawiyah. atsu benmmk lain yang sedersjat atsu lannitan dan
hazil belsjar vang dialon sams atau setara SMP stau Madrasah
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Tzanawtyrah.
Sekolah tinggi adalsh pergurusn tingsi vang menyelenggarakan
pendidiktsan skadermbe danfstan wlaan dalam bngkop sata
disiplin ilmu tertentu dan jika memenul: syarat dapat
menyvelengrarakan pendidikan projes:.
Avat 2
Cukup j=lss
Pazal 12
Culoap jelas.
Pasal 13
Culup jelas:
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukuyp jslas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.

Passl 18
Ayat {1]
Culoup jelas,
Ayat (2]
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas,
Huomfc
Culup jelas.
Hurnfd
Culnp jelas.
Hurufe
Yang dimsksud “bantusn fmzilita=zi iainnva”™ dapat berupa
faszititasi penyelenggarasn kuritulum Madresah Dindyah vang
berkoordinasi dengan instansgi berwenang vang teriait.
Avat {3}
Culkup jelas:
Avat {4 '
Cukup jslas:
Axat {3)
Yanpg dimaksud bantusn hibah adalsh penyerahan dadns atau
barang olth Pemermtsh Daerah kepada pihak tsrtentu, baik
mdvidu, kelompok. maupun Lembaga tanps adanya imbalano
stau syarat yang membeban: penrsnma.
Yang dimaksud bantuasn sosia]l adsaish penverahan dana stau
barang yang diberikan secara langsung kepada Masyerakar stan
kelompok Masyarakst yang berada dalam kondisi rentan stay
terdampak bencana.
Ayat {6)
Culup jelas
Pasal 19
Culoap jelas.
Pazal 20
Culmup jelas.
Pasal 21
Avat (1)
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Cukup_ jelss

Avat {2)
Yanpg dimsksud Baden Pendaspstan, Pengelolaan Esuangan dan
Aszet Dasrah adalah Badsn Pendapstan, Pengelolsan Ksuangan
dan A==t Dserah Kabupaten Grobozan.
Yang dimaksud Bapian Kesgjahteraan Rakvat adalah Bagian
Kessjahteraan Rakyat Sekretariat Dasrah Kabupsater Grobogan.
Avat (3}
Yanpg dimiasksud Inspekiorat dasrah ‘adalah Inspektorat Daerah
Kabupsten Grobogan
Avat {4
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMEARAN DAERAH DAERAH KABUPATEN GROBOGAN PROVINS]
JAWA TENGAH NOMOR :
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

Jaian Bhavangkara Momor 3 Purvadadl, Gmhqgan. Jawa Tengah 32111
Telepon (0292421145, Faksimie {0292) 422532
Laman dprd grobogan.ga id. Pos-el dprd@orobogan goid

LAFPORAN HASIL RAPAT EERJA
BADAN PEMBENTUEKAN PERDA DPRD KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 08 [ BAPEMPERDA / IX / 2025
TENTANG

MEMBAHAS HASIHL FELAKSANAAN FUELIK HEARING
DALAM RANGEA MENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT ATAS RAFERDA
INISIATIF DFRD KABUFATEN GROBOGAN TENTANG FASILITAS] BANTUAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH

PENDAHULUAN

Bahvwe  sebagaimana Keputusan DPRD Kabupaten Grobvogan Nomor
188 18/40 Tahun 2024 t(=ntang Fver-s_etuju&_ﬂ Program Pembentukaa Peraturan
Dzersh Kabupaten Grobogan Tahun 2023 ada 1 |satu) Raperda yang merupakan
usulan Badan Pembentulian Perds vang skan dijadiltan Raperds Inisiatd DPRD
vaitu Rancangan Peraturan Daerah Ksbupaten Grobogan tentang Fasilitasi
Penyelensgaraan Peadidilan Madrassh Dinivah vens merupskan usulsn dar
Badan Pembentukan Perda DPRD Ksbupaten Grobegan Selsnjutnva guna
Grobogan Nomor 18018 /201 /2025 tangpal 7 Maret ‘2025 Tentans Pembentukan
Tim Pelakzaoa kegiatan psmbahasan Raperda Tentang Fasilitasi
Penyelanggaransn Pendidilean Madrasah Dinivah dan surat Keputuzan Sekretaris
DPFRD Kabupatsn Grobegan Nomor 175/43 Tahun 2025 tentang Penunjukan
Narasumber dan Angbmis Kebyakan Umum Kegiatan pembentukan Perda dan
Peraruran DPRD vang merupakan Tim dan Kemenkum Provins Jawa Tengah .

Berdasarkan maksud dan pertimbangan terzebut sebasaimana Heputusan
Badan Musyvawsdrah DPRED Kabupaten Grobogan Nomar : 188,18/ 17 Tahua 2025
tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Hadan Musyawarah DFRD Kabupaten
Grobopan Nomor 15 Tahun 20253 rencana / Program Kegiatan DPRD
Kabupsaten Grobogan unimk bulan September 2025 dan Surst Undasdgan
Pimmpinan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1(]@.3.2,"3?4;‘ SETWAN /2025 tanggeal

17 September 2025 perthal Undangan Rapat Ksrja Bapemperda pada har Senin
anggal 22 September 2025 dengan mengundang Tim: Pelaksana kegiatan
Penvuzunan Raperda Fasilitaci Penvelenposrasn Pendidikan Madrsesh Dingrah
Kepala Kemensg Kabupsten Grobogan dan Tim Kanwil Esmenkum Provins: Jaws
Tengah dengan scara melanjukan membshas Raparda Inisiatif DPRD Ksbupaten
Grobogan Tahun 2025 tentang Fasilitas; Bantuan Penyelenprarasn Pendidikan
E=agamaan Non Formal.



A.

[

Dasar

Pelaksanaan Rapat Herja Badan Pembentukan Perda DPED Kabupaten

Grobogan iny didasarkan pads :

1. Perataran DPRD Kab. Grobogan Nomor 1 Talman 2018 tentang Tats Tertsb
GPFRD Kabupaten Grobogan:

2, Eeputusan Badan Musyawarah DPRD Kah. Grobogan Nomor 188./17

Tehun 2025 teéntang Ferubahan Kedua Atas Eeputuzan Badan

Musvawarah DPRD Esbupsten Grobogan Nomor 15 2 Tahuno 2025

rencana | Program Kegiatan DPRD Ksbupaten Grobegan untuk bulan

September 2025;

Surat Undanpan Punpinan DFPRED Kabupaten Grobogan Nomor

100.3.2/394 /SETWAN /2025 tanggal 17 September 2025 perthsl

Undangan Rapat Kerja Bapemperda pads han Senin tanggal 29

Beptember 20235,

(s

Tujuan

Membahas sinkronisasi [ harmonizasi Hasil Pelaksansan Publik Hearing
dalam rangka menverap aspiras: masyvarskat atas Ragerda Imiszatd DPRD
Ezbupsten Grobogan  Tenmtang Fasilitasi Bantusn Penyvelengrarasn
Pendidikan Madrasah Dinivah

Waktu dan Tempat

1. Espst Kerja Badsn Pembentukan Perds DPRD Kabupsten Grobozan
dilaksanakan dalam ! [satm) kal walktu rapat, harn Senmn 29 September
2025,

2. Tempat Pelak=zanasn Rapat Kerja di Ruanpg Rapat Komisi A DPRD
Eabupaten Grobogan.

FPeserta Rapat

Rapat Kerjs Baden Fembeniukan Perda DPRD Kabupaten Grobopan terdirg
dari :

Uzisur Badan Pemberitukan Perda :

1. HMusspak SH. - Ketua Bappemperda dan Frakei POl Perjuangan

2. Tenny Hidayanto - Angpota Bapemperda dars Fraks: PDI

3, Subandrio - Anggota BEapemperda dan Fraksi PDLPeqjuangan

4. Suksnto, SH MH, - Anggota Bapemperda dari Fraksi PKB

5. Achmad Taufile.SIP - Anggota Bapemperda dan Fraks: Genndra.

6. Beni Susante ST. -- Anggota Bapemperda dan Fraks: Genndra.

7. dr.h. Wehono Endro Purnawanto-Anggota Bapemperda dan Fraksi Ksrva
Demokrat,

Unsur Bksekunt :

- H.Fahrur Rezi SAg M.5i Ka Kemenag.
- Pamitia Pelaksans kegistan Penoyusunsn Raperda Fauilitas
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Dinivah



- Tim Kemenkumhsin Provinsi Jawa Tengsh.

E. Sistimatika Laporan

Laporan Ragat Kerja Badan Pembentuksn Perda DFRD Ksbuparen Grobogan
ini disusun sebagal benkut @

1.
II.

II.
V.

FENDAHULUAN

MATER] DAN HASIL PEMBAHASAN
KESIMPULAN DAN SARAN
FERUTUF

. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN

A. Materi Pembahasan

Draf Raperda Tentang Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidilan
K=agamaan Non Formal,

Saran dan Masukan sscars tertulis Pubhk Hesring pada tanggsl 15
‘Ssptember 2025,

B. Ha=zsil Fembahasan

Badan Pembentuksn Perda menyetuju :

L.

]
e

Menambahlkan E.Etﬁﬂ_tllélﬂ pasal 12 ayat |3) huruf 4 definis | pengertian
“Rumah Tanhdz Qurian (BRTQ) buruf d lama menjad: huruf =.
Mensmbahksn pasal 16 yvang berbunyi sebagsl beriloat :

Paszal 16
Lulusan Madrasah diniyah takmiliyah dapat diharga: ssderajat dengan
Pendidiksn formal setelah lnlue njisn yang diselenggaralean oish satman
Pendidiksn vang terakreditas dan ditinmk oleh KEementerian apama.
Lulusan Madrasah dinsrah takemiliyah yang memperoleh jjazah sederajat
Pendidiksn formal sebspsimans dimskswed pads ayst (1] dapat
melenjutkan ke jenjang berikutnys pada jenis Pendiudikan lainays,
Untuk pa=al 16 lama meanjad: pasal 17 dan seterusnoya.

[II. KESIMPULAN DAN SARAN

A, Kesimpulan
1. Esdan Pembentukan Perda menvetupn penambahsn 2 |dua| ketentusan

2.

baru didaiam Draf Raperda tentang Fasilitas: Bantuan Penvelengparsan
Pendidiksan Keagsamaan Nen Formal sebagaimansa hasil pembahasan dan
menyerahan penyusunannya kepada Tim Penyusun,

Rapsat Badan Pembentokan Perda dapat berjalan dengan badk dan Iancar.

B. Saran
Tim Peavasun =sspera meoyusun draf THRaperda tentanpg Fasilitas:
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Penyelengoarann Pendidikan Madrasah Diniyeh sesuai dengan hsasil Rapat
Kerja Badan Pembentukan Perda DPED Ksabupaten Crobogan.

IV. PENUTUP

Demiloan hasid laporan Rapat Kera Badan Pembenmukan Perds DFED
Eabupaten disampsikan kepads Punpinan DPRE Kabuparen Grobogan sebaga:
bahan perumbangan guns pengambilen kebyakan lsbih lanjut.

Purwodadi, 29 September 2025
BADAN PEMBENTUEAN FERDA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GROBOGAN
a  RETUR, ¢

=
3 TEAPAEJ' 8H. .
.y



.-’""”‘:““"*_‘_ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(@ KABUPATEN GROBOGAN
=

Jalexn Bhsyangkers Nomor 3 Pooreodeds, Gmbogan Jows Tengsh 58111
Telepon (O2%2) 421145, Fakr=imile (B292) 4225332

Laman dprd srobosan:gead. Pos—el dprdEsrobopan. g0

LAPORAN HASIL RAPAT KERJA
PANITIA KHUSUS VII TAHUN 2025 DPRD KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 2 / PANSUS VII-2025 /1 [ 2026
TENTANG
PEMBAHASAN DAN PENYEMPURNAAN ATAS

RAPERDA TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIEAN
DINIYAH NONFORMAL

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Bahwa Raperds tentenpg Fasilitasi Banhian Pedyelenggsrasna
Pendidikan Madrazah Diniyah, telah disebupdi menjadi Raperds Inisiatf
DPRE Kabupsten Grobogan pada Rapat Paripurns ke-38 pads tanggal 3
Okiober 2025, Selanjuinya sebdgmimans surat Pimpinan DPRD
Rebupaten Grebogan | B/100.3.2/547 /SETWAN /2025 tanggal 7 Oktober
2025 perihal Peavampsisn Raperda Hisianf DPRD Kabupsaten Grobogan
berikut Naskah Akademik Raperda Iodsiatif, DPRD telsh menvampaikan
Raperda terssbut di atas kepada Bupanh Grobopan untuk dilakukan
pembahsasan =esum deopan ‘peraturan perundang-undsngan  yang
berlaku.

Satelzsh melalus beberapa kel pembshasan dimula: dengan
Pembicarasan Tinglat | Tahap Kesatu [Penjelassa Pimpinan Bapemperdal,
vang dilanmtkan dengan Pembicarasan Tingkst [ Tahap Eedua
(Penmyampsaian Pendapat Bupaty Grobogan), dan Pembicaraan Tingkat |
Tahap Ketica (Jawaban Fraksi-Fraks:i DFPFRD .atas Pendapat Bupat
Grobogan), pembahasan [ebih lanmut ats:s Haperds tentang Fasilitas:
Esntuan Penyvelengparaan Pendidikan Madrseah Dimiysh, disetupn uninl
dilanjutitan dengan Pembicsrasn Tingkat | Tahsp Keempat dalam forum
Eepat Panita Khusue VII Tahun 2025 sebagaimana Keputusan BDFRD



ful

Esbupatern Grobogan Nomor 180.18/30 Tehun 2023 tentang
Pembentulktan Panitte HKhusus VII Tabuan 2023 DPRD Ksbupaten
Grobogan.

Berdazarkan hal tersebut di ata=z sesual dengsn surat Pimpinan
DPRD Kabupaten Grobogan Nomor : 100.3.2 /494 /SETWAN /2025 tanggal
2 Nopember 2025 dan Nomor : 100.3.2/546/SETWAN /2025 tanggsl 4
Desember 2025, Panitiz Ehusus VII Tahun 2025 DFRD Kabupsaten
Grobogan berzama Perangksat Dasrsh terkait dan Tim Penyusun Raperda
telah melakukan rapat kerja dalam rangka pembahssan dan
penyempurnasn atas Raperda terntang Fasilitasi Bantuan Penvslengearasn
Pendwdikan Madrassh Dintvah, psds bhan Kamis tanpsal 5 Nopsmber
2025, dan harn Seqin, tengpgsl B Desember 20235,

Sslanjutnya hasil pembahasan atss Raperda ientang Fasilitasm
Bantusn Penyelenggarasn Pendidikan Madrasah Dinsyah  tersebut
disampaikan kepada Gubernur Jaws Teogabh untulk dilalokan fasilitssi.
Sehubunigan denpan fasilites dimakead  Gubernur Jawa Tengah melal
suratnya Nomor : B/100.3/13/2026 tanggal 12 Januan 2026 perihal
Hauil Fasilitasi Rancanpan Peraturan Dasrah Kabupaten Grobogan, t=iah
memberikan haml fazilitast stas Raperda tersebut vane kemudian
ditindaklsnjuti dengan Rapat Kerja Panitia Khusus VI Tahun 2025 untuk
menyempumakan Raperda dimaksud sesust hasi fasilitasi Gubsrnur,
sebagaimana surat Pimpinan DPRD Kab., Grobegen Nomor
16052/ 17/SETWAN /2026 mngsal 13 Januan: 20266 peribal Undengan
Rapat Keria Panitta Khusus VI Tahun 2026 pada han Kamus tanggal 15
Jamuan 2036, dengan mengundang PFimpinsa dan Anggota Hadan
Pembentukan Feraturan Dasrah (Bapemperca) DFRD Eabupaten
Grobogan serta Peranglkat Daerab terkair,

Seteish dilaslukan rapat fraksi untuk ‘menyusun pendapat fraks:
atas Raperda dimaksud pada han Kamiz [Malam| tanggal 15 Januan
20326, selanjutnya: sebagaimans surat Ketna DPRD Kabupaten Grobogan
Nomor : 100,3.2/27/SETWAN /2026 tansgal 19 Januan 2026, pada han
Rabu tanggal 21 Januarn 2026 telah d.l.’lahsaﬂakaﬂ Hapat Panins Khusus
VI Tehun 2025 guns menyusun laporan hasil Eapat Kerja Penitia Khusus
VI Tshun 2025 stas FRaperds tentans Fasihtas: Peovelenggarssn
Pendidikan DHngyah Neaformal.



2.

Landazsan Hulkum

Pelak=anasan Rapat Kerjz Panma Ehusus VI Tabun 2035 DFRD

Kabupaten Grobogan ini didasarkan pada :

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintashan Daerah
cebagaimana telsh beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Noemmor 6 Tahun 2023 tentang Penstspan Atat Persiuran
Pemerintah Pengpanti Undang-Undang Nomar 2 Tshun 2022 tentang
Cipta Kegja menjadi Undang-Undang;

b. Ksputusan DPRD Kabupaten Grobogen Nomor 180.18/30 Tahun 2025
tenteng Pembsntuksn Panitia KEhuosuz VI Tahun 2025 DPFRD
Kabupsien Grobogan;

c. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor :'B/100.3/13/2026 tanggal 12
Januari 2026 perihal Hasil Fasilita=: Eancangan Peraturan Daersh
Kabupaten Geobogan:

d. Surar Pimpinan DFRD Eabupsaten Grobogan Nomor : 100.3.2/494/
SETWAN /2025 tanggal 2 Nopember 2025 penhal Undangan -Hapat
Kerja Panitta: Ehusus VII Tahua 2025 DPRE Kabupsten Grobogan
pads hen Kamss, 5 Nopember 2025;

g, Surat Pimpinan DPFRD Eabupaten Grobogan Remor ; 100.3.2/346/
SETWAN/2025 tanggal 4 Desember 2025 perihal Undangan Rapat
Eerga Panmia Khusus VII Tahun 2025 DPRD EKabupaten Grobogan
pada harn Semin, & Dezember 2025;

f. Surat Pimpinan DPRD Kabupaien Grobogan Nomor : 100.3.2/17/
SETWAN /2026 tsnggal 13 Januan 2026 perithal Undangan Rapst
Kerja Panitis' Khuoens= VI Tahun 2026 pads hsei Kamis tanpggsl 15
Jamuar: 2026

g. Surat Pimpinagn DPRE EKabupaien Grobogan Nomor @ 100.3.2/27/
SETWAN /2026 tangpsl 19 Januan 2026, perihal Undangan Rapasat
Panitia Khusus VI Takon 2025 DPFRD Kabupeten Grobogan pada hari
Rabu tangesl 21 Jamusari 2026,

Maksud dan Tujuan

Pembahssan dan Penyvempurnaan Raperda tentans  Fasilitass
Penyelengearasn Pendidikan Dinivah Nonformal,



4. Waktu dan Tempat

s, Rapat Kerja Panitia Khusus VI Tahun 2025 DPFRD Kabupatsn
Grobogan dilakcanalkan delam 4 [empat] lkali waldu rapat, yaitu :

1] Hari/Tgl. : Kamie 5 Nopember 2025
Jam : 1230 WIE =/d selesa:
2] Hari /Tgl. : Senin, 8 Desemher 2005
Jam : 090.00 WIB e/d ecliezai
3| Hari / Tgl. : Kamis, 15 Januan 2026
Jam : 02.00 WIB s/d selssai
4] Han [ Tgl : Rabu, 21 Januse 2026
Jam : 13.00 WIB s/d selesai

b. Tempat pelsksanasn ERapat di Kuang Rapat Panrpurna 1 DFRD
Kabupaten Grobogan.

3. Peserta Rapat

Pesents: Rapat Kerja: Panitia Khusus VIl Tahurn 2025 DPRD Kabupsten
Grobepan terdini dan :
8. Unsurlegislanf:

1} Panitia Khusus VI Tahua 2025 :

a} H. Musapalk SH. - Ketua Pansus VII Tahun
2025 | Ansgota:

bj Ahmad Habibi. S.Ag. - Walkil Ketua Pansus VII
Tahun 2023 [ Angpota;

¢] Gunawan - Angzois:

d| Tonny Hidayvanio - Anggots:

e} H. Eko Budi Santoso - Angsota:

fj lNoriza Sintilhe Matatizs, S.P=i. - Angzota:

g] Mansata Indah Maratona, M.S.L - Anpgois;

h] Achmad Taufik, S.0F. - Anggois!

t| Fandz Ristant 5H. - Anggots:

jl| M. Qanniexna EMA, SH. - Anggota:

Ej MA. Amaun BoizAbdul Ghom, SE. - Angozota:

1] H. Bukhon, SH. - Angooma:

m| Suranto, S.Pd., M.Psi. - Angooia:



i

Hosur Eksalaif

1] Riadga Priambode, SH. - Kabgg, Hukum SETDA;
2] AY-Anwar. 5.So0=s., MM, - Kabag, Kesra SETDA:
3| Sutemo, S.Pd., M:Pd. - Kabad. Pembinaan

PAUD dan Pendidikan
Non Formal pada Dinas

4] Purwadi S Th.l., MH: - Kas=i, Pondok Pezantren
Kantor Eementensn
Agama Kab. Grobogan;

3] SriSedyaimi Ekowatl SE., MM. - Sub Koordinzstor
Adminietrasi Anggaran
Belarija I BFPKAD;

&) KRurbsmi, 5.50=. LA, - Perencsns Ahh  Muda
BAPPEDA;

7| Rukminijanti SE. - Pelgkzans Bagian Kesrs
SETDA:

8| Fimnana Mei Bahmawan SH, - Peanyusun Maten
Hukum dan Perundang-
undangan Bagian
Hulum SETDA:

G| Sitt Amanl Ulliah SH. - Apahs Hukum  Ahhb
Pertama Bagian Hukum
SETDA;

10} Sendy Prasetys - Bagian Kezra SETDA:

11} ids Rahmawati - Kementsrian Agama
Kabupaten Grobogan;

Uosur Sskretariat BPRD :
1] Agoes Prasetyo Adi P, SH. - Kabag. Persidangan dan

Perundang-undsngan:
2]  Suprivad:s, SH. - Perancang Peraturan

3] Runung Desi Elana SE., MM. - Penzalah Legslatf Ahh

4| Staf Bagian Persidsngan dan Perundang-undsngan.



6. Sistimatika Laporan

Laporan Eapat Kerja Panrtia Khusus VI Tahun 2035 DPFRD Kabupaten
Grobogan ini dizsusun sebaga: berikat :
A, PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Landa=zan Hulkum
Maksud dan Tujuan
Walttu dan Tempst
6. Sistimatika Iaporan

i

n

E. MATEFI DAN HASIL FEMEAHASAN
i. Alaten Pembahs=an
2. Hasil Pembahassn

C. PENDAPAT-PENDAPAT FRAKS]
D, EESIMPULAKN DAN SARAN
E. PENUTUFP

B. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN

1. Materi Pembahasan

&. Rancangan Perda tentang Fasilitssi Bantuan Penyvelengparasn
Pendidikan Dinivah hasil Harmonisasi.

b. Jawaban Fraks=i-Fraksi atas Pendapat Bupat Grobogan terhisdap
Raperda Inisiatd DPED Kabupaten Grobogan tentang Fasilitasi
Bantusn Peayelenggaraan Pendidikan Madrazah Dinsvah.

c. Surar Kepala Kanwil Kemenium Provine: Jawa Teapah Nomor : W.13-
FE.04.02.811 tanggal 28 Okiober 2025 perihal Penvampsian Hasil
Pengharmonisasian. FPembulatan dan Pemantapan EKonsepm
Rancangan Peraturan Daesrah Grobegan.

d: Peraturan Pemenntab Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pendidikan
Agama dan Pendidikan Keagsamasn.

e, Persturan Menten: Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan
Keagamaan Islam,

f. Peraturan Menter: Agams Nomer 31 Tahun 2021 tentang Pesantren.
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g. Surat Gubernur Jawa Tengsh Nomor : B/100.3/13/2026 tanseal 12
Jamiari 2026 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah
Eabupaten Grobogan.

2. Hasil Pembahasan

5 Rapst Keria Panitia Khusus VI Tahun 2023 DPED Kabupsten
Grobogan bersama Perangiat Dasrah terkait sepakat dan menyetajul
untulk menyempurnakan Raperda tentang Fasilitasi Bantusn
Penvelenggseraan Pendidikan Diniyeh, sesuai hssil harmonizasi
Raperda zebagaimans surat Eepala Kanwil Kemenlum Provinzi Jawa
Tengah Nomor : W.13-PP.04.02.811 tanggal 28 Oktober 2025.

b. Rapat Kerja Pamitin EKhusus VI Tahun 2025 DPRD EKabupaten
Grobogan bersama Peranglat Daerah terksit sspakat doan menyetijm
penvempurmaan Raperda tentanpg Fasilitas: Bantuan Penysienggaraan
Pendidikan Dinmvah sesual dengan hasil pembahssan dan  hasil
Faszilitas: Gubernur Jewa Tenpah sebagaimmans surat Gubermur Jawa
Tengah Nomor : B/100.3/13/2026 tanggal 12 Januan 2026 perihal
Hasil Fasilitasy Eancangan Persturen Daersh Kabupaten Grobogsn,
dengan hasil sebagss berikut :

1) Judul Rancangan Perda dmbah menjadi : “FASILITAS]
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIYAH NONFORMAL™
Sslanjuinya pada batang rubuh juga menyesumikan.

2] Konsideran Menimbang dan Diktnin Meneiapkan diubsh dan
disempumaloan. sehinggs berbuny: sebags: berilont :

Menimbsnpg : a. bahws Penvelsnggarasn Pendidikan Dhnivah
Noaformal vang dikelols msasyarakat
merupskan =alah satn wadah uniuk membing
generasi peoesrus bangsa beragama Islam
dalsm rangks mewujudlean sumbsr daya
manusia yang bernimsan dan bertshwa seria
berakhlask muba sssust deagan ketsntusn
Undang-Undang Dessr Negara Republik
Indonesm Tahun 1945;

b. bahwa uantuk mepciptakan Pendidikan
berkarakter yang menggali qula-niley
keapamasn dan meoral i=lami:  sebagass
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pelengkap pendidikan agama bagt siswa taman
kanal-kanak sekolah dasar dan menengah
periu adanya wuud nyata penyvelensgaraan
Pendidikan Dinivah Nonformal:

c. bahws untuk memberikan arah, landa=an dan
kepastian buknim dalam membenkan
dukuncan Fazilitan Penyelengparasn
Pendidiltany Diniyvah Nonformal diperlukan
Peraturan Dasrah:

d. bahwa berdazarkan pertimbangan
sebagaimans dimaksud dalam huruf a, burof
b, dan hurof ¢, perlu menetapkas Peraturan
Diasrah tentang Fasilitasi Penyelenggarasn
Pendidikan Dinivah Nonformal;

Menpsiapkan : PERATURAN DAERAH TERTANG FASILITASI

FENYELENGGARAAN FPERDIDIKAN DINTYAH
NONFORMAL

Eetentuan Umum Pasal 1, diubah dan disempurnakan, sehingsa
berbunyi sebaga: berikut @

Paszal 1

Dalam Peraturan Daerah imi yang dimaksud dengan:

1.
o

LA

Dasrah adalsh Kshupat=n Grobogan.

Pemerintah Da=rah adalsh Bupati ssbags: unsur penyelensgara
pemerintshan dasrah yang memimpin pelskesnasn urusan
pemerintahan yang menjad: kewenangan dasrah otwnom.
Bugpati adalah Bupati Grobogan.

Karntor Kementerian Agama adsish Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Grobogan.

Dinas Pendidikan Eabupaten Grobogan yang selanjutnva
dizebut Dhna=s Pendidikan adalsh Perasnpkat Dasrah vang
menyelengparakan wisan pemenntahan i bidang Pendidilean.
Pendidikan sdalsh wusabha sadar dan terenpcans uamak
mewijudikan sussans belajar dan proses pembelajaran agar
peserts dudike secara aktf menpembangksn potens: dirinya
untule memililn keknstan spiritual kesgamasn, pengendslian
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diri, kepnbadian, Icecerdaszan, gkhlsk muhas, zerta
keterampilan. yang diperlukan dirinya, masyarakat. bangsa,
dan negara.

7. Penvelenggsraan Pendidikkan adalah kegiatan pelaksanaan
zistem Pendidiksn pada satusn atau program Pendidikan psds
jahar, jeniang, dan jenie Pendidikan agar prozes Pendidikan
dapat berlanpsunp sssuas denpan tajuan Pendidikan nasional,

8. Fasilitas: Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal yvang
selanjutnys disingkat Fasilitasi Penyelenggarssn Pendidikan
adalzbi pemberian fasilitas dan Pemenotah Daerah untuk
melafncarkan pelakeapaan fungsi dalam penyvelenggarasn
Pendidiksn keapesmasn Dinivah Nooformal sesusil kemeampusn
lkkeuangan Daerah dan kewenangan Daerah.

9. Banian Pendidikan adslsh kelompok lavanan Pendidikan vang
menyvelenggarakan Pendidikan psda jaiur formsel nonformal
daninformal pada-setvap jenjansg dan jemis Pepdidikan,

10. Jeojang Peodidikan adalah tahapan Pendidikan vang
ditetapkan berdasarkan tngkat perkembangsn peserta- didik:
fuwjuan vens aken dicapm dan kemsmpuan | yang
dikcembanglean.

11. Pendidikan Diniyah adalah Pendidikan keapamaan Islam vang
dizelenggarakan pada semua jalur dan Jenjang Pendidikan,

12, Pendidikan Diniyah Nonformal adalat Pendidiksn ksagamaan
Izlam yang disclenggaraksan dalam bentuk Msdrasah Dhinityah
Takmilivah Pendidiksn Al-Qurian, Majelic Takim, atau beatnk
lain yang sejenis baik dt dalsm maupun di luar pesantren pada
jalur pendidiikzan nonformsl,

13. Pendidiksn Al-Qur'an adalah lembags Pendidikan keagamasan
Isiam yang bertujusn untuk membenkan pengajaran bacasn,
talizan, hafalan, dan pemahaman Al-Qurian,

14, Majelis Talim adslah lembaga atau kelompok masyarakat yang
menyvelenggaraskan Peadidikan  kesgamasa Isiam yaog
bertujuan untuk menmegkstitan pemsheman dan pengamslsn
gjaran Agamsa Islam di kalangan masyarakar dalam kshidupan
zehan-har.

15.1nsentif adalsh penghargaan dalam bentuk wuang danjatau
pelanhan yang diberilean kepads pendidik sebapsi bentuk
pembinasn.
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8
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16, Masyarakat adslash Kelompok Warga Negara Indonesia
nonpemenniah yang mempunya: perhatian dan peranan dalam
bidang Pendidikan.

Kstentuan Passl 3 huruf s kata “penyelenggara”™ diubsh menjadi

“penvelenggaraan”,

Fazal 5 dihapus. sshingga urirtan Passl selanjutnya menvesusikan.

Ketentuan Pasal 3 baru ayat (1}, dmubsh dan dizempurnakan
(1} Pendidiksn Diniyah Nonformal disslengsarakan dalam bentulk:
a. Madrasah Dinivah Takmihvah;
b. Pendidikan Al-Qurian;
¢. Majeliz Taklim; dan
d. Pendidiksn Diniysh Nooformsl lsinnoya sesusl ketefituan
peratursn perundang- undangan.

Ketentuan Pasal § baru, diubah dan disempurnaksan menjadn

Pazal 6

Madrazsh Dinivah Takmilivah sebagaimana dimak=ud dalam Paesl
3 svat (1) burnf s bertujuan untuk melengkepi pendidikan &gama
Islam wvang dipsrocleh di sekolah dsasar/madrasah  ibtidanysh,
sekolah menengah pertams/medrasah  tsanawiyah, sskolsh
mensngah atas /madrasah iyah, sekolsh menesngah
kefuruan fmadrasah alyah kejuruan atau di pendidikaa tinge:
dalam rangka peningkatan keimanan dan ketaltwsan peserts dudik
kepads Allah SWT.

Ketentuan Pasal 7 baru ditambahkan 1 (sam) ayat baru, yang
berburm s=bags herikouai:

(3) Pendidikan Al-Qur’an terdiri stas:

tamean kanalc-kansk A-Ohuaran:

rtamen pendidikan Al-Quran:

ralimul Qur'an 11 aulad:

rumah tahfidz Al-Qur'an:

pendidikan anak usia dini Al-Our’an: dan

f. bentul lain vane sejenis,

fop o oB

b
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9| Pasal 11 lama dihapus sshingga wurutan pasal selanjutnys
menyesuaikan.

10} Ketentuan Fasal 10 baru diubsh dan disempurnakan, sehinsza
berbunyvi esbsps: berilnat ¢

(1)

2)

&

(<

(=)

(6)

Pas=al 10

Pemerintzh Dasrah ‘dapat memberikan Fazilita=i
Peniyelenggaraan Pendidikan Diniyvah Nonformal vang benzin
Fasilitasi Penvelenpgarant Pendidikan sebagaimsana dimslesad
pada ayat (1) berups baotusn sumber daya pendidikan
melipisti:
=,  pendidik;
b. tepaga kepepdidikan;
. Cans!
d. sarana dan prasarana peadidilean:dan
g, bantuan fasilita=st lainnys sesus dengan  ketentusn

peraturan perundang-undangan.
Pemenntah Dasrah dapat membenkan Insentif atau benmk
lain sesuar dengen ketentuan peraturan perundang-undangsan
kepada pendidik dan tenags kependidikan ssbagaimana
dimak=ud pada ayat {2) huruf s dan huruf b
Pemberian Inzennf sebagaimana dimsksud pads =ayat (3
dilaksanakan dalsm bentuk:
a. bantuan kezejshteraan: dan/stau
b. pengesmbangan keahlisn pendidile dan tenaga kependidilean,
Pemberian Fasilitssi Penyelenggaraan Pendidikan =ebagaimsana
dimsksud ayat (2} humaf ¢ diberikan dalam bentuk dans
operasicnal sSssual demgan ketentuan peraturan perundang-
undsngan.
Pemberisn Famhitasi Penyelenggaraan Pendidikan scsbagaimana
dimaksud pada ayar (2} huruf d dibenkan dalam beaotuk
bantuan sarana prasarena pendidikan yang dibutahkan
Pendidikan Pintyah Nonformal.



(B

9)

32
Bantuan fasilitas: leinnya sesus dengan ketentuan persturan
perundang-undangan scebagsimana dimaks=ud pada ayat (2)
hurmf e dapat berupa pelatthan dan/atan beasiswa pendidikan
sesual dengan keahlian yang dibutuhkan bagi tenaga pendudik
atan tenaga kepsndidikan guns pengsmbangan Pendidikan
Diniyah Nonformal,
Pemberian Faruilitas) Penyslengraraan Pendidiksn ssbagasimana
dimairsud pads ayat (1] berupa bantuan hibah stan bantuan
sosial.
Pemberian Fasilitazi Penvelenggaraan Pendidiksn ssbasaimana
dimsksud pada aval (1) diaksanakan sesum1 kewensngan
Pemermtah Daerah dan kemampuan keuangan Diaersh,

[10]Sertifikat atan istilah lainnyva vang diperoleh peserta didik

dalam mengikut sstiap jeajang Madrasah Dingyah Takmiivah
dapat dipuinakan ssbagal nilss tambsah dalam mengmkut proses
penenumaan peserta didik baru pada Jengans Pendidikan

lamnnya-sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan.

(11) Eetentuan lebih lamput mengenat tate cara pemberian Fasilitas:

Penyelengparaan Pendiikan Dhiniyeh Nonforma!l ssbagsimans
dimaks=ud pada ayat (2| diatur dalam Persturan Bupan,

11} Pasal 13 lama dihapus sehingga urutan Pasal selanjuinya
menyesusmkan.

12} Ketentuan Pasal 11 baru. Pasal 12 baru dan Passl 14 baru diubah
dsn dieempurnalksn menyadi:

(1)

12)

Pa=a1 11

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawsasan terhadap
Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Dmiyvah Nonformal &
Daerah.

Pembinaan sebagmmana dimsaksnd pads ayat (1) dilsksanskan
oleh Dinas Pendidikan dan perangkat dasrah yang bertugas
membanty Bupan sebags: unsur siaf peadukung dalam
pelaksanasn warmasan Pemenntehasn Dasrabh dan  dapas
menmlutzertakan Kantor Kementenan Agamaes.
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(3] Pengawasan  ssbagaimana dmmaksud pada ayet (L)
dilaltsanakan aleh peranglkat dasrah yang menyelensgarskan
urisan pemenniahan di bbdang Pengavwasan Pemermtahan
Dasrah.

(4} Eetentuan lebih lanjut mengenai pembinasn dan pengawazan
zebagaimans dimakeud pada ayat (1) duatur dalem Permturan
Bupati.

Pa=gl 12
(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dslam pelaksanaan Fasilitasi
Pesniyelenggaraan Pendidikan Dinivah Nonformsl di Daersh,
(2] Fasilitasi Penvelenggaraan Pendidilkan sebagaimsans dimsksad
pads ayat (1) dilsksanakan sesuai dengan ksientuan peraturan

perundang-undangan.

Paszal 14
Peraturan pelakszana dar Peraturan Daerab tm ditetapkso paling
lama & |emam| bulan termtung sejak Peraturan Dasrsh
diundangkan.

153i Hasl penyempurnaan &tas Raocangan Peraturan Daeerah
Eabupaten Grobogan tentang Hasilitas: Fén:;el&ﬂgga.mﬂ_ﬂ
Pendidikan Dhnipah Nonformal, selsngkapnya  sshagaimana

Lampiran dan laporan i,

14 Menunjuk Sdr. Tonny Hidsyante, Angpota Pamitia Khusus VII
Tsbun 2025 DPRD Ksbupatsn Grobogan sebagai Pelapor.

C. PENDAPAT FRAKSI FRAKSI

1.

FRAKSI PDI PERJUANGAN

Menerim= dan menvetujui Raperda tentang Fasilitasi Penyelengparazn
Pendidikan Dintyah Nonformal dengan bebsrapa perubahan dsan
penyempurnaan =sebagmmans hasil pembahssan dalam Rapat Kega
Pamitia Khusus VI Tahun 2023 untuk ditetapkan menjad: Persruran
Daersh Kabupaten Grobogan sesua: perafuran pernundang-undangan yang
barlalou.



2.

4
FRAKS] PEH

Menerima dan meanyetupui Raperda tentang Fasilitasi Penyelensgaraan
Pendidikan Dimgyah Nonformal dengen beberapa perubahan dan
penvempurnasn sebagaimans hasil pembahssan dalam Rapat Kena
Panitin Khusus VI Tashun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan
Dasrah Kabupaten Grobogan =esuai peraturan perundang-undangsn yang
berlaka.

FRAKSI GERINDRA

Menerime dan menveiujui Eaperda tentang Fasilitazi Penvelengparaan
Pendidikan Diniyah Nonformal dengan beberapa perubshan dan
penyempurnasn sebagaimana hasil psmbshasan dsalam Rapst Ksrja
Fanitia Khusus VII Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan
Daersh Kabupaten Grobogan sssua: peraturan pesrundang-undangsen yang
berlalku.

FRAKS] HANTRA

Menerima dan menyvetuy: Raperds tentang Fasilitasi Penyelenpgparaan
Pendidikan Diniyah Nonformal dengsn beberapa perubahan dan
penyempurnaan sebagaimana hasil pembahassn dalam Rapat EKena
Panitia Khusus VII Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Pearaturan
Dasrah Kabupaten Grobogan sssuai peraturan perundang-undangsn yang
berlaia

FRAKSI PPP

Menerima dan menyetujui Eaperda tentang Fasilitasi Penvelenggaraan
Pendidikkan Dinivah Nomformal dengan beberspa  perubshan dan
penyempurnasn ssbagaimana hasil psmbahasan dalam Rapat Ksra
Panitia HKhusus VII Tahun 2023 untuk ‘ditetapksn memjadi Peraturan
Daerah Kabupaten Grobogan sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

FRAKS! EARYA DEMOKRAT

Menerima dan menvetufut Eaperda tentang Fasilitazi Penvelencoaraan
Pendidikan Dhiniyah Nonformal dengan beberapa perubahan dan

penyempurnoaan sebasawmana hasil pembabazan delam Rapat Kema
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Panitia Khusus VI Tahun 2025 untuk ditetapkan meniadi Peraturan
Daerah Kabupsaten Grobogan sesuai peraturan perundang-undsngan yang
berlalka,

FRAKS] EEADILAN NASIONAL

Menerims dan menvetujui Eaperda tentang Fasilitazsi Penvelenggaraan
Pendidilcan Dingyah Nordformel dengan beberspa perubshan dan
penyempurnasn ‘sebagaimana hasil pembsahasan dsalam Rapsat Ksrja
Panitin Khusus VI Tahun 2023 untuk ditetapksn memadi Peraturan
Daerash Kabupaten Grobogan sssuat peraturan perundang-undangsn yang
berlaku.

Pendapat Fraksi-Fraks: selengkapnya sebagawmans terlampir.

D. KESIMFULAN DAN SARAN

1. Eesimpulan

2,

Panitin Khu=us VII Tabmin 2025 DPRD Esbupaten Grobopan sepakst dan
menyetujui Raperds tentans Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan
Dinivah Nooformal denpan beberspa perubahan dan penvempurnasan
csebagaimana hasil pembahssan dalam Bapat Kerjs Panitis Khoens VII
Tahun 2025 unmk ditestapkan menjsdi Peraturan Daersh Kabupsten
Grobogan dslam Rapat Paripurns Dewsn sssual persturan perundang-
undangan yang berlalku.

Saran

a. Dengan islsh dizsempurnshkan dan dizstujiunya Raperda tentang
Fasilitasi Penyelenggaraan Pead:dikan Dingyah Nonformsl olsh Panitis
Khusus VI Tshun 2025 DPFRD Eabupstsn Grobogan, msks
diharapkan agar Rapat Panpurna dapar menerimsa dan menveruaj
Raperda dimaksud untuk ditetapkan meniadi Peraturan Daerah.

b. Peranckat Daerab yang berfupas membantu Bupati sebagsa unsur-siafl
pendulungs agar segera menyusun perafuran pelaksans setelah
diundanskannye Peraturan Dasrah i,
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E. FERUTUP

Demilkian hasil laporan Rapat Kerja Panitia KEhusus VII Tahun 2025
DPRD Kabupsaten Grobegan disampaikan kepads Pimpinan DPRD Kabupsaten
CGrobogan =zebags: bahan pertimbangsn guna pengambilan Keputusan lebih
lanjut.

Purwodadi, 21 Janusn 2026

PANITIA KHUSUS VII TAHUN 2025
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
EABUPATEN GROBOGAN

-

H. MUSAPAK] SH. AHMAD HATIAT, SiAg.




Menimbang :

Mengingat

LAMPIRAN : LAPORAN PANITIA KHUSUS VII TAHUN 2025
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
EABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 2 /PANSUSVII-2025 /1 /2026
TANGGAL : 231 JANUARI 2036

il

EUPATI GREOEOGAN
PROVIKSI JAWA TENGAH

EANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

d.

NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

FASIIITASI PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DINIYAH NONFORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROEBOGAN,

batiwa Penyelenpoaraan Pendidiksn Diniveh Nonformsl vane
dikelola masyaralkat mermpakan sslsh satu wadah untulk
membinsa generasi penerus bangsa bsragama Islam dalam
rangka mewujudlcan sumiber daya manusia yang beriman dan
bertakwa serta beraknlak mulia sesusl dengan ketentosn
Undang-Undang Dasar Nepgara Rspublik Indonssia Tahun
194 5;

bahwa wuntuk meaciptakan Pendidikan berkarskter yang
menggili adas-nila keagamasn dan moral islam sebags
pelengkap pendithikan agama bagt siswa taman kanak-kanalk,
sekoiah dasar dan menengah perlu adanya wupd ovats
penvetenggaraan Pendidikan Dinivah Nonformal:

behwa untuk membsrikan arah, landaszsan dan kepastian
huloam delem membernkan dukungan Fasilita=
Peayelengparasn Pendidiksn Dinivah Nonformal diperiukan
FPeraturen Daersh;

bahwa berdasarkan periimbangan sebagamens dumalesud
dalam huruf a8 huruf 5, dan buruf ¢, periu menetapkan
Peraturan Daergh tentang Fasilitas: Penvelensparaan
Pendidikan Diniyah Nonformal:

Pazal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara REepublik
indonesia Tabun 1945
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Undang-Undang Nomar 13 Tahun 1950 tentang Pembentulkan
Daerah-dasrah Ksbupaten dalsm Linginungsn Prowing Djawa
Tengah [Benia Negars Republik Indonssia Tahun 1950 Nomor
%2):

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemernaizhan
Dasrah (Lembaran Negara Rspublit Indonesis Tabhun 2014
Nomer 244, Tambahsn Lembsran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telab beberapa kali diubal terakhar
dengan Undang-Uhdang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Atas Peraturan Pemerintash Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang [Lembaran Negars Republik Indonssia Tahun
2023 Nomer #1, Tambahsn Lembaran Negsra HRepublik
Indoneza Nomor- 68306):

Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2023 tentang Provins: Jawa
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20233
Neomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesis
Nomor 6867);

Dengan Persstujuan Barsama,

DEWAN PEEWAKILAN RAKYAT DAERAH KEABUPATEN GROBOGAN

Menetapkan :

dan _
BUPATI CGROBOGAN

MEMUTUSEAN:

FERATURARN DAERAH TENTANG FASILITASI
FERYELENGGARAAN FENDIDIEAN DINITAH NONFORMAL.

BAB 1
RETENTUAN UMUM

Fazal l

Dalam Peraturan Daerah ini yans dimaksud dengan:

1
2,

LI

:'-.I

P

Dasrah adalah Kabupaten Grobogan.

Pemerintah Dasrah adalah Bupati sebagai unsur penyelenssara
pemenntahan dasrah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemenntahsn Fang menjad: Kewenangan daesrah otonomi.
Bupati adaiah Bupat Grobogan,

Kantor Kementerian Agama adsiah Kantor Kementenan Agama
Kabupaten Grobogan.

Dinas Pendidikan Kabupaien Grobogan yang sslanjutaya
disebut Dinss Fendidikan adslah Perangkat Dasrsh yang
menyelsnggaraksn urusan pemenintahan di bidang pendidilan,
Pendidiltsn adslabh ussha zadsr dan terencana untule
mewuajudkan sussans belajar dan protes pembelsjaran agar
peserta didile secara aktif meangembanpglan potensi dirinya
untule memiliki keluatan spiritual keagamssn, pengendalian
diri, kepribadian. kecsrdasan, akhlsk mulia, serta
keterampilan, yvansg diperlukan dninya, masyarskat. bangsa,
dan negars.

Pemnyelenggarasan Pendidikan adalsh kegistan pelaksanasn
sistem Pendidikan pada sawan atau program Peadidilcan pada
jalur; jenjang, dan jems Pendidiktan agar proges Pendidikan
dapat berlangsung sesua dengan yjuan Pendidikan nasional,



8. Fasilitas: Penyelenggaraan Pendidikan Dinivah Nonformal yang
selanuinys disinghat Fasilitasmn Penyelenggaraan Pendidikan
adslah pembenan fasihitas dar Pemerintsh Dasrabh untuk
melancarkan pelalksansan fungs: dalam penyelengparaan
Pendidikan keagamasn [hnivah Nenformal sesusi kemampusn
keuangan Daerah dan kewenangan Daerah,

8. Satman Pendidikan adalah kslompok layansn Pendidiksan yang
mienvelensgarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal
dan mnformal pads setiap jenjang dan jems Pendidikan,

10.Jenjang Pendidiltan -adalah ahapen Pendidikan yang
ditetapkan berdasarkan tngkat perkembangan pessrta didik,
tmjuan vang akan dicapsi dsn hemampuan yang

11. Pendidikan Diniyah adalah Pendidikan keagamaan Islam yang
dizelenggarakan pada semua jalur dan Jenjang Pendidikan,

12. Pendidilkesn Diniyah Nonformal adalah Pendidikan keagamasn
Islam yang diselengoarskan dalam beatuk Madrasah Dingyah
Takmihyah, Pendidilcan Al-Quran, Majelis Takiim, atau bentuk
lain yang s=jenis baik di dslam maupun di luar pesantren pada
jahir pendidikan nonformal.

13. Pendidikan Al-Quran adalsh lembaga Pendidikan keagamaan
islam yanc bertujuan untuk memberikan pengajaran bacasn,
tultzan hafalan, dan pemahaman Al-Churan,

14 Majelis Takldim adalah lembaga atau kelompok masvarakat yang
menyelenggaraksn Pendidikan kesgamean Islam  yang
bertujuan untnk meningiatian pemahamsn dan pengamsian
ajaran Agams [slam di kalangsan msasyarakst dalam kehidupan
ssharn-hari.

15 Insennf adalabh penghargean dalam beotuk uvang daaofatan
peiatthan yang diberikan kepada pendidik sebagm bentuk
pembinesan.

16, Masyvarakat adalah kelompok Warsa Negara Indonssia
nonpemerintah yangs mempunya: perhatian dan peransn dalam
bdang Pendidikan.

BAB II
MARSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGEUP

Paz=al 2
Mak=nd dibenmknys Peraturan Dasrsh ini untuk menguatkan
peran Pemerintsh Daersh dalem membenkan fasilitas sumber
daya Pendidikan dalam Penyelenggarasn Peaodidikan Dingysh
Nonformal.

Pseal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan agar:

a. Pemerintah Daerah mempunyar laendasan hubum  dalam
memberikan fasilitas: sumber daya Pendidikao kspads
pefivelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal:

b. Pemyelenggaraan Pendidikan Dinivah Nonformal untul
membentnl pezerts didik vany memaksmi dan mengamsikan
niler-mils: ajaran agamanya dan/atsu memady ahl ilmu agams



iglam y=ang berwawasan hias, knbis. kreafhif inovatif dan
dinamis delam rangka mencerdaskan kelndupan bangsa yang
bermman, bertekwa, dan berakhiak mula dapsat tersslengparsa
secars opnmal:

menmipkatkan profesionalitas dan akuntabilitas pengslola
program dan/fatan Satuan Pendidikan Diniyah Nonformal di
De=srah: dan

memberdayakan semus lkomponen Masyarakat untuk
berpartisipas: dalam pengelolaan dan Penyelensgaraan
Pendidikan Dinrrah Nonformal di Dasreah.

Pazal 4

Rusng lingkup Peraturan Dasrah ini meliputi:

(1)

(2)

(31

(4)

(31

(8l

benmk Pendidikan Dinivah Nonformal:
fasilitas: Penyelengoaraan Pendidilcan:
pembinaan dan pengawasan;
paritzsipasi Masvarskat:

pendanasn: dan

ketentuan penutup.

BAB II |
BENTUK PENDIDIKAN DINIYAH NONFORMAL

Pazal 5

Pendidiksn Dimvah Nonformal diselengosrakan dalsm bentule
a. Madrasah Diniyah Takmiliyah: '
b. Pendidikan Al-Ouran:
c. Majels Taklim: dan
d. pendidikan Dimivah Noaoformal lainova: sesus: ketentuan

peraturan perundang-undangan.
Pendidiksn Dinivah Nonformal zsbagsimans dimaksud pada
avat (1) dapat dizelengsarakan dalam  bentuk Satuan
Pendidikan atau program.
Pendidikan Diniyvah Nonformal yang diselengparalkan dalem
bentuk Satuan Pendidikan sebaosamana dimsksud pads ayat
(2] haruz mendapatien 1rin darn Kantor Kementerian Agams.
Pendidikan Dinivah Nopformal yang disslenggarakan dalam
hentmlk program ssbagaimana dimaksud pada ayat {2] dan
mi=miliki pezerts dicik paling sedikit 135 (lima belas) orang harus
mendaftarian ke Kanter Kementenian Agama,
Pendidiksn Dimiygeh Nonforms! yang telszh terdafiss
sebagaimana dimaksitd pada ayat |3 dan =yat (4| diberikan
tands daftar oleh Kantor Kementerian Agama,
Pendidiksn Diniyah Nonformsl vang telsh terdafiar
sebhagaimans dimaksud pads ayat (3] berbhsk mendapaitksn
pembinaan dan Kantor Kementeritan Agama dan Pemenntah
Daerah.

FPa=al 6

Mzadrasah Dimiyah Takmiliveh sebagaimans dimalkesud dalsm Pa=zal
5 ayat (1) homif'a bertujuan unmk melengksp: pendidilkean agama
Islam vang dip=roleh di sskolah dasar/madrasah ibtidaivah,



sekolah menengah periama/madrasah  t=anawiyvah, zekolah
menengah atas /madrasah aliyah, sekolah menengah
k=juruan /madrasah aliyah ksjuruan atsu di pendidikan tingoy
dalam rangka peningkatan kevmanan dan ketaltwaan peserta-didsk
kepada Allsh SWT.

(1)

2)

(3

(4

(1)

(2)

(2]

(3

(4

Pseal 7
Pendidiksn Al-Quran sebagaimans dimaksud dalam Psssl 5
ayat {1) huruf b bermujuan meninskatkan kemampnsan pezerts
didik membaca mermulls, memshami dasn menpamalkasn
kandungan Al Quran.
Pendidikan Alguran sebagaimsana dimsksud Passl 3 ayat (1)
huruf b disslenggarakan oleh Masyarakat.
Pendidikan Al-Quran terdin atss:
tamsn lanalc-banale Al- ‘B
tamen peadidilcas AL-QOur'sn;
taTumul Qar'an hlaalad:
ramah tekfids Al-Qlur s
pendidikan anak usia dini Al-Qurian; dan
f. bentuk lain vang sejenis.
Pendidikan Al-Qur'sn dapat dilabsanakan secars berjenjang
dan tidzk berjenjang sesuai kestentuan peraturan perundsng-

PRo T

undengsn,

Pazal 8
Majelis Taklim sebagsimsana dimaksud dalam Pasal 5 avat (1)
huruf ¢ atsu nama lain yang sejemis  bertujusn untuk
menngkatkan keimanan dan ketalbwaan kepada Allak SWT
dan akhlak muba peserta didik sens- mewigudksn rahmest bag:

Algm ssmesta.

Majetis Taklim sebagaimsns dimsksud pads avat (1] dapst
dizslengparakan oleh Masyarakat.

Pa=al 9
Pendidikan Dinmyah Nonforma! sebagsimans dimaksud dalam
Pas=al 5 dapat dikembanpgkan secara terpadu pada:
&8, pemdidikan analk wusis ding
b, tamsn kanak-kansk;
c. s=kolah da=ar: dan
d. sskolah menenssh pertama,
Pendidiksn Dinivah Nonformal sebagsimans dimsaksud pada
ayat (1} =£bagal muatan kompstensi kokunkulsr -atan
elestrakurikuler.
Peniyelenggafaan Pendidilkan Dinivah Nonformal ssbagaimsana
dimai=ud pads ayat (1) dipusatkan di rusng kelss, masjd,
mushola, stan di tempat lsin yang memenuhi syarat.
Dinas Pendidikan bekerjasams denpgan Kanter Kementerian
Agama menyusun Program Pendidikan Dingah Nonformal ds
sekolah sebagaimana dimaksud pada syat (11.



BABTIV
FASILITASI PENYELENGGARAAN PERDIDIEAN

Pasal 10

(1] Pemerintsh Daerah dapat memberikan Fasilitasi
Pentyelenggaraan Pendidikan Diniyeh Nonformasal yeng berizin
dan terdaftar.

(2} Fa=zilita=: Penvelensgarasn Pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa bantusn sumber deyva pendidikan
rnelipats:

a. peadidik;

b. tenags kependidilesn’

c. dana:

d, sarana dan prasarans pendidikan:dan

2. bantuan fazmlitas:n lainnya sesua; dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

(3) Pemerintsh Dasrah dapsat membenksn Insentf atan bentuk
lain sesuai dengan ketentusan peraturan perundang-undangan
kepada pendidik dan tenags kependidikan ssbagaimans
dimak=ud pada ayat {2} huruf & dan huruf b.

|4) Pemberian Insenti sebagsimana dimaksud pada ayart |3}
dilalczanalan dalam bentulc
a: bantusn kesejahteraan; dan/atsu
b. peagembangan lkeeahlian pendidile dan tenaga

kependidilean.

|3| Pembenan Fasilitasi penvel=ngraraan Pendidikan
sebhagammana dimaksud ayat (2] buruf ¢ dibenkan dalam
bentuk dans operasional ‘sesusi-dengan ketentusn peratiran
perundang-undangsa.

(6) Pembensn Familitas: Penyelsngearaan Pendidikan
sebagaimana dimsaksud pads ayat (2) huruf d diberikan dalsm
bentuk bantuan sarsns prasarana pendidiksn yang
dibutuhkan Pendidiksn Dimivah Nonformal.

(7] Bantuan fasilitaszi lainnya sssusar dengan ketentuan peraturan
perundang-undangasn sebagammans dimaksud pada ayat (3)
hurut e'dapat berupa pelatthan dan/atau beasiswa pendidikan
sesual dengan keahlian vang dibutahlosn bagi tenaga pendidik
atan tensga kependidikan guna pengembangan Pendidilean
Diniyah Nonformal.

|8) Pemberian Fasilitas: Penvelengraraan Pendidikan sehasaimana
dimsaksud pads ayat |1] berupa bantuan hibabh atau bantuan
=sozial

(2] Pemberian Fasilitasi Penyvelenggaraan Pendidikan sebagaimsans
dimeksud pads svat (1] dilakssnslkan szesuai kewenangan
Pemenntah Daerah dan kemampuan keuangan Daersh,

(10} Serufikat atau 1=tilah lsinnya yang dipercleh peserta didik
dalam mengiloutt setiap jeniang Madrasah Dhnmiyah Talemiliyah
dapat digunakan sshaga: mils: tambah dalam mengiioet proses
peaerimasn pesertas didik baru pada Jenjeng Pendidiltan
lainnya sesuai kefentuan peraturan perundang-undangan.



(11} Estentuan lebih lanjut mengenai taia cara peimberian Fasilitasi

(1)

2)

(3]

el

(1)

(2

(1)

(2)

Penvelensgarasn Pendidikan Dhnivah Nonformasl ssbagsimana
dimak=ud padsa avat {2} diatur dalam Persturan Bupati.

BAEV
FEMEIRAAN DAN FENGAWASAN

Pasal 11

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap
Fasilitas: Penyelengparaan Pendidikan Dmmiyah Nenformal &
Daerah.

Pembinean sebagaimans dimaksud pada ayat (1] dilsksanaksan
oleh Dinas Pendidikan dan peranghat daerah yang bertugsas
membantn Bupatt sebagai unsur staf pendulung dalsm
pelak=anasn uruzan Pemenntahan Daerah dan dapst
menmimitsariakan Kantor KEementerian Agamas;

Pengawasan  sebagsimsna dimaksud pada a&avat (1)
dilaksanalan oleh perangkat daerah yang menyslenggarakan
wrusan pemenntahan i bidang pensawasan Pemermtahan
Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengena: pembinasn dan pengawasan
sebapaimans dimaksud pada ayat (1| diatur dalem Peraturan
Bupat.

BAEB V1
PARTISIPAS]T MASYARAKAT

Pas=al 12
Maszvaralksat dapat berpartigipss dalam palakzsnasn Facilitas
Penyelenggaraan Pendidikan Dinivah Nonformal di Daersh.
Faszilitazi Penyvelenpgsarasn Pendidikan sebagpimana dimalksud
pads avat (1] dilaksanakan sesus dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VII

Fasal 13

Pendanaan Fasilitas: Penvelengparans Pendidikan bersumber
dar:
a. sanggaran pendapstan dan belania Dasrah; dan
b. sumber lain yang =ah sezuss dengan ketentusn peraturan

pefundang-undangan.
Pendanaasn ssbagamans dumaksud pada ayat (1) diks=loia
secara sfeltif, efisien, transparan dan akuntabel.

BAEB VIN
KETENTUAN PENUTUF

Fazal 14

Peraturan pelakssns dari Peraturan Diasrah ini ditetapkan paling
lama & (emam) bulsn terhitung ssjek Peramuran Daersh im



Fazal 13
Peraruran Daermh 101 mulsl berlalu pads tangeal dindangkan,
Agar setap orang dapat mengstahminys. memsnantahkan

pengundansan Peraturan Dasrah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Dasrah Kabupaten Grobogan.

Dhietapkan di Purwedad:
pada tanggal ...

BUFATI GROBOGAN,
SETYO HAD]
Drundangkan di Purwodad:
pada tanggal ...

SERRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

ANARG ARMUNANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUK.., NOMOR ...

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH EABUPATEN CGROEOGAN FROVINSI
JAWA TENGAH {.../...)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROEBOGAN
KOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

FASILITAS] PENYELENGGARAAN
FENDIDIKAN DINIYAH NONFORMAL

UMUM

Kewensngan FPementah Dgerah berdasarkan pembagen kEewensngan
secara konkruen dalam =ub vrusan manajemen pendidikan dan =sub urusan
kuritutum vang diatir dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenntahan Dasrahk sebagaimens telah beberapa kah diubsah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Atas Persturan
Pemerintah Peogganti Undeng-Undang Nomor 2 Tabun 2022 tentsng Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang terdiri dari Pengslolaan Pendidikan dssar,
pengzlolaan pendidikan anak usia dim dan peadidiitan nooformal s&rta mustan
loka! kurilmlum, Salah saru pendidikan keagamaan Islam vans berkembansg di
Kabupaten Grobogan adalsh Pendidiksn Diniyah. Selain itu sesuai Undans-
Undang Nomor 20 Tabun Z003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3
msﬂjﬁlﬂl{aﬂ bahwa Pendidikan #iasional bertujuan untuk berkembangnya
potens: peserta didils agar menjady manusia vang benman dan bertaqws kepada
Tuhan Yang Maha Hsa. bemakhlak muhba, sehat, benlmu, cakap, kreanf
mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab,
Ketentuan ini setidalbnya mempunyai 3 {tugal tujuan yaitu pertama, untuk
menzasa keutuhan dan kemuroian aaran agama kedus dengan adanye gura
agama YeEng ssagama dan memenuhil Syarat kelaysksn mengajﬂ_t akan dapat
menjaga kerokunan hidup beragamsa bagi peserta didik yang berbeda agama
tapi belajar pada Satuan Pendidikan yeng sama_ ketiga Pendidikan agams yang
digjarican oleh pendidik yang ssagama menuniukkan profesionalitas dalam
peavelengparaan proses pembelajaran Pendudikan agamas,

Saat i di Ksbupaten Grobogen terdapat =1.200 (sembu dua ratus)
lembaga Pendidikan Dinivah yvang beriin dan atau terdaftar yang memerlhukan
perhatian dari FPemsrnmtah Dasrah Ksbupaten Grobegan. Berdasarkan
kstentuan passl 12 ayat (1) Peramren Pemenniah Nomor 55 Tshun 2007
tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keapamaan, dismanatkan
Pemenntah Daerah perlu memberikan Fasilitasi yang berupa pemberian
bantizan sumber dayae pendidikan meliputt pendidik, tenags kepeadidiksn,
dans, serta sarana dan prasarans pendidikan lamnya dalam rangks
Penyelengparaan Pendidikan keagamasn diantsranya Penvelenggarasn
Pendidilcan Dhnityah Nonformal di Kabupsten Grobogan yang ssmpai =zaat nt
belum mempunyai payung hukum s=cbagsi dasar pemerintah  dasrah
memberikan fazilitas Penyelenggaraan Pendidikan Dintvah Nonformal,

Berdasarkan ksteatuan diatas, maks diperlukan pedoman sebagsl dasar
bhukum dalam pelaksanaannya. Unmk o dipandang perla disusun dalam
Peraturan Daerah tentang Fasilitas: Peayelenggarasn Pendidikas Dingsh
KNonformsl.



II. PASAL DEMI FASAL

Passal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Passl 3
Cukup jela=.
Pasal 4
Cukup selas.
Passl 5
Cukup jelas.
Pasal &
Cukup jelas.
Pasal 7
Cultup jelas.
Pasal 8
Cukuap jelas.
Pasal O
Avat {1)
Cukup jelas:
Avat {2])
vang dimsksnd kokurikuler adalsh kegistan pembelajaran di luar
pembelajaran intmkunkuler yang dirancang untuk memperiniat,
memperdalam dan memperkaya maten pelaaran akademmis
vang dimaksud ekstrakuriltiler adalsh adalsh Upaya pemantapan
dan psngayaan nilsi-nilai dan norma serta  pengembangan
kepribadian_ bakat dan minat peserta didik Pendidikan agama yvang
dilakesnskan di luarjam murelsnkuler dalam bentulk tatap mulsa
atan non tetap fmuka,
Ayat {3)
Cukup jelas.
HAvat {#
Culkuyp jela=.
Pa=al 10
Culoup jelas=,
Pasal 11
Avat (1)
Cukup jelas.
Avat (2]
Peranghat Daserah’ vanpg bertugss membantu Bupet, vang
mempunysl tupas antars lan : melaksansksn  penyiapsan
pengoordinssian perumusan kebijakan Dasrah pengoordinasian
pelak=pnazn higas perangkat dasrsh, pemantsusn dsn evaluas;
peiaksanaan kebiysksn daerah di adang bina mental spnirstusl
kezsiehieraan sosial dan kesejahferasn masvarakst.
Ayvat £3)
Peranghat Dasrah vang menyslengearalan urusan pemenniahan
di bidang pengawasan Pemerintashan Dasrah adalah Inspektorat
Daerah Kabupaten Grabogan.



Ayst (4]
Culmp jelas.
Pazal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Culoup jelas=,
Pasal 14
Culup jeias.
Pasal 15
Culoup jela=,

TAMBAHAN LEMEARAN DAERAH KABUPATEN GEOBOGAN NOMOR ...

PANITIA KHUSUS VII TAHUR 2025
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
HABUPATEN GROBOGAN

WAKIL KETUA,

I MUSAPAR, SIHL

AHMAD HABIBL, S.Ag.



